
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P  U  T  U  S  A  N

NOMOR: 24 /  G.TUN /  2011/  PTUN.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura ,  yang  memer iksa ,  

memutus,  dan  menyelesa i kan  sengke ta  Tata  Usaha  Negara  di  

t i ngka t  per tama  dengan  acara  cepat  te l ah  menja tuhkan  putusan  

dengan  per t imbangan- per t imbangan  seper t i  te rsebu t  d i  bawah 

in i ,  da lam perkara  anta ra  ;  

1.  GERZON JITMAU,  SH. ,  MM.,  Warga  Negara  Indones ia ,  

Peker j aan  Pegawai  Neger i  Sip i l ,  Tempat  

Tingga l  d i  Kampung.Ases ,  Dis t r i k  Fef ,  

Kabupaten  Tambrauw,  Prov ins i  Papua  Bara t  ;

2. ANTON TIT IT ,  S.Pd . ,  Warga  Negara  Indones ia ,  Peker jaan  

Pegawai  Neger i  Sip i l ,  Tempat  Tingga l  d i  

Ja lan  Kwoka  Gunung  Ar fak  RT/RW.  024/006 ,  

Kelu rahan  Kampung  Baru ,  Kecamatan  Sorong ,  

Kota  Sorong,  Prov ins i  Papua  Bara t  ;

Yang  da lam  perkara  in i  member ikan  Sura t  

Kuasa  Khusus  bermate ra i  cukup  te r t angga l  4 

Mei  2011 kepada  :  DR.  MUCHTAR PAKPAHAN, SH.  

MA.,  HOTMAWA B.  NAINGGOLAN,  GUSMAWATI 

AZWAR, SH. ,  JAMES SIMANJUNTAK,  SH. ,  JUHARI,  

SH. ,  AMUS KARETH,  SH. ,  BUDIYONO,  SH. ,  

JOHANNES DARTHA PAKPAHAN,  SH. ,  dan  SABINUS 

MOA,  SH.  Semuanya  warga  negara  Indones ia ,  

Advokat  dan as is t en  Advokat  pada Law Off i ce  

Muchta r  Pakpahan  & Assoc ia tes ,  berkedudukan  

di  Ja lan  Tanah  Tingg i  I I  No.  44  B,  Johar  

Baru ,  Jakar ta  Pusat ,  Sura t  Kuasa mana te lah  

di rubah  dengan  sura t  kuasa  khusus  

te r t angga l  9  Mei  2011  yang  di t e r ima  di  
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Pers idangan  oleh  Hakim Tungga l  pada tangga l  

23  Mei  2011  ;

untuk  se lan ju t nya  disebu t  sebaga i  PARA 

PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

KOMISI  PEMILIHAN  UMUM (KPU)  KABUPATEN  TAMBRAUW  tempat  

kedudukan  di  Ja lan  SD  In t i ,  Sausapor ,  

Kabupaten  Tambrauw  Prov ins i  Papua  Bara t  ;

Dalam hal  in i  member i kan  Kuasa  kepada  Max 

Mahare,  SH. ,  warga  negara  Indones ia ,  

peker j aan  advoka t  tempat  t i ngga l  d i  Ja lan  

Danau  Mal in j au ,  Lorong  IV  Rt  02/Rw  I I I  

Kelu rahan  Rufe i  Dis t r i k  Sorong  Bara t  Kota  

Sorong  dan  Anselmus  Yappen,  SH. ,  warga  

negara  Indones ia ,  Bagian  Devis i  Hukum KPU 

Kabupaten  Tambrauw,  alamat  kanto r  d i  Ja lan  

SD  In t i ,  Sausapor ,  Kabupaten  Tambrauw 

Prov ins i  Papua  Bara t ,  berdasarkan  Sura t  

Kuasa  Khusus  te r t angga l  11  Mei  2011  ;

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jayapura  te rsebu t :

- Telah  membaca dan memer iksa  berkas  perkara  in i ;

- Telah  membaca Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Jayapura  Nomor:  24/Pen . AC/201 1/PTUN.JPR te r t angga l  09  Mei  

2011  ten tang     Penetapan     Pemer iksaan  Perkara  Dengan 

Acara  Cepat  ;  

- Telah  membaca Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  

Jayapura  Nomor:  24/Pen.HT/2011 /PTUN.JPR te r t angga l  09  Mei  

2011 ten tang     Penetapan     Penunjukkan    Hakim  Tungga l  
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yang    Memer iksa   dan  Mengadi l i   Perkara  ;  

- Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Tungga l  Nomor:  

24/Pen.HS/201 1/PTUN.JPR  tangga l  09  Mei  2011 ten tang  

Penetapan  Har i  Sidang ;

- Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Tungga l  Nomor:  

24/PEN/201 1/PTUN.JPR tangga l  10 Mei  2011 ten tang  Penundaan  

Daya  Ber lakunya  Objek  Sengketa  ;

- Telah  memer iksa  sura t - sura t  yang  bersangku tan  dengan  

perkara  in i  dan  mendengarkan  kete rangan  Para  Pihak  

dipe rs i dangan ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  TENTANG DUDUK SENGKETA:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  te lah  mengajukan  

gugatan  te r t angga l  06  Mei  2011,  yang  dida f t a r kan  di  

Kepani te raan  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  pada  

tangga l  06  Mei  2011   da lam  Regis te r  Perkara  Nomor:  24  /  

G.TUN /  2011  /  PTUN.JPR,  yang  is i  gugatannya  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  ;

I . OBJEK GUGATAN

Bahwa  yang  menjad i  Obyek  Gugatan  Tata  Usaha  Negara  in i  

ada lah  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Tambrauw 

Nomor  :  17/KPTS/KPU- Kab.  Tmb-033.680764/2011  Tangga l  2  Mei  

2011  Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  

Persyara tan  Sebaga i  Peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Dan 

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw Tahun 2011;

I I . DASAR GUGATAN
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1. Bahwa Sura t  Keputusan  Tergugat  a  quo  di te rb i t k an  pada  

tangga l  2  Mei  2011,dan  keputusan  te rsebu t  te lah  

di t e r ima  Para  Penggugat  pada  tangga l  03  Mei  2011.Dan  

oleh  karena  Gugatan  Para  Penggugat  in i  d ia j ukan  atau  

dida f t a r kan  di  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  

pada  tangga l  6  Mei  2011  masih  da lam tenggang  waktu  90 

(sembi l an  puluh)ha r i ,maka  dengan  demik ian  Pengajuan  

Gugatan  Sengketa  Tata  Usaha Negara  masih  da lam tenggang  

waktu  yang  d i t en tukan  sesua i  dengan  yang  dimaksud  Pasa l  

55  UU No.5  Tahun  1986  jo .  UU No.9  Tahun  2004, t e r h i t u ng  

se jak  Keputusan  Tergugat  d i t e r ima  oleh  Para  Penggugat  .

(Buk t i  P- 1) ;

2. Bahwa  Sura t  Keputusan  Tergugat  te r sebu t  bers i f a t  

Konkre t , I n d i v i d ua l  dan  Fina l , k a r ena  te l ah  memenuhi  

keten tuan  dalam  Pasa l  1  angka  3  UU No.5  Tahun  1986  

jo .UU  No.9  Tahun  2004  dengan  alasan  sebaga i  ber i ku t  :

a.  Konkre t  : Sura t  Keputusan  te rsebu t  da lam  bentuk  

te r t u l i s , Su ra t          Keputusan  

Nomor  :  17  KPTS/KPU- Kab.Tmb-

033.680764/2011  Tentang  Penetapan  

Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  

Persyara tan  Sebaga i  Peser ta  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011  

yang  di te rb i t k an  o leh  Badan/Pe jaba t  

Tata  Usaha  Negara ;

b.  Ind i v i dua l : Sura t  Keputusan  te rsebu t  d i tu j u kan  

kepada  badan  hukum dan  perorangan  yang  

je l as  Ind i v i dua l i s a s i n ya  ya i t u  Kepada  

Pasangan  Calon  Bupat i  Gerzon  

J i tmau ,SH.MM.  dan  Calon  Waki l  Bupat i  

Anton  Ti t i t , S . Pd ;
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c.  Fina l :  

Sura t  Keputusan  te rsebu t  sudah  

mempunyai  kekuatan  hukum  dan  t i dak  

per l u  perse tu j uan  atasan  atau  ins tans i  

te rka i t  la i nnya  ;

d.  Berak iba t  Hukum

:

Is i nya  berupa  Keputusan  yang  berak iba t  

hukum  merug ikan  Para  Penggugat , ya i t u  

t i dak  iku tnya  Para  Penggugat  menjad i  

Peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  

2011  ;

3.  Bahwa  Tergugat  ad lah  Badan  atau  Pejaba t  Tata  Usaha  

Negara  yang  melakukan  urusan  Pemer in tahan  berupa  

Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Tahun  2011  

berdasarkan  hukum  yang  ber laku  di  Indones ia  seh ingga  

Tergugat  merupakan  Badan  atu  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  

sebaga imana  yang  dimaksud  oeh  Pasa l  1  angka  2  UU No.5  

Tahun  1986;

I I I . ALASAN GUGATAN

Bahwa Keputusan  Tergugat  a quo  ada lah  sangat  merug ikan  bag i  

Para  Penggugat , ka rena  ber ten tangan   dengan  Pera tu ran  

Perundang- Undangan  dan  te l ah  dike lua rkan  secara  sewenang-  

wenang  seh ingga  Para  Penggugat  berkepent i ngan  untuk  

mengajukan  Gugatan  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  in i  sesua i  

dengan  keten tuan  Paal  53  ayat  (2 )  huru f  a  dan  b  UU No.5  

Tahun 1986 jo .UU No.9  Tahun 2004 ;

IV . DUDUK SENGKETA
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1. Bahwa  Para  Penggugat  ada lah  Calon  Bupat i  kabupaten  

Tambrauw  yang  berpasangan  dengan  Calon  Waki l  Bupat i  

Sdr .  Anton  Ti t i t ,  S.Pd. ;

2. Bahwa Pasa l  59  ayat  (2 )  UU No.  12  tahun  2008  ten tang  

Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  No.  32  tahun  2004 

ten tang  Pemer in tahan  Daerah  menyatakan  :  "Par ta i  

Pol i t i k  atau  Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  sebaga imana  

dimaksud  pada  ayat  (1 )  huru f  a  dapat  mendaf ta r kan  

pasangan  ca lon  apabi l a  memenuhi  persyara tan  pero lehan  

sekurang - kurangnya  15% ( l ima  belas  persen)  dar i  jumlah  

kurs i  DPRD atau  15% ( l ima  belas  persen)  dar i  akumulas i  

pero lehan  suara  sah  dalam  pemi l i han  umum anggota  DPRD 

di  daerah  yang  bersangku tan" ;Bahwa,  Para  Penggugat  

te l ah  mendaf ta r kan  di r i  pada  tangga l  11  Februar i  2011  

(buk t i  P- 2)  atas  dukungan  dar i  beberapa  Par ta i  Pol i t i k  

ya i t u :

- Par ta i  Demokra t  yang  memi l i k i  2  kurs i  d i  Dewan 

Perwak i l an  Rakyat  Daerah  (DPRD)  Kabupaten  Tambrauw,  

berdasarkan  Sura t  Rekomendas i  No.  04/RKMD/DPP.PD/ I / 2011  

ten tang  Perse tu j uan  Penguatan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw Prov ins i  Papua  

Bara t  Per iode  2011- 2016  tangga l  11  Januar i  2011  (buk t i  

P- 3) ;

- Par ta i  Buruh  yang  memi l i k i  1  kurs i  d i  DPRD Kabupaten  

Tambrauw,  berdasarkan  Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  

Pusat  Par ta i  Buruh  Nomor  No.  116A/S - KEP/DPP- PARTAI  

BURUH/XI /2010  ten tang  Penetapan  Sdr .  Gerzon  J i tmau ,  

SH. ,  MM.  sebaga i  Calon  Bupat i  Kabupaten  Tambrauw 

Prov ins i  Papua  Bara t  dan  Sdr .  Anton  Ti t i t ,  S.Pd.  

sebaga i  Calon  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Tambrauw Prov ins i  

Papua  Bara t  dar i  Par ta i  Buruh  te r t angga l  15  November  

2011 (buk t i  P- 4) ;

- Par ta i  Gerakan  Indones ia  Raya  (Ger i nd ra ) ,  berdasarkan  

bukt i  yang  akan  dia j ukan  kemudian  da lam pers idangan ;
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- Par ta i  Hat i  Nuran i  Rakyat  (Hanura ) ,  berdasarkan  Sura t  

Rekomendas i  No.  A/342 /DPP- HANURA/IX /2010  ten tang  

Rekomendas i  Calon  Bupat i  dar i  Par ta i  HANURA tangga l  2 

September  2010  (buk t i  P- 5)  yang  dipe rkua t  o leh  Sura t  

Rekomendas i  No.  002/DPC.HANURA/XI /2010  ten tang  

Rekomendas i  Baka l  Calon  Bupat i  te r t angga l  3  November  

2010 (buk i l  P- 6) ;

- Par ta i  Nasiona l  Benteng  Kerakya tan  Indones ia  (PNBK 

Indones ia ) ,  berdasarkan  Sura t  Nomor  332/DPP- PNBK 

Ind . /EKS/ I / 2011  ten tang  Penetapan  c lan  Pengesahan  

tangga l  6 Januar i  2011;  (buk t i  P- 7) ;

4. Bahwa,  Tergugat  mengeluarkan  Sura t  Keputusan  nomor  

11/KPU- TNB- 243.68 .0764 /11 l / 2011  ten tang  Pengumuman 

Seleks i  Kandida t  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Tambrauw te r t angga l  3  Maret  2011  yang  anta ra  

la i n  i s i nya  menyatakan  Penggugat  lo l os  ver i f i k a s i  

sebaga i  Calon  Bupat i  dan  Calon  Waki l  Bupat i  bersama 

dengan 4 (empat )  Pasangan Calon  la i nnya ;

5. Bahwa,  atas  keputusan  te rsebu t  seka l i pun  d inya takan  

lo l os  ver i f i k a s i  Para  Penggugat  mengajukan  kebera tan  

karena  Kurs i  Par ta i  Buruh  sebaga i  sa lah   satu  par ta i  

pendukung  Para  Penggugat  dia l i h kan  oleh  Terguga t  kepada  

kand ida t  la i n  ya i t u  Pet rus  P.  Yembra;  (buk t i  P- 8) ;

6. Bahwa,  atas  kebera tan - kebera tan  yang  dia j ukan  oleh  

beberapa  pasang  ca lon  te rmasuk  Para  Penggugat ,  Terguga t  

melakukan  ver i f i k a s i  u lang  te rmasuk  kepada  Para  

Penggugat  karena  Par ta i  Buruh  sebaga i  sa lah  satu  par ta i  

pengusung  Para  Penggugat  te rnya ta  mengeluarkan  2  (dua)  

Sura t  Keputusan  te rhadap  Baka l  Calon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i ;

7. Bahwa,  kemudian  Tergugat  melakukan  ver i f i k a s i  

admin is t r a s i  dan  fak tua l  dengan  langsung  menemui  Dewan 

Pimpinan  Pusat  (DPP)  Par ta i  Buruh  di  Jakar ta  pada  
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tangga l  27  Apr i l  2011  dan  mengeluarkan  Ber i t a  Acara  

Ver i f i k a s i  te r t angga l  27  Apr i l  2011,  d imana  pada  saat  

ver i f i k a s i  Tergugat ,  ber temu  dengan  DPP Par ta i  Buruh  

yang  diwak i l i  o leh  Sdr .  Sonny  Pudj i sasono ,  SH.  MH.,  

se laku  Ketua  Umum dan  Sdr .  Marcus  W.  Tiwow  se laku  

Sekre ta r i s  Jendera l  menyatakan  bahwa  Para  Penggugat  

ada lah  satu - satunya  ca lon  yang  d idukung  oleh  Par ta i  

Buruh  dalam  Pemi l l han  Umum Kepala  Daerah  Kabupaten  

Tambrauw Prov ins i  Papua Bara t  (buk t i  P- 9) ;

8. Bahwa,  dengan  demik ian  je l as  bahwa Para  Penggugat  te l ah  

memenuhi  persya ra tan  untuk  maju  sebaga i  Pasangan  Baka l  

Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Tambrauw  Tahun  2011  sebaga imana  yang  dia tu r  da lam 

Undang- undang dan pera tu ran  pe laksanannya ;

9. Bahwa,  kemudian  Tergugat  mengumumkan  has i l  ver i f i k a s i  

Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daeah  Kabupaten  

Tar r i b r auw  mela lu i  Sura t  Keputusan  a  quo  d imana  

te rnya ta  nama  Para  Penggugat  t i dak  te rdapa t  d i  

da lamnya;

10. Bahwa  oleh  karena  Para  Penggugat  ,  te l ah  memenuhi  

se lu ruh  persyara tan  dan  keten tuan  yang  di te t apkan  

Tergugat ,  maka  Para  Penggugat  dengan  in i  mohon  agar  

dapat  d i te t apkan  sebaga i  Pasangan  Baka l  Calon  Kepala  

Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw Tahun  

2011 oleh  Tergugat ;

DALAM PROVISI

MOHON PEMERIKSAAN ACARA CEPAT

Bahwa oleh  karena  te rdapa t  kepent i ngan  Para  Penggugat  yang  

cukup  mendesak  yakn i  Proses  Pengund ian  Nomor  Urut  Pasangan  

Calon  maupun  Tahapan - Tahapan  Pi l kada  se lan ju t nya  yang  akan  

dimula l  sesegera  mungkin  ser ta  berdasarkan  alasan- alasan  

permohonan  te rsebu t  d i  atas ,  maka  Para  Penggugat  memohon 

Kepada  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  untuk  

dapat  menetapkan  Pemer iksaan  dengan  Acara  Cepat  te rhadap  
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Sengketa  in i  ;

MOHON PENUNDAAN PROSES TAHAPAN PILKADA

Bahwa,  oleh  karena  te rdapa t  kepent i ngan  Para  Penggugat  yang  

nyata  apab i l a  Gugatan  in i  d ikabu l kan  ya i t u  agar  Para  

Penggugat  t i dak  te r t i n gga l  da lam  tahapan - tahapan  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  Tahun  2011  yang  akan  ber ja l an  ser ta  agar  

t i dak  ber lan j u t n ya  proses  Pern i l l h an  Umum yang  ber ten tangan  

dengan  UUD 1945  atau  INKONSTITUSIONAL,  maka  Para  Penggugat  

mohon agar  Ketua  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  agar  

berkenan  te r l eb i h  dahulu  member ikan  penetapan  berupa  

penangguhan  atau  penundaan  pelaksanaan  Sura t  Keputusan  a quo  

yang  dike lua r kan  o leh  Tergugat  dan  memer in tahkan  Tergugat  

untuk  melakukan  penundaan  Tahapan  atau  Proses  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  ber i ku tnya  sampai  adanya  putusan  pengad i l an  

yang  berkekua tan  hukum te tap  dalam perkara  in i ;

Berdasarkan  alasan - alasan  te rsebu t  d i  atas  maka Para  memohon 

kepada  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  berkenan  

untuk  memer iksa  dan  memutuskan  perkara  in i  dengan  Amar  

Putusan  sebaga i  ber i ku t :

DALAM PROVISI

DALAM PEMERIKSAAN ACARA CEPAT

1. Mener ima  Permohonan  Para  Penggugat  mengenai  

Pemer iksaan  Acara  Cepat ;

2. Menetapkan  Gugatan  Tata  Usaha Negara  in i  d ipe r i k sa  dan  

diad i l i  dengan Pemer ik saan Acara  Cepat ;

DALAM PENUNDAAN

1. Memer in tahkan  Tergugat  untuk  melakukan  penundaan  

pelaksanaan  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Tambrauw No.  17  KPTS/KPU- Kab.Tmb-

033.680764 /2011  Tanggal  2  Mei  2011  Tentang  
Halaman  9  da r i  105

PUTUSAN No.  24 /G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penet apan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  

Sebaga i  Peser ta  Pemi l i h an  Umum Kepala  Daerah  dan 

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011  

dan  Tahapan  atau  Proses  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  ber i ku tnya  sampai  dengan  putusan  perkara  in i  

mempunya i  kekuatan  Hukurn  te tap  ( Ink rach t  van  

gewi j sde )  ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan  Gugatan  Penggugat  untuk  se lu ruhnya ;

2. Menyatakan  Bata l  atau  Tidak  Sah  Keputusan  Tata  Usaha 

Negara  Tergugat  Nomor:  17  KPTS/KPU- Kab.Tmb- 033.  

680764/2011  Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Yang 

Memenuhi  Persyara tan  Sebagai  Peser ta  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  Dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Tambrauw Tahun 2011;

3. Memer in tahkan  Tergugat  untuk  Mencabut  Keputusan  Tata  

Usaha  Negara  Tergugat  Nomor:  17  KPTS/KPU- Kab.Tmb- 033.  

680764/2011  Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Yang 

Memenuhi  Persyara tan  Sebagai  Peser ta  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Tambrauw  Tahun  2011  dan  se lan ju tn ya  Memer in tahkan  

Tergugat  Menerb i t kan  Keputusan  yang  Menetapkan  

Penggugat  sebaga i  sa lah  satu  Pasangan  Calon  yang  

memenuhi  Persyara tan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  

Kabupaten  Tambrauw tahun  2011;

4. Menetapkan  Biaya  Perkara  menuru t  Hukum;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Para  Penggugat  

te rsebu t ,  Tergugat  te l ah  mengajukan  jawabannya  te r t angga l  

25 Mei  2011 yang  is i  se lengkapnya   ada lah  sebaga i  ber i ku t :

DALAM EKSEPSI

Bahwa sebe lum Tergugat  menanggap i  mater i  pokok  perkara ,  maka 
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te r l eb i h  dahu lu  Tergugat  ing in  mengajukan  Ekseps i  te rhadap  

gugatan  Para  Penggugat  a quo,  sebaga i  ber i ku t :

A.  HAKIM TUNGGAL A QUO  TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN MEMERIKSA 

GUGATAN  YANG  DIAJUKAN  PARA  PENGGUGAT;

Sesua i  dengan  fak ta - fak ta  hukum  yang  sesungguhnya ,  

bahwasanya  dalam permasa lahan  pokok  perkara  in i  ada lah :

1. Terdapat  dukungan  ganda/pencalonan  ganda da lam 

Pemi l i han  Kepala  Daerah  dalam  rangka  memi l i h  ca lon  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  pada  pemi l i han  umum Kepala  

Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw tahun  

2011  dar i  Dewan Pimpinan  Pusat  (DPP)  Parta i  Buruh yang  

sama,  dan  di tanda  tangan i  o leh  Ketua  Umum  dan  

Sekre ta r i s  Jendera l  yang  sama;

2. Terdapat  3  ( t iga )  Pengurus  DPC Parta i  Buruh  Kabupaten  

Tambrauw yang  berbeda  dalam  menandatangan i   Formul i r  

Model  B,  B1,  B2.  KWK.KPU  PARPOL;

Untuk  leb ih  je l asnya ,  Tergugat  akan  membuat  da lam  bentuk  

matr i k s  agar  permasa lahan  hukumnya  leb ih  je l as ,  dan  biar lah  

hukum  sebagai  Pangl ima  yang  menyelesa ikannya ,  sebaga i  

ber i ku t :

NO NAMA PASANGAN 
BAKAL CALON 

KEPALA DAERAH 

& 

WAKIL KEPALA 
DAERAH

SURAT DUKUNGAN

DARI

PENGURUS DPP PARTAI 
BURUH

YANG DITANDA TANGANI 
OLEH:

 Ketua  Umum: H.  Sonny 
Pudj isasono,  SH,  MM 

dan Sekretar i s  

PENGURUS DPC 
PARTAI  BURUH 

KAB.  TAMBRAUW

YANG 
MENANDATANGANI

FORMULIR MODEL 
B,  B1,  B2.  

KWK.KPU PARPOL
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Jendera l :  Marcus W. 
Tiwow

1. Gabrie l  Assem, 
SE,  M.Si  

dan 

Yohanes Yembra,  
S.Sos

Surat  Rekomendasi  
Nomor:  AB.I I I . 0 95 /DPP 
-  Parta i  
Buruh/VI I / 2010  Tanggal  
14  Jul i  2010 ,  Per iha l :  
Rekomendas i  Calon  
Kepala  Daerah  dan 
Waki l  Kepala  Daerah  
Kabupaten  Tambrauw 
Per iode  2011 – 2016.

Ketua  DPC: 

Ignasius  Baru 

dan 

Sekretar i s  
DPC: 

Marinus  Hae,SH

2. Gerzon Ji tmau,  
SH,  MM 

dan 

Anthon Ti t i t ,  
S.Pd

a. Surat  Keputusan,  
Nomor:  116A/S-
KEP/DPP  -  Parta i  
Buruh/XI / 2010  
tanggal  15  November 
2010 ,  ten tang :  
Penetapan  Saudara  
Gerzon  J i tmau ,  SH,  
MM.,  sebaga i  Calon  
Bupat i  Kabupaten  
Tambrauw  Prov ins i  
Papua  Bara t  dan 
Anthon  Ti t i t ,  S.Pd. ,  
sebaga i  Calon  Waki l  
Bupat i  Kabupaten  
Tambrauw   Prov ins i  
Papua  Bara t  dar i  
Par ta i  Buruh.

b. Surat  Keputusan,  
Nomor:120A/S- KEP/  
DPP  -  Parta i  
Buruh/XI  /2010 ,  
Tanggal  16  November 
2010  ten tang  Susunan  
Kepengurusan  DPC 
Par ta i  Buruh  
Kabupaten  Tambrauw.

Dengan  Pengurus  
Hariannya:

Ketua:  El i zabe th  J.  
Howay,  S.E.

Sekretar i s :  Yusak  
Para ibabo .

Ketua  DPC: 
El izabeth  J.  

Howay dan  

Sekretar i s  
DPC: Yusak 
Paraibabo

3. Petrus  P.  Yembra a. Surat  Keputusan,  Ketua  DPC: 
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Dan

 Drs.  Er ick  
Mayor,  M.Si

Nomor:  134A/    S-
Kep/DPP  -  Parta i  
Buruh/ I I / 2 011  
tanggal  2 
Februar i  2011 
ten tang  Penetapan  
Saudara  Pet rus  P.  
Yembra  sebaga i  
Calon  Bupat i  
Kabupaten  
Tambrauw  dan 
Saudara  Drs .  
Er i ck  Mayor ,  
M.Si . ,  sebaga i  
Calon  Waki l  
Bupat i  Kabupaten  
Tambrauw  Prov ins i  
Papua  Bara t  dar i  
Par ta i  Buruh.  

b. Surat  Keputusan,  
No:  135/S- Kep/DPP 
-  Parta i  
Buruh/ I I / 2 011  
tanggal  7 
Februar i  2011 
ten tang  Susunan  
Kepengurusan  DPC 
Par ta i  Buruh  
Kabupaten  
Tambrauw  Prov ins i  
Papua Bara t .

Dengan Pengurus  
Hariannya:

Ketua:  Jon ias  Ti tus  
Ohoiner .

Sekretar i s :  Maike l  
Mayor .

c . Surat  DPP Parta i  
Buruh,  Nomor:  
AB. I I I . 2 18A/DPP  -  
Parta i  Buruh 
/ I I / 2 011  tanggal  
19  Februar i  2011 ,  
Per iha l :  
Penegasan  ten tang  
Lega l i t a s  
Rekomendas i  
Kepala  Daerah  

Jonias  Ti tus  
Ohoiner  

dan  

Sekretar i s  
DPC: Maikel  

Mayor.
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Daerah  Kabupaten  
Tambrauw.  

Surat  tersebut  
diatas  menegaskan:

Pet rus  P.  Yembra  
sebaga i  Calon  Bupat i  
Kabupaten  Tambrauw 
dan  Saudara  Drs .  
Er ick  Mayor ,  M.Si  
sebaga i  Calon  Waki l  
Bupat i  Kabupaten  
Tambrauw.

Dan  Surat  Penetapan,  
No:  135/S- Kep/DPP  -  
Parta i  Buruh/ I I / 2 011  
tanggal  7  Februar i  
2011  oleh  Dewan 
Pimpinan  Pusat  (DPP)  
Parta i  Buruh  adalah  
benar .

Bahwa  te rhadap  pencalonan  ganda seper t i  te rsebu t  d ia tas ,  

maka Terguga t  meru juk  pada  Pasal  61 Pera tu ran  KPU Nomor:  13 

Tahun  2010  ten tang  Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  

Pemi l i han  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah,  yang  

menegaskan:

Ayat  (1 ) :  

”Apab i l a  da lam  proses  pene l i t i a n  admin is t r a s i  

te rhadap  sura t  penca lonan  di temukan  dokumen sebuah  

par ta i  po l i t i k  memi l i k i  2  (dua)  atau  leb ih  

kepengurusan  yang  masing- masing  mengajukan  baka l  

pasangan  ca lon ,  d i l akukan  pene l i t i a n  menyangkut  

keabsahan  kepengurusan  par ta i  po l i t i k  te rsebu t  

kepada  Pimpinan  pusat  par ta i  po l i t i k  yang  

bersangku tan ” ;

Ayat  (2 ) :

”Da lam penel i t i a n  keabsahan  pengurus  par ta i  po l i t i k  

sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 ) ,  KPU Prov ins i  
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atau  KPU  Kabupaten /Ko ta  melakukan  k la r i f i k a s i  

dengan  berpedoman  pada  anggaran  dasar /anggaran  

rumah  tangga  par ta i  po l i t i k  yang  bersangku tan ” .  

Bahwa Tergugat  te l ah  melakukan  pene l i t i a n / k l a r i f i k a s i  dengan  

mendatang i  Depar temen  Hukum dan HAM RI  dan te l ah  mendapatkan  

data  kepengurusan  DPP Par ta i  Buruh  dan  alamat  yang  sah,  

sebaga imana  yang  te rdapa t  pada Sura t  Keputusan  Menter i  Hukum 

dan  HAM RI ,  Nomor:  M-HH-10.AH.11 .01 .TAHUN 2010  Tangga l  10 

Agustus  2010,  ya i t u :  Ketua  Umum: H.  Sonny  Pudj i sasono ,  SH. ,  

MH dan  Seker ta r i s  Jendera l :  Tiwow Marcus  Wenas,  namun saat  

in i  a lamat  DPP  Par ta i  Buruh,  te lah  berp indah  alamat  

sekre ta r i a t  d i :  Gedung ARVA Cik in i  Lt .  2 J l .  Cik in i  Raya No.  

60,  Jakar ta  Pusat ;

Bahwa benar ,  awalnya  Tergugat  melakukan  k la r i f i k a s i  dengan  

cara  menyura t i  Pengurus  DPP Par ta i  Buruh  dengan  sura t  nomor :  

270/13 /KPU- TMB/I I / 2011  te r t angga l  14 Februar i  2011,  Per iha l :  

Lega l i t a s  Rekomendas i ;

Akhi rnya ,  Par ta i  Buruh  sesua i  Sura t  Keputusan ,  Nomor:  

11/Kp ts /KPU- Kab.033 .680764 /2011  tangga l  3 Maret  2011  ten tang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  

Peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011,  berada  pada  Pasangan  Bakal  

Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  atas  nama:  

Pet rus  Y.  Pangal i l a  dan  Drs .  Er ick  Mayor ,  M.Si . ,  dengan  

per t imbangan  hukum  ”pada  saat  i tu”  ada lah  Surat  dukungan 

terakhi r  dan  serta  terdapat  penegasan  lega l i t as  dukungan  

Rekomendasi  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw dar i  DPP Parta i  

Buruh d i t u j u kan  kepada  Pasangan  Baka l  Calon  Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  atas  nama:  Pet rus  Y.  Pangal i l a  dan  

Drs .  Er i ck  Mayor ,  M.Si . ,  sebaga imana  yang  diu ra i kan  te rsebu t  

d ia tas ,  sebaga imana  sesua i  dengan  is i  Surat  DPP Parta i  

Buruh,  Nomor:  AB. I I I . 2 18A/DPP  -  Parta i  Buruh  / I I / 2 011  

tanggal  19 Februar i  2011 ;
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Bahwa karena  adanya  Keberatan  dar i  berbagai  Pasangan  Bakal  

Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Tambrauw  tahun  2011 ,  maka  Tergugat  bersama- sama  KPU 

Kabupaten  Maybra t  mengadakan  Rapat  Pleno  bersama  KPU 

Prov ins i  Papua  Bara t  da lam  rangka  eva luas i  dan  pemer iksaan  

Berkas  Calon  Bupat i  dan Calon  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Maybra t  

dan  Kabupaten  Tambrauw,  yang  jun t r ungnya  Terguga t  

mengeluarkan  Surat  Keputusan ,  Nomor:  14/Kp ts /KPU- Kab.Tmb-

033.680764/2011  tangga l  21  Maret  2011  ten tang  Pencabutan  

Dan/Atau  Pembata lan  Atas  Sura t  Keputusan  KPU  Kabupaten  

Tambrauw,  Nomor:  11/Kpts /KPU- Kab.033 .680764/2011  ten tang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  

Peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011,  dan  se lan ju t nya  melakukan  

ver i f i k a s i  admin is t r a s i  dan  fac tua l  u lang  te rhadap  5 ( l ima)  

Par ta i  po l i t i k  yang  bermasa lah .  Akhi rnya ,  pada  tangga l  27  

Apr i l  2011,  Tergugat  melakukan  ver i f i k a s i  admin is t r a s i  dan  

fac tua l  u lang  te rhadap  Pengurus  DPP Par ta i  Buruh;

Bahwa  secara  hukum,  t i ndakan  Tergugat  da lam  melakukan  

ver i f i k as i  adminis t ras i  dan  factua l  ulang  pada  tangga l  27 

Apr i l  2011  terhadap  Pengurus  DPP Parta i  Buruh  berka i tan  

dengan  masalah  pencalonan  ganda  oleh  Pengurus  DPP Parta i  

Buruh  sendir i  in  casu  Ketua  Umum yang  sama dan  berkai tan  

dengan 3 ( t iga )  Pengurus  DPC Parta i  Buruh Kabupaten  Tambrauw 

yang berbeda  ser ta  mempert imbangkan  lega l i t a s  dukungan  yang  

dibe r i k an  Pengurus  DPP Par ta i  Buruh  yang  di l akukan  Terguga t  

ada lah  kewenangan  yang  dibe r i k an  oleh  Pera tu ran  Perundang-

undangan  dalam hal  in i  Pera tu ran  KPU Nomor:  13  Tahun  2010,  

o leh  karena  i t u ,  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  in  

casu  Hakim  Tungga l  a  quo  t idak  berwenang  untuk  menguj i  

keabsahan Tergugat  dalam melaksanakan kewenangannya  te rsebu t  

karena  ha l  te rsebu t  merupakan  masalah  in te rna l  Par ta i  Buruh  

yang  bersangku tan  (Mohon  Hakim  Tunggal  a  quo 

mempert imbangkan  ru jukan  hukum  Putusan  Nomor:  

16/B.TUN/2011 /PT.TUN.MKS  tanggal  11  Apri l  2011,  dalam 

Pert imbangan  Hukum Majel i s  Hakim  Banding  PT.TUN  Makasar  

dalam  perkara  tersebut  hal .8 - 9  Jo.  Putusan  Hakim  Tunggal  
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dalam Perkara  Nomor:  58/G/2010 /PTUN.JPR tanggal  27  Januar i  

2011) ;

B.  GUGATAN PARA PENGGUGAT A QUO KABUR  ATAU TIDAK TERANG 

(EXCEPTIO OBSCUUR LIBELI ) .

Adapun  dasar  dan  alasan  hukum Tergugat  mengajukan  ekseps i  

in i  mengacu pada fak ta - fak ta  hukum,  sebaga i  ber i ku t :

1. Alasan Gugatan a quo Tidak  Jelas  .

Bahwa  apab i l a  Tergugat  mengut ip  alasan  gugatan  Para  

Penggugat  a  quo  halaman  3  ( t i ga )  yang  mendal i l k an :  ”Bahwa  

Keputusan  Tergugat  a  quo  adalah  sangat  merug ikan  bag i  Para  

Penggugat ,  karena  bertentangan  dengan  Peraturan  Perundang-

undangan  dan  te lah  dike luarkan  secara  sewenang- wenang 

seh ingga  Para  Penggugat  berkepen t i ngan  untuk  mengajukan  

Gugatan  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  in i  sesuai  dengan  

ketentuan  Pasal  53  ayat  (2 )  huruf  a  dan b UU No.  5  tahun  

1986 Jo.  UU No.  9 Tahun 2004 ” ;

Yang per l u  digar i s  bawahi  da lam Alasan  Gugatan  a quo  ada lah  

sebaga i  ber i ku t :

Keputusan  Tergugat  a quo :

1.1 . bertentangan  dengan  Peraturan  Perundang- undangan   dan 

te lah  dike luarkan  secara  sewenang- wenang;

1.2 .  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  53  ayat  (2 )  huruf  a   

dan  b  UU No.  5  tahun  1986  Jo.  UU No.  9  Tahun  2004 ;

Bahwa,  te rnya ta  Para  Penggugat  te l ah  menyimpulkan  

bahwasanya  Keputusan  a  quo  ber ten tangan  dengan  Pera tu ran  

Perundang- undangan  ”DAN” sewenang- wenangnya  Tergugat  a 

quo.  Bahwa  penggunaan  kata  ”DAN” d is i n i  d ia r t i k an  

Keputusan  a  quo  ber ten tangan  dengan  kedua  ha l  te rsebu t ;

Halaman  17  da r i  105
PUTUSAN No.  24 /G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selan ju t nya ,  apab i l a  Tergugat  mel iha t  dan  membaca  secara  

seksama dan  te l i t i  i s i  dar i  ketentuan  Pasal  53  ayat  (2 )  

huruf  a dan b UU No.  5 tahun 1986  Jo.  UU No.  9 Tahun 2004  

yang  te rakh i r  d i rubah  dengan  Undang- Undang No.  51  Tahun 

2009  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang Nomor  5  

Tahun  1986  Tentang  Peradi l an  Tata  Usaha  Negara ,  te l ah  

te rnya ta  keten tuan  Pasal  53  huru f  a  dan  b  te lah  te r j ad i  

perubahan  sebaga imana  d i t egaskan  pada  Nomor:   35,  

d isebu tkan  sebaga i  ber i ku t :

Keten tuan  Pasal  53  diubah  seh ingga  berbuny i  sebaga i  

ber i ku t :

1) Orang  atau  badan  hukum  perda ta  . . . . . . . . . . d s t n ya ;

2) Alasan- alasan  yang  dapat  d igunakan  dalam  gugatan  

sebaga imana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1 )  ada lah :

a. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  i t u  

bertentangan  dengan  Peraturan  Perundang- undangan  

yang  ber laku ;

b. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  i t u  

bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan  yang  

baik ;

Dar i  ura ian  fak ta - fak ta  hukum  te rsebu t  d ia tas ,  maka 

te rgambar  secara  hukum,  te l ah  te rnya ta  Para  Penggugat  

da lam  Gugatan  a  quo,  t i dak  secara  cermat  dan  te l i t i :

a. Mengut ip  secara  benar  alasan- alasan  Gugatan  menuru t  

undang- undang  yang  ber laku  dalam  perkara  in i ;
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b. Para  Penggugat  te l ah  te rnya ta  menggunakan  Pasa l  53  

huru f  b  UU No.  5  tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara ,  yang sudah digant i  atau  direv is i  da lam 

UU No.  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  Atas  UU No.  5  

Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  

mana yang  te rakh i r  te lah  d i rubah  dengan  Undang- Undang 

No.  51 Tahun 2009 tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradi lan  Tata  Usaha  

Negara . ;

2. Antara  Posi ta  dan  Pet i tum  Gugatan  a  quo  berto lak   

belakang ;

2.1 . Bahwa  konsekuens i  hukum te rhadap  Angka  Romawi  I I I  

ten tang  alasan  gugatan  a  quo  ha laman  3  ( t i ga ) ,  maka 

”seharusnya”  Para  Penggugat  da lam  ura ian  harus  

di l akukan  secara  cermat ,  je l as  dan  te l i t i  d ida lam  

Pos i ta  Gugatan  dalam  ha l  menguj i  obyek  gugatan  in  

l i t i s  adalah  bertentangan  dengan Peraturan  Perundang-

undangan dan te lah  dike luarkan  secara  sewenang- wenang,  

ter l epas  persoalan  hukum alasan- alasan  hukum Pasal  53  

huruf  b  te lah  digant i  atau  direv is i  atau  dengan  

perka taan  la i n ,  ter l epas  persoalan  hukum keten tuan  

Pasal  53 Ayat  (2 )  UU No.  5 tahun  1986 yang  menyebutkan  

3  ( t i ga )  a lasan- alasan  Gugatan ,  yang  mana  te lah  

digan t i  atau  di rev i s i  menjad i  2  (dua)  alasan- a lasan  

Gugatan  te rhadap  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  da lam UU 

No.  9  Tahun  2004  Jo.  UU  No.  51  Tahun  2009;

Ar t i nya  dalam perkara  a quo,  seharusnya  Para  Penggugat  

mengungkapkan  secara  fak ta - fak ta  pe langgaran  hukum dan  

mengura ikan  secara  cermat ,  je l as  dan te rpe r i n c i  bag ian  

mana dalam  obyek  gugatan  adalah   bertentangan  dengan  

PASAL-PASAL dar i  Peraturan  Perundang- undangan,  baik  

bers i fa t  prosedur / fo rmal  atau  mater i i l / s ubs tans ia l  dan 
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oleh  karena  i tu  te lah  dike luarkan  secara  sewenang-

wenang;

2.2 . I ron i snya ,  Para  Penggugat  da lam Pos i ta  Gugatan   po in  1  

(sa tu )  sampai  dengan  poin  10  (sepu luh ) ,  t idak  ada satu  

pun dal i l  Para  Penggugat  a  quo  yang  secara  te rpe r i n c i ,  

je l as  dan  tegas  mengura i kan  dan  melakukan  PENGUJIAN 

te rhadap   ketentuan  Pasal  53 ayat  (2 )  huruf  a dan b UU 

No.  5 tahun  1986  Jo.  UU No.  9 Tahun 2004  Jo UU No.  51  

Tahun  2009   te rhadap  obyek  gugatan  berka i t an  dengan  

fak ta - fak ta  pe langgaran  hukum.  Akan te tap i ,  pada  bagian  

Pet i t um  Gugatan  Para  Penggugat  a  quo  langsung,  

menuntu t :

point  2  (dua) :  ”Menyatakan  Bata l  atau  t i dak  sah  

Keputusan  Tata  Usaha  Usaha  Negara  Nomor:  17/Kpts /KPU-

Kab.Tmb- 033.680764 /2011  ten tang  Penetapan  Pasangan  

Calon  yang  memenuhi  Persyara tan  Sebagai  Peser ta  

Pemi l i han  Umum Kepala  Umum Daerah  dan  Waki l  Kepala  

daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011”  ;

Point  3  ( t iga ) :  ”Memer in tahkan  Terguga t  untuk  mencabut  

Keputusan  Tata  Usaha  Usaha  Negara  Nomor:  17/Kpts /KPU-

Kab.Tmb- 033.680764 /2011  ten tang  Penetapan  Pasangan  

Calon  yang  memenuhi  Persyara tan  Sebagai  Peser ta  

Pemi l i han  Umum Kepala  Umum Daerah  dan  Waki l  Kepala  

daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011  dan  se lan ju t nya  

memer in tahkan  Tergugat  menerb i t kan  Keputusan  yang  

menetapkan  Penggugat  sebaga i  sa lah  satu  Pasangan  Calon  

yang  memenuhi  Persyara tan  Pemi l i han  Umum Kepala  daerah  

Kabupaten  Tambrauw  tahun  2011” ;

3. Antara  Ident i t as  Para  Penggugat  dengan Posi ta  Gugatan  a   

quo  Sal ing  Pertentangan ;

Bahwa iden t i t a s  Para  Penggugat  pada  bagian  awal  gugatan  a 
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quo  te l ah  disebu tkan  secara  benar ,  ya i t u :  Gerzon  Ji tmau,  

SH,  MM dan  Anton  Ti t i t ,  S.Pd ,  yang  da lam  hal  in i  

member ikan  Sura t  Kuasa  Khusus  bermate re i  cukup  te r t angga l  

4  Mei  2011  kepada:  DR.  Muchta r  Pakpahan,  SH,  MA.,  

Hotmara ja  B.  Nainggo lan ,  SH. ,  James  Simanjun tak ,  SH. ,  

Budiyono ,  SH. ,  Yohannes  Dar tha  Pakpahan,  SH. ,  Sabinus  Moa,  

SH. ,  Advokat  dar i  Law  Off i ce  Muchta r  Pakpahan  & 

Assoc ia tes ,  berkedudukan  di  Ja lan  Tanah  Tingg i  I I  No.  44  

B,  Johar  Baru ,  Jakar t a  Pusat ,  untuk  se lan ju t nya  disebu t  

sebaga i :  PARA PENGGUGAT;

Akan  te tap i ,  apab i l a  Tergugat  ”mengut ip  poin  1  (satu )  

Posi ta  Gugatan  a  quo”,  yang  mendal i l k an :  ”Bahwa  Para  

Penggugat  adalah  Calon  Bupat i  Kabupaten  Tambrauw  yang  

berpasangan  dengan  Calon  Waki l  Bupat i  Sdr.  Anton  Ti t i t ,  

S.Pd” ;

Bahwa anta ra  Iden t i t a s  Para  Penggugat  dan  Poin t  1  (sa tu )  

Pos i ta  Gugatan  a  quo,  maka  tergambar  secara  hukum,  

bahwasanya :

a. Ternya ta  nama Calon  Waki l  Bupat i  Sdr.  Anton Ti t i t ,  S.Pd 

yang  dimaksudkan  dalam  Posi t a  po in  1  (sa tu )  adalah  

berbeda  dengan  Anton Ti t i t ,  S.Pd yang  dimaksudkan  dalam 

Iden t i t a s  Para  Penggugat ;

b. Bahwa Para  Penggugat  yang  terd i r i  dar i  2  (dua)  orang 

ya i t u  Calon  Bupat i  Kabupaten  Tambrauw yang berpasangan  

dengan  Calon  Waki l  Bupat i  Sdr.  Anton  Ti t i t ,  S.Pd ; ;

c. Dalam  perkara  a  quo  te rdapa t  2  (dua)  Calon  Kepala  

Daerah  dan  1  (sa tu )  Calon  Waki l  Kepala  Daerah;

  Dengan  demik ian ,  te rbuk t i  secara  hukum gugatan  Para  

Penggugat  a  quo  ada lah  sa l i ng  per ten tangan  antara  
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Ident i t as  Para  Penggugat  dengan  Posi ta  Gugatan  yang  

jun t r ungnya  Gugatan  a  quo  semakin  t i dak  je l as ;

4. Surat  Kuasa  Khusus  Para  Penggugat  a  quo t idak  je las  ;

Bahwa  tangga l  pembuatan  Surat  Gugatan  a  quo  ter tu l i s  

tanggal  6 Mei  2011  karena  mengacu  pada  Surat  Kuasa Khusus  

tanggal  4  Mei  2011 ,  yang  lengkapnya  seper t i  yang  te r t u l i s  

d ida lam  Gugatan  a  quo  pada  halaman  1  (sa tu ) :

Yang  dalam  hal  in i  member ikan  Surat  Kuasa  Khusus 

bermatere i  cukup ter tanggal  4 Mei  2011  kepada:  DR.  Muchtar  

Pakpahan,  SH,  MA.,  Hotmara ja  B.  Nainggo lan ,  SH. ,  James  

Simanjun tak ,  SH. ,  Budiyono ,  SH. ,  Yohannes  Dar tha  Pakpahan,  

SH. ,  Sabinus  Moa,  SH. ,  Advokat  dar i  Law  Of f i ce  Muchtar  

Pakpahan  & Assoc ia tes ,  berkedudukan  di  Ja lan  Tanah  Tingg i  

I I  No.  44  B,  Johar  Baru ,  Jakar ta  Pusat ,  untuk  se lan ju t nya  

disebu t  sebaga i :  PARA  PENGGUGAT;

Akan  te tap i ,  pada  pers idangan  per tama,  pada  har i  Senin  

tanggal  23  Mei  2011  d i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura ,  te l ah  te rnya ta  Sura t  Kuasa  Khusus  yang  

dise rahkan  oleh  Para  Penggugat  a  quo  mela lu i  Kuasanya  

te r t u l i s :  ”Jakar ta ,  09  Mei  2011” ;

Oleh  karena  i t u ,  secara  hukum te lah  te rbuk t i  bahwasanya  

Gugatan  Para  Penggugat  a  quo  mela lu i  Kuasanya  sebe lumnya  

”mendahulu i”  mendaf ta r kan  gugatan  a  quo  di  Kepani t e r aan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  ”tanpa  ada  Surat  

Kuasa  Khusus  tanggal  4  Mei  2011”  atau  set i dak - t i daknya  

dalam  perkara  in i  ”terdapat  perbedaan”   anta ra  ”Surat  

Kuasa  Khusus ter tanggal  09  Mei  2011”  yang  dise rahkan  dan  

dipe r l i h a t k an  pada  Pers idangan  yang  te rbuka  untuk  umum 

pada  har i  Senin ,  tangga l  23  Mei  2011  ” dengan  apa  yang  

disebutkan  dalam gugatan  a  quo” .  Dengan  demik ian ,  secara  

hukum  pula  sesua i  fak ta  hukum  pers idangan ,  terbukt i  
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Gugatan  Para  Penggugat  a  quo  t idak  sah  terdaf ta r  di  

Kepani te raan  Pengadi lan  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  dan  

dis idangkan  oleh  Hakim  Tunggal  a  quo;

 

Bahwa,  ber t i t i k  to l ak  dar i  sega la  ura ian  DASAR dan  ALASAN 

HUKUM yang  kebenarannya  t i dak  dapat  d isangka l  lag i ,  apa lag i  

d idukung  dengan  ala t  bukt i  authen t i k ,  maka  mohon  k i ranya  

Bapak  Hakim Tungga l  yang  memer iksa  dan mengadi l i  perka ra  in i  

menyatakan  bahwa  gugatan  Para  Penggugat  a  quo  dinyatakan  

t idak  dapat  di te r ima  (Nie t  Onvakel i j ke  Verklaard ) ;

 

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa  yang  dinya takan  dalam DASAR dan  ALASAN HUKUM 

Ekseps i  Tergugat  te r sebu t  d ia tas  mohon  secara  mutat is  

mutandis  d ianggap  bag ian  yang  tak  te rp i sahkan  da lam 

dal i l - da l i l  pokok  perkara  dibawah  in i ;

2. Bahwa  benar ,  Tergugat  te l ah  mengeluarkan  Sura t  

Keputusan ,  Nomor:  17/Kpts /KPU- Kab.Tmb- 033.680764/2011  

tanggal  02  Mei  2011  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  

Yang  Memenuhi  Persyaratan  Sebagai  Peserta  Pemil ihan  

Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Tambrauw Tahun  2011  berdasarkan  Pera tu ran  Perundang-

undangan  yang  ber laku  berka i t an  dengan  Penye lenggaraan  

Pemi l i han  Umum sebaga imana  yang  disebu tkan  dida lam  

Keputusan  a  quo  pada  Bagian  ”menimbang”,  ”mengingat”  

dan  ”memperhat ikan” ,  o leh  karena  i t u  Terguga t  

menyangka l  da l i l - da l i l  gugatan  yang  dikemukan  o leh  

Para  Penggugat  a  quo,  kecua l i  apa  yang  d iaku i  secara  

tegas  oleh  Tergugat ;

3. Bahwa  Terguga t  ada lah  Penye lenggara  Pemi l i han  Umum 
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Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Tambrauw  tahun  2011,  dan  o leh  karena  i t u  dida lam  

”merencanakan   dan  melaksanakan”  Penye lenggaraan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Tambrauw  tahun  2011,  anta ra  la i nnya  meru juk  

pada:  

3.1 . Undang- Undang  Nomor:  22  Tahun  2007  Tentang  

Penye lenggara  Pemi l i han  Umum (Lembaran  Negara  RI  Tahun  

2007  Nomor:  59,  Tambahan  Lembaran  Negara  RI ,  Nomor:  

4721) :

a. Pasal  8  ayat  (3 )  huruf  a,  menegaskan :  ”Tugas  dan 

Wewenang  KPU dalam  penyelenggaraan  Pemilu  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  meliput i :

”Menyusun  dan  menetapkan  pedoman  ta ta  cara  

penye lenggaraan  sesua i  dengan  TAHAPAN yang  dia tu r  

da lam  pera tu ran  perundang- undangan” ;

b. Pasal  8  ayat  (4 )  huruf  a,  menegaskan:  ”KPU dalam 

Pemi lu  Anggota  DPRD,  DPD,  dan  DPRD,  Pemi lu  Pres iden  

dan  Waki l  Pres iden ,  dan  Pemilu  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  berkewaj iban :  ” MELAKSANAKAN 

semua  TAHAPAN Penye lenggaraan  Pemi lu  SECARA TEPAT 

WAKTU” ;

3.2 .  Pera tu ran  KPU Nomor:  09  Tahun  2010  ten tang  Pedoman 

Penyusunan  Tahapan,  Program,  dan  Jadwal  

Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah;

Oleh  karena  i t u ,  Tergugat  te lah  menyusun,  merencanakan  dan 

menuangkan da lam  Sura t  Keputusan  KPU Kabupaten  Tambrauw,  

Nomor:  15/Kpts /KPU- TMB-033.680764/2011  tanggal  11  Apri l  
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2011  ten tang  Perubahan  Atas  Keputusan  KPU  Kabupaten  

Tambrauw,  Nomor:  13/Kpts /KPU- TMB-033.680764/2011  tentang  

Tahapan,  Program,  dan  Jadwal  Penyelenggaraan  Pemil ihan  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw 

Tahun  2011 ;

Dengan  demik ian ,  konsekuens i  hukumnya  adalah  set i ap  

perubahan  atau  penundaan  te rhadap  Tahapan,  Program,  dan 

Jadwal  Penyelenggaraan  Pemil ihan  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw Tahun 2011 ,  maka Tergugat  

harus  mengadakan  Rapat  Pleno  untuk  membicarakan  perubahan  

atas  Sura t  Keputusan  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

15/Kpts /KPU- TMB-033.680764/2011  tanggal  11 Apri l  2011  yang  

merupakan  ru jukan  hukum didalam  pelaksanaan 

penyelenggaraan  Pemilukada  Kabupaten  Tambrauw Tahun 2011 ;

4. Bahwa  Sura t  Keputusan  a  quo  ada lah  bagian  dar i  

perencanaan  dan  pelaksanaan  dar i  TAHAPAN Pemilukada  

Kabupaten  Tambrauw Tahun 2011  yang  te rdapa t  da lam Sura t  

Keputusan  KPU Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  15/Kpts /KPU-

TMB-033.680764/2011  tanggal  11 Apri l  2011.

Bahwa sesua i  Tahapan  dan  Jadwal  selanju tnya  sete lah  Surat  

Keputusan  a  quo  dike luarkan    Tergugat   sebaga imana  yang  

te rmuat  secara  te rpe r i n c i  d ida lam  Sura t  Keputusan  KPU 

Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  15/Kpts /KPU- TMB-033.680764/2011  

tanggal  11  Apri l  2011,  maka  Tergugat  te lah  menyurat i  

ket i ga  Pasangan  Bakal  Calon  yang  memenuhi  syara t  sebaga i  

Peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Tambrauw  tahun  2011  dan  berbaga i  p ihak  

yang  berkepn t i ngan  dida lam  Pemi lukada  Kabupaten  Tambrauw 

tahun  2011,  yakn i  untuk  melakukan  ”TAHAPAN Pencabutan  dan 

Penetapan  Nomor  Urut  Pasangan  Calon”  pada  har i  Kamis ,  

tangga l  5  Mei  2011,  dan  leb ih  lan ju t  Tergugat  tuangkan  

dalam  bentuk :
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a. Beri ta  Acara  Rapat  Pleno  KPU Kabupaten  Tambrauw ten tang  

Pencabutan  dan Penetapan  Nomor  Urut  Pasangan  Calon  yang  

memenuhi  persya ra tan  sebaga i  Calon  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011,  

Nomor:  18/BA/V/2011  tanggal  5  Mei  2011 ;

b. Surat  Keputusan ,  Nomor:  19/Kpts /KPU- Tmb-033.680764 /2011  

tanggal  5  Mei  2011  ten tang  Penetapan  Nomor  Urut  

Pasangan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Dalam  Pemi lu  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Tambrauw  Tahun  2011;

Adapun  has i l  pengund ian  nomor  uru t  yang  dihad i r i  dan  

di l akukan  send i r i  masing- masing  pasangan  ca lon  dalam Rapat  

Pleno  Terbuka ,  ya i t u :

NAMA PASANGAN CALON KETERANGAN NOMOR URUT

PASANGAN CALON

JIMMY DEMIANUS IJ IE ,  
SH

DAN

REGINA YEKWAN, S.Pd,  
M.Si

Calon  Kepala  
Daerah

Calon  Waki l  
Kepala  Daerah

1

(Satu )

Drs .  MENASE PAA,  M.Si

DAN

PASKALIS BARU, S.Pd

Calon  Kepala  
Daerah

Calon  Waki l  
Kepala  Daerah

2

(Dua)

GABRIEL ASSEM, SE,  
M.Si

DAN

YOHANIS YEMBRA, S.Sos

Calon  Kepala  
Daerah

Calon  Waki l  
Kepala  Daerah

3

(T iga )
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5. Bahwa  menginga t  da lam  perkara  a  quo,  te lah  te rnya ta  

Hakim  Tungga l  t idak  menerbi tkan  Surat  Penetapan  

Penundaan  te rhadap  Sura t  Keputusan  KPU  Kabupaten  

Tambrauw,  Nomor:  15/Kpts /KPU- TMB-033.680764/2011  

tanggal  11  Apri l  2011 ,  maka  Tergugat  sebaga i  

Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011  dida lam  

pelaksanaan  set iap  tahapan  se lan ju tn ya  te tap  merujuk  

pada  Sura t  Keputusan  dimaksud  dan  bukan  merujuk  pada  

Surat  Keputusan  a  quo;

6. Bahwa  sehubungan  dengan  da l i l  Gugatan  Para  Penggugat  

po in  1  (sa tu )  ada lah  benar  sesua i  fak ta  hukum dalam 

Gugatan  a  quo  yang  merupakan  pengakuan  dar i  Para  

Penggugat .  Sedangkan  Dal i l  Gugatan  Poin  2  (dua)  ada lah  

benar  yang  diku t i p  Para  Penggugat  a  quo  karena  syara t  

pero lehan  sekurang- kurangnya  15% ( l ima  belas  persen)  

dar i  jumlah  Kurs i  DPRD Kabupaten  Tambrauw  atau  15% 

( l ima  belas  persen)  dar i  akumulas i  pero lehan  suara  sah  

dalam  pemi l i han  umum anggota  DPRD Kabupaten  Tambrauw 

tahun  2009,  yang  harus  dipenuh i  untuk  lo l os  sebaga i  

peser ta  Pemi lukada  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011;

7. Bahwa sehubungan  dengan  da l i l  Gugatan  Para  Penggugat  a 

quo  poin  3 s/d  6,  maka Tergugat  akan  menje laskan  duduk  

persoa lan  hukum  agar  masalahnya  menjad i  te rang  dan  

je l as ,  sebaga i  ber i ku t :

7.1 . Bahwa dalam  proses  pendaf ta ran  pasangan  baka l  ca lon  

Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011,  te rnya ta  dar i  

DPP Parta i  Buruh yang sama (Ketua  Umum dan Sekertar i s  

Jendera l )  melakukan  pengusung  terhadap  3  ( t iga )  

Pasangan Calon  yang berbeda  dan  i ron i s  lag i   Pengurus  

DPC Parta i  Buruh Kabupaten  Tambrauw yang berbeda  pula  
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yang  menanda  tangani  formul i r  Model  B,  B1  dan  B2-

KWK.KPU  PARTAI  POLITIK ,  sebaga imana  Terguga t  te l ah  

ura i kan  secara  te rpe r i n c i  da lam  bentuk  matr i k s  pada  

Ekseps i  Huru f  A  ada lah  merupakan  bag ian  tak  

te rp i sahkan  dalam  jawaban  pokok  perkara  in i ;

7.2 . Bahwa  Surat  Keputusan  DPP  parta i  Buruh,  Nomor:  

116A/S- KEP/DPP- PARTAI  BURUH/XI /2010  yang  di tu j ukan  

kepada  Para  Penggugat  a  quo,  bukan  ter tanggal  15  

November  2011  sebaga imana  yang  dimaksud  dal i l  po in  3 

gar i s  data r  2 (dua)  Gugatan  Para  Penggugat  a quo,  akan  

te tap i  ter tanggal  15  November  2010 ;

7.3 . Bahwa  nama-nama Pengurus  DPC Parta i  Buruh  Kabupaten  

Tambrauw sebaga imana  yang  te rdapa t  pada  masing- masing  

kolom dar i  Pasangan  Bakal  Calon  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  tahun  2011  

sebaga imana  Terguga t  te l ah  ura i kan  secara  te rpe r i n c i  

da lam  bentuk  matr i k s  pada  Ekseps i  Huru f  A  ada lah  

merupakan  bagian  tak  te rp i sahkan  dalam  jawaban  pokok  

perkara  in i ,   masing- masing  te lah  menanda  tangan i :

a. FORMULIR MODEL B- KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  YAITU:  SURAT 

PENCALONAN;

b. FORMULIR  MODEL B1- KWK.KPU  PARTAI  POLITIK ,  YAITU:  

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI  

POLITIK  PESERTA  PEMILU  DALAM PENCALONAN PASANGAN 

CALON  KEPALA  DAERAH  DAN  WAKIL  KEPALA  DAERAH;

c. FORMULIR  MODEL B2- KWK,KPU  PARTAI  POLITIK ,  YAITU:  

SURAT PERNYATAAN PARTAI  POLITIK  DAN/ATAU GABUNGAN 

PARTAI  POLITIK  TIDAK  AKAN MENARIK  PENCALONAN ATAS 

PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH;
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Bahwa   Formul i r  Model  B,  B1  dan  B2- KWK.KPU PARTAI  

POLITIK  te rsebu t  d ia tas  ada lah  bagian  dar i  persyaratan  

Penca lonan  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  dar i  

Pengusung  Par ta i  Pol i t i k  dan/a tau  gabungan  Par ta i  

Pol i t i k  yang  harus  di lengkapi  o leh  set i ap  Pasangan  

Baka l  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Tambrauw  tahun  2011;

7.4 . Bahwa  benar  Tergugat  pernah  mengeluarkan  Sura t  

Keputusan ,  Nomor:  11/Kpts /KPU- Kab.033 .680764 /2011  

tangga l  3  Maret  2011  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  

Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  Peser ta  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Tambrauw Tahun  2011,  yang  note  bene  Para  Penggugat  a  

quo  dinya takan  lo l os  bersama 4 (empat )  Pasangan  Calon  

la i nnya  dar i  7  ( tu j uh )  Pasangan  Calon  yang  

mendaf ta r kan  di  Terguga t ;

7.5 . Bahwa  benar  pasca  dike lua rkannya  Sura t  Keputusan  

Tergugat ,  Nomor:  11/Kpts /KPU- Kab.033 .680764 /2011  

tangga l  3  Maret  2011,  te rnya ta  te rdapa t  kebera tan -

kebera tan  yang  dia j ukan  oleh  Pasangan  Baka l  Calon  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Tambrauw  tahun  2011  te rhadap  Keputusan  te rsebu t ,  

te rmasuk  Para  Penggugat  a  quo  tu ru t  juga  mengajukan  

kebera tan ;

7.6 . Bahwa  benar  khususnya  Par ta i  Buruh  sesua i  Sura t  

Keputusan ,  Nomor:  11/Kpts /KPU- Kab.033 .680764 /2011  

tangga l  3  Maret  2011,  d inya takan  sebaga i  Par ta i  

Pengusung  Pasangan  Baka l  Calon  Kepala  Daerah  dan Waki l  

Kepala  Daerah  atas  nama:  Pet rus  Y.  Panga l i l a  dan  Drs .  

Er i ck  Mayor ,  M.Si . ,  dengan  per t imbangan  hukum  ”pada  

saat  i tu”  ada lah  Surat  dukungan  terakhi r  dan  serta  

terdapat  penegasan  lega l i t as  dukungan  Rekomendasi  
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Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw dar i  DPP Parta i  Buruh 

di t u j u kan  kepada  Pasangan  Baka l  Calon  Kepala  Daerah  

dan Waki l  Kepala  Daerah  atas  nama:  Pet rus  Y.  Pangal i l a  

dan  Drs .  Er ick  Mayor ,  M.Si ,  berupa :

a. Surat  Keputusan  DPP Parta i  Buruh,  Nomor:  134  A/S-

Kep/DPP- PARTAI  BURUH/I I / 2011  tanggal  2 Februar i  2011  

ten tang  Penetapan  Saudara  Pet rus  P.  Yembra  sebaga i  

Calon  Bupat i  Kabupaten  Tambrauw  dan  Saudara  Drs .  

Er ick  Mayor ,  M.Si  sebaga i  Calon  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Tambrauw Prov ins i  Papua  Bara t  dar i  Par ta i  

Buruh ;
 

Yang  mana dida lam  Surat  Keputusan  DPP Parta i  Buruh,  

Nomor:  134  A/S- Kep/DPP- PARTAI  BURUH/I I / 2011  tanggal  

2 Februar i  2011  te lah  ”membatalkan”  Surat  Keputusan,  

Nomor:  116A/S- KEP/DPP- PARTAI  BURUH/XI /2010  tanggal  

15  November  2010  in  casu  Para  Penggugat  a  quo,  

sebagaimana  yang  di tegaskan  dalam  angka  5  dan  6  

Surat  Keputusan  tersebut ,  ya i t u :

Angka 5 : ”Dengan  dike lua rkannya  Sura t  Keputusan  

in i  membatalkan  dan  mencabut  Surat  

keputusan  sebelumnya t idak  ber laku  lagi ” ;

Angka 6 :  ”Keputusan  in i  ber laku  se jak  tangga l  

d i te t apkan  dan  bers i f a t  mengika t ” ;

b. Surat  DPP  Parta i  Buruh,  Nomor:  AB. I I I . 2 18A/DPP 

PARTAI  BURUH/I I / 2011  tanggal  19  Februar i  2011 ,  

Per iha l :  Penegasan  ten tang  Lega l i t a s  Rekomendas i  

Kepala  Daerah  Daerah  Kabupaten  Tambrauw,  di tu j u kan  
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kepada  KPU Kabupaten  Tambrauw  Prov ins i  Papua  Bara t  

untuk  menjawab  Sura t  dar i  KPU Kabupaten  Tambrauw 

nomor :  270/13 /KPU- TMB/I I / 2011  tangga l  14  Februar i  

2011  yang  menegaskan  bahwa Pet rus  P.  Yembra  sebaga i  

Calon  Bupat i  Kabupaten  Tambrauw  dan  Drs .  Er i ck  

Mayor ,  M.Si  sebaga i  Calon  Waki l  Bupat i  Kabupaten  

Tambrauw  Prov ins i  Papua  Bara t  dengan  nomor  Surat  

Penetapan,  Nomor:   135/Skep/DPP- PARTAI  BURUH 

/ I I / 2 010  ter tanggal  07 Februar i  2011  oleh  DPP Parta i  

Buruh  adalah  benar ;

Yang  mana  dida lam  Surat  Keputusan,  Nomor:  

135/Skep/DPP- PARTAI  BURUH / I I / 2 010  ter tanggal  07 

Februar i  2011  te l ah  “ ”membatalkan  atau  membekukan” 

kompos is i  susunan  Pengurus  DPC Par ta i  Buruh  Kabupaten  

Tambrauw  yang  mendukung  dan/a tau  mengusung  Para  

Penggugat  a  quo  dan  serta  mengangkat  komposis i  

Pengurus  yang  baru  DPC  Par ta i  Buruh  Kabupaten  

Tambrauw“ ,  yang  secara  tegas  d isebu tkan  pada:

Pasal  1:  MENCABUT sura t  keputusan  te rdahu lu  dengan  

nomor:  120A/S- KEP/DPP- PARTAI  BURUH/XI /2010  

ten tang  Susunan  Kepengurusan  DPC Par ta i  Buruh  

Kabupaten  Tambrauw  dan  MENETAPKAN sura t  

keputusan  baru  DPC  Par ta i  Buruh  Kabupaten  

Tambrauw  Prov ins i  Papua  Bara t ;

Pasal  2:    Dengan  in i  DPP Par ta i  Buruh  menunjuk  dan  

mengangkat  susunan  kepengurusan  DPC  Par ta i  

Buruh  Kabupaten  Tambrauw Prov ins i  Papua  Bara t  

yang  berkedudukan  di  Kabupaten  Tambrauw 

Prov ins i  Papua  Bara t  sebaga i  ber i ku t :
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Dengan Pengurus  Hariannya:  Ketua:  Jon ias  Ti tus  

Ohoiner  dan   Sekretar i s :  Maike l  Mayor ;

c. Dalam Formul i r  Model  B,  B1,  B2.  KWK.KPU PARPOL,  yang  

di tanda  tangan i  o leh  DPC Par ta i  Buruh  Kabupaten  

Tambrauw yang  diaku i  kepengurusan  yang  sah  oleh  DPP 

Buruh ,  ya i t u :  Ketua:  Jonias  Ti tus  Ohoiner  dan 

Sekretar i s :  Maikel  Mayor ;

7.7 . Untuk  Para  Penggugat  a  quo  ketahu i ,  bahwasanya  

alasan- a lasan  kebera tan  yang  d ia j ukan  oleh  Pasangan  

Baka l  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Tambrauw Tahun  2011  la i nnya  di l ua r  dar i  Para  

Penggugat  a  quo,  ya i t u :  KEBERATAN  te rhadap  Para  

Penggugat  yang  t idak  memenuhi  syarat  15% ( l ima  belas  

persen)  dar i  akumulasi  perolehan  suara  sah  dalam 

pemil ihan  umum anggota  DPRD Kabupaten  Tambrauw tahun  

2009  sebagai  persyaratan  bakal  calon  Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  dalam  Pemilukada  Kabupaten  

Tambrauw Tahun 2011 ,  akan  te tap i  o leh  Tergugat  send i r i  

menyatakan  Para  Penggugat  lo l os  ver i f i k a s i  dan  

dinya takan  sebaga i  Peser ta  Pemi lukada  Kabupaten  

Tambrauw  Tahun  2011  sebaga imana  yang  te r t uang  Sura t  

Keputusan ,  Nomor:  11/Kpts /KPU- Kab.033 .680764 /2011  

tangga l  3  Maret  2011;

Bahwa  sesua i  dengan  Sura t  Keputusan ,  Nomor:  

11/Kpts /KPU- Kab.033 .680764 /2011  tangga l  3  Maret  2011,  

te rnya ta  Par ta i  Pol i t i k  dan/a tau  Gabungan  Par ta i  

Pol i t i k  Pengusung Para  Penggugat  a quo ada lah :  PARTAI  

DEMOKRAT,  PARTAI  HANURA,  PARTAI  GERINDRA dan  PARTAI  

NASIONAL  BENTENG  KERAKYATAN  INDONESIA;

Namun,  apabi l a  dih i t ung  kembal i  syarat  15% ( l ima  belas  

persen)  dar i  akumulasi  perolehan  suara  sah  sebagai  

persyaratan  bakal  calon  Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  
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Daerah  dalam Pemilukada  Kabupaten  Tambrauw Tahun 2011  

sesua i  PENGHITUNGAN SUARA SAH DAN PENETAPAN PEROLEHAN 

KURSI  PARTAI  POLITIK  PESERTA PEMILU  ANGGOTA DPRD 

KABUPATEN TAMBRAUW DALAM PEMILIHAN  UMUM TAHUN 2009 

(MODEL EB 1  DPRD KAB/KOTA) ,  maka  sesungguhnya  Para  

Penggugat  t idak  mencukupi  Dukungan Minimal  Suara  Sah,  

yang  dapat  d i r i n c i  sebaga i  ber i ku t :

a. Jumlah  Suara  Sah Selu ruh  Par ta i  Pol i t i k  Pemi lu  Tahun  

2009  di  Kabupaten  Tambrauw:   4.876  Suara  Sah;

b. Dukungan  Pero lehan  Suara  Sah 15% ( l ima  be las  persen)  

dar i  pero lehan  suara  DPRD Kabupaten  Tambrauw has i l  

Pemi lu  Tahun  2009  (sesuai  Model  EB 1 DPRD Kab/Kota)  

= 4.876  Suara  Sah X 15% ( l ima  belas  persen)  = 731,  4  

atau  sama dengan 731  Suara  Sah (Dukungan Minimal ) ;

c . Sedangkan  Par ta i  Pol i t i k  dan/a tau  Gabungan  Par ta i  

Pol i t i k  Pengusung Para  Penggugat  memi l i k i  suara  sah  

has i l  Pemi lu  Tahun  2009  sesua i  Sura t  Keputusan ,  

Nomor:  11/Kpts /KPU- Kab.033 .680764 /2011  tangga l  3 

Maret  2011,  dapat  d ih i t ung  sebaga i  ber i ku t :

NO PARTAI POLITIK SUARA SAH KETERANGAN

1. PARTAI  DEMOKRAT

(PD)

339 PEROLEHAN 2 
KURSI 

DI  DPRD 
KABUPATEN 
TAMBRAUW

2. PARTAI

 HATI  NURANI RAKYAT

8 TIDAK ADA 
PEROLEHAN 

KURSI DI  DPRD 
KABUPATEN 
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(PARTAI  HANURA) TAMBRAUW

3. PARTAI   

GERAKAN INDONESIA 
RAYA

(PARTAI  GERINDRA)

39 TIDAK ADA 
PEROLEHAN 

KURSI DI  DPRD 
KABUPATEN 
TAMBRAUW

4. PARTAI  NASIONAL 
BENTENG KERAKYATAN 

INDONESIA

(PNBKI)

35 TIDAK ADA 
PEROLEHAN 

KURSI DI  DPRD 
KABUPATEN 
TAMBRAUW

TOTAL SUARA SAH
411

Suara  Sah

TIDAK 
MENCUKUPI  
DUKUNGAN 

MINIMAL SUARA 
SAH, YAITU:  
731 SUARA.

7.8 . Bahwa  sebaga i  t i ndak  lan ju t  adanya  Keberatan  dar i  

berbagai  Pasangan Bakal  Calon  Kepala  Daerah  dan Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  tahun  2011 ,  maka 

Tergugat  bersama- sama KPU Kabupaten  Maybra t  mengadakan  

Rapat  Pleno  bersama  KPU Prov ins i  Papua  Bara t  dalam 

rangka  eva luas i  dan  pemer iksaan  Berkas  Calon  Bupat i  

dan  Calon  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Maybra t  dan Kabupaten  

Tambrauw  berdasarkan  Radiogram  KPU  Prov ins i  Papua  

Bara t  Nomor:  T- 282/08 /KPU- PB/ I I I / 2 011  tangga l  10 Maret  

2011;

Bahwa  te rnya ta  dar i  has i l  Evaluas i  dan  pemer iksaan  

Berkas  yang  ada  sesua i  dengan  Beri ta  Acara  Pleno,  

Nomor:  04/BA/KPU- PB/2011  tanggal  16  Maret  2011 ,  maka 

di temukan  fak ta  dan  data  yang  mendukung  untuk  

di t in j au /d icabut  Sura t  Keputusan  KPU Maybra t  dan  KPU 

Kabupaten  Tambrauw,  masing- masing  sebaga i  ber i ku t :

No. NOMOR SURAT KEPUTUSAN KABUPATEN

1. 12/KPU/2011 MAYBRAT
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2. 11/Kpts /KPU-
Kab.033 .680764 /2011

TAMBRAUW

7.9 . Bahwa  untuk  menindak  lan ju t i  Beri ta  Acara  Pleno,  

Nomor:  04/BA/KPU- PB/2011  tanggal  16 Maret  2011  ten tang  

Rapat  Pleno  Pemer iksaan  Berkas  Calon  Bupat i  dan  Waki l  

Bupat i  Maybra t  dan  Kabupaten  Tambrauw,  maka  Tergugat  

mengeluarkan :

a. Surat  Keputusan ,  Nomor:  14/Kpts /KPU- Kab.Tmb-

033.680764 /2011  tangga l  21  Maret  2011  ten tang  

Pencabutan  Dan/Atau  Pembata lan  Atas  Sura t  Keputusan  

KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  11/Kp ts /KPU-

Kab.033 .680764 /2011  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  

Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  Peser ta  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Tambrauw  Tahun  2011;

b. Pengumuman,  d i  Media  Massa  dan  Media  Elek t r o l i k ;

c . Pemberi tahuan ,  kepada  Pasangan  Baka l  Calon  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw,  

mela lu i  Sura t  Nomor:  270/19 /KPU- TMB/I I I / 2 011  tangga l  

21  Maret  2011;

7.10 . Bahwa se lan ju t nya  pula  Tergugat  melakukan  ver i f i k as i  

ulang  te rhadap  5 ( l ima)  Par ta i  Pol i t i k  yang  bermasa lah  

berkai tan  dengan  dukungan/pencalonan  ganda te rhadap  

Pasangan  Baka l  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Tambrauw  tahun  2011;

7.11 . Bahwa  Para  Penggugat  a  quo  te l ah  te rnya ta  pada 

tanggal  25  Maret  2011  te l ah  melakukan  perba ikan  dan 

penambahan  berkas  sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasal  39 

huruf  d Pera tu ran  KPU Nomor:  13  tahun  2010  ten tang  
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Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah ,  yang  

menegaskan :  ”Pasangan  Calon  melakukan  perbaikan  dan  

penambahan  kelengkapan  berkas  hanya  terhadap  berkas  

yang  dinyatakan  t idak  lengkap  dan  t idak  memenuhi  

syarat” ;

Bahwa Para  Penggugat  a  quo  dalam  melakukan  perba i kan  

dan  penambahan  berkas  pada  tangga l  25  Maret  2011,  

sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasal  39  huruf  d Pera tu ran  

KPU Nomor:  13  tahun  2010 ,  te rnya ta  te lah  menambah 

beberapa  Par ta i  Pol i t i k  dan/a tau  Gabungan  Par ta i  

Pol i t i k  da lam:

- FORMULIR  MODEL  B- KWK,KPU  PARTAI  POLITIK ,  

YAITU:  SURAT  PENCALONAN,  NOMOR:  SP-

007/Xe /KONAS-TMB/03.2011 . ;

- FORMULIR  MODEL B1- KWK,KPU  PARTAI  POLITIK ,  

YAITU:  SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA 

ANTAR PARTAI  POLITIK  PESERTA PEMILU  DALAM 

PENCALONAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN 

WAKIL  KEPALA  DAERAH;

- FORMULIR  MODEL B2- KWK,KPU  PARTAI  POLITIK ,  

YAITU:  SURAT  PERNYATAAN  PARTAI  POLITIK  

DAN/ATAU GABUNGAN PARTAI  POLITIK  TIDAK AKAN 

MENARIK  PENCALONAN  ATAS  PASANGAN  CALON 

KEPALA  DAERAH  DAN  WAKIL  KEPALA  DAERAH;

Sehingga  Par ta i  Pol t i k  dan/a tau  Gabungan  Par ta i  

Pol i t i k  Pengusung  Para  Penggugat  a  quo  sesuai  dengan  

yang  ter te ra   d ida lam  Formul i r  Model  B,  B1  dan  B2  -

KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  te rd i r i  dar i :  PARTAI  DEMOKRAT 

(PD) ,  PARTAI  BURUH,  PARTAI  HATI  NURANI  RAKYAT 

(HANURA),  PARTAI  NASIONAL BANTENG KEBANGSAAN INDONESIA 
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(PNBKI) ,  PARTAI  GERAKAN INDONESIA  RAYA  (GERINDRA),  

PARTAI  AMANAT NASIONAL  (PAN) ,  PARTAI  KEADILAN  DAN 

PERSATUAN  INDONESIA  (PKPI ) ,  PARTAI  BULAN  BINTANG 

(PBB) ,  PARTAI  DEMOKRASI  KEBANGSAAN  (PDK) ,  PARTAI  

MATAHARI  BANGSA (PMB) ,  PARTAI  KARYA PERJUANGAN (PKP) ,  

PARTAI  PERSATUAN DAERAH (PDP)  dan PARTAI  PEDULI  RAKYAT 

NASIONAL  (PPRN) ;

7.12 . Bahwa,  walaupun  Para  Penggugat  a  quo  te lah  

melakukan  perba i kan  dan  penambahan  berkas  dukungan  

Par ta i  Pol i t i k  dan/a tau  Gabungan  Par ta i  Pol i t i k ,  namun 

Tergugat  te tap  menyura t i  kepada  Para  Penggugat  mela lu i  

Surat  Nomor:  270/29 /KPU- TMB/IV /2011  tanggal  19  Apri l  

2011,  Per iha l :  Pemberi tahuan ,  dengan  maksud 

member i t ahukan  kepada  Para  Penggugat  bahwa  Parpo l  

dan/a tau  Gabungan  Parpo l  Pengusung  Para  Penggugat  a 

quo  t idak  memenuhi  syarat  15% ( l ima  belas  persen )  

akumulasi  suara  sah Parpol  dise luruh  Daerah  pemil ihan  

Anggota  DPRD  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2009 ,  

sebaga imana  dia tu r  da lam  Pasal  39  huruf  c Pera tu ran  

KPU Nomor:  13  tahun  2010  ten tang  Pedoman Tekn is  Tata  

Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  

Kepala  Daerah ,  yang  menegaskan:  ”KPU 

Provins i /Kabupaten/Kota  waj ib  memberi tahukan  secara  

ter tu l i s  kepada  pasangan  calon  mengenai  jen is  berkas  

yang  belum  lengkap  atau  t idak  memenuhi  syarat  dan  

alasannya”  ;

Adapun  alasan  hukum,  mengapa  Tergugat  menyura t i  Para  

Penggugat  a  quo  pada  saat  i t u ,  d ika renakan  Par ta i  

Buruh  belum  di l akukan  ver i f i k a s i  admin is t r a s i  dan  

fac tua l  u lang  te rhadap  DPP  Par ta i  Buruh;

8. Bahwa sehubungan  dengan  da l i l  Gugatan  Para  Penggugat  a 

quo  poin  7 s/d  10 ,  maka Tergugat  akan  menje laskan  duduk  
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persoa lan  hukum  agar  masalahnya  menjad i  te rang  dan  

je l as ,  sebaga i  ber i ku t :

8.1 . Bahwa  benar  pada  tangga l  27  Apr i l  2011,  Tergugat  

te lah  melakukan  ”ver i f i kas i  adminis t ras i  dan factua l”  

ulang  te rhadap  DPP Par ta i  Buruh,  dengan  masa penant i an  

se lama  2  (dua)  minggu  untuk  mendapatkan  jawaban  

masalah  waktu  ver i f i k a s i  dengan DPP Par ta i  Buruh;

8.2 . Bahwa has i l  Ber i t a  Acara  ”ver i f i kas i  adminis t ras i  dan  

factua l”  u lang  te rhadap  DPP Par ta i  Buruh  tangga l  27 

Apr i l  2011,  te rnya ta  DPP  Par ta i  Buruh  kembal i  

”mengusung Para  Penggugat  a  quo”  yang  di tanda  tangan i  

o leh  Ketua  Umum  DPP  Par ta i  Buruh  (H.  Sonny  

Pudj i sasono ,  SH,  M.H)  dan tanpa  di tanda  tangani  oleh  

Sekertar i s  Jendera l  DPP Parta i  Buruh  (T iwow  Marcus  

Wenas) ;

Akan  te tap i ,  yang  menjadi  masalah  hukumnya ada lah  

”t indak  lan ju t”  dar i  Ber i t a  Acara  ”ver i f i k as i  

adminis t ras i  dan  factua l”  u lang  te rhadap  DPP Par ta i  

Buruh  tangga l  27  Apr i l  2011,  te rnya ta  DPP  par ta i  

Buruh :

a.   ”t idak  mengeluarkan  Surat  Keputusan  yang  baru”  

untuk  membata lkan  dukungan  te rhadap  Saudara  Pet rus  

P.  Yembra  dan  Saudara  Drs .  Er i ck  Mayor ,  M.Si ,  

menginga t  pada  Angka  6  dan  7 Surat  Keputusan  DPP 

Parta i  Buruh,  Nomor:  134  A/S- Kep/DPP- PARTAI  

BURUH/I I / 2011  tanggal  2  Februar i  2011  ten tang  

PENETAPAN Saudara  Pet rus  P.  Yembra  sebaga i  Calon  

Bupat i  Kabupaten  Tambrauw  dan  Saudara  Drs .  Er ick  

Mayor ,  M.Si  sebaga i  Calon  Waki l  Bupat i  Kabupaten  

Tambrauw  Prov ins i  Papua  Bara t  dar i  Par ta i  Buruh ,  

yang  secara  je l as  dan  tegas  menyebutkan :
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Pasal  6 :  ”Keputusan  in i  ber laku  se jak  tangga l  

d i te t apkan  dan  bers i f a t  mengika t ” ;

Pasal  7:  ”Apab i l a  di  kemudian  har i  d i t emukan  atau  

te rdapa t  keke l i r u an  dalam Sura t  Keputusan  

in i ,  maka  Sura t  Keputusan  in i  dapat  

d i t i n j a u  kembal i  dan  dibe tu l kan  

sebaga imana  mest inya ” .

  

b.   ”t idak  mengeluarkan  Surat  Keputusan  yang  baru”  

untuk  ”mengakt i fkan  kembal i”  susunan  Pengurus  DPC 

Par ta i  Buruh  Kabupaten  Tambrauw  yang  te lah  

dibekukan  oleh  DPP Parta i  Buruh menjad i  Pengurus  

DPC Par ta i  Buruh  Kabupaten  Tambrauw  yang  sah  dan 

diakui  melalu i  Surat  Keputusan  DPP Parta i  Buruh,  

karena :

- Pengurus  DPC Par ta i  Buruh  Kabupaten  Tambrauw yang  

sah  dan  diaku i  kepengurusannya  oleh  DPP Par ta i  

Buruh  yang  menanda  tangan i  Formul i r  Model  B,  B1,  

B2.  KWK.KPU  PARPOL;

- Dida lam  Surat  Keputusan,  Nomor:   135/Skep/DPP-

PARTAI  BURUH / I I / 2 010  ter tanggal  07  Februar i  2011  

ten tang  Susunan  Kepengurusan  DPC Par ta i  Buruh  

Kabupaten  Tambrauw  Prov ins i  Papua  Bara t ,  pada  

Pasal  6 secara  tegas  menyebutkan :

”Apab i l a  di  kemudian  har i  d i temukan  atau  te rdapa t  

keke l i r uan  da lam  Sura t  Keputusan  in i ,  maka  Sura t  

Keputusan  in i  akan  d i t i n j a u  kembal i  dan dibe tu l kan  

sebaga imana  mest inya ” ;
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Bahwa  mengingat  sampai  saat  in i  belum  ada  Surat  

Keputusan  yang  baru  yang  menggant i  Surat  Keputusan  

dimaksud tersebut  diatas ,  seh ingga  secara  hukum sesua i  

dengan  keten tuan  Pasa l  15  ayat  (1 )  Pera tu ran  KPU 

Nomor:  13  Tahun  2010  yang  berhak  dan  dapat  d inya takan  

sah  dalam  menandatangan i  Formul i r  Model  B,  B1,  B2.  

KWK.KPU PARPOL,  adalah  DPC Par ta i  Buruh  Kabupaten  

Tambrauw  yang  diaku i  kepengurusan  yang  sah  oleh  

Pengurus  DPP Buruh ,  ya i t u :  Ketua:  Jonias  Ti tus  Ohoiner  

dan  Sekretar i s :  Maikel  Mayor  sebaga i  Par ta i  Pol i t i k  

yang  pengusung  Saudara  Pet rus  P.  Yembra  dan  Saudara  

Drs .  Er i ck  Mayor ,  M.Si .  ;

Bahwa  se la i n  i t u ,   has i l  Ber i t a  Acara  ”ver i f i k as i  

adminis t ras i  dan  factua l”  u lang  te rhadap  DPP Par ta i  

Buruh  tangga l  27  Apr i l  2011  t idak  ser ta  merta  

menggugurkan  kapasi tas  dan  kedudukan  hukum Pengurus  

DPC  Par ta i  Buruh  Kabupaten  Tambrauw  yang  diaku i  

kepengurusan  yang  sah  oleh  DPP Buruh  mela lu i  Sura t  

Keputusan  DPP Par ta i  Buruh  yang  sah,  ya i t u :  Ketua:  

Jonias  Ti tus  Ohoiner  dan  Sekretar i s :  Maikel  Mayor  

karena  per lu  adanya t indakan  adminis t ras i  leb ih  lan ju t  

berupa  Surat  Keputusan  DPP Parta i  Buruh yang baru  dan 

menggant i  Surat  Keputusan  sebelumnya.  Apalag i  

Pemi lukada  Kabupaten /Ko ta  di  Indones ia  merupakan  

”haja tan  Demokrasi”  pada  st ruk tu r  par ta i  t i ngka t  Dewan 

Pimpinan  Cabang  (DPC)  atau  sebutan  la i n  yang  diaku i  

kepengurusan  yang  sah  oleh  Dewan Pimpinan  Pusat  (DPP) .  

Sedangkan  berka i t an  dengan  Sura t  Dukungan  dar i  Dewan 

Pimpinan  Pusat  (DPP)  te rhadap  Pasangan  baka l  ca lon  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  adalah  in te rna l  Par ta i  dan 

bukan  ranah  Tergugat  dan  Pengadi lan  Tata  Usaha  

Negara  ;

8.3 . Bahwa  benar  pada  har i  Senin ,  tanggal  2  Mei  2011 ,  

Tergugat  te l ah  mengadakan  Rapat  Pleno  ten tang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  
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Sebaga i  Peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011,  yang  

se lan ju t nya  Tergugat  tuangkan  dalam:

a. Beri ta  Acara  Rapat  Pleno  KPU Kabupaten  Tambrauw 

ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  

Persyara tan  Sebagai  Peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw 

Tahun  2011,  Nomor:  17/BA/ I I I / 2 011  tanggal  2  Mei  

2011 ;

b. Sura t  Keputusan ,  Nomor:  17/Kpts /KPU- Kab.Tmb-

033.680764 /  2011  tanggal  02  Mei  2011  ten tang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Yang Memenuhi  Persyaratan  

Sebagai  Peserta  Pemil ihan  Umum Kepala  Daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw Tahun  2011;

Selan ju tnya  Tergugat :

a. Memberi tahukan  Hasi l  Rapat  Pleno  yang  te l ah  

di t uangkan  dalam  bentuk  Sura t  Keputusan ,  Nomor:  

17/Kpts /KPU- Kab.Tmb- 033.680764 /2011  tanggal  02  Mei  

2011  ten tang  Penetapan  Pasangan Calon  Yang Memenuhi  

Persyaratan  Sebagai  Peserta  Pemil ihan  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw 

Tahun  2011,  kepada  Pasangan  Baka l  Calon  Kepala  

Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah ,  ba ik  yang  dinya takan  

lo l os  sebaga i  Kandida t  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Tambrauw Tahun  2011  maupun Pasangan  Calon  

la i nnya  yang  t i dak  lo l os  karena  t i dak  memenuhi  

persyara tan  15% ( l ima  be las  persen)  dukungan  min ima l  

suara  sah ,  mela lu i  Surat  Nomor:  270/37 /KPU-

TMB/V/2011  tanggal  2  Mei  2011,  Per iha l :  

Pemberi tahuan ,  yang  di tu j u kan  kepada  Para  Penggugat  

a  quo;

Halaman  41  da r i  105
PUTUSAN No.  24 /G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Membuat  PENGUMUMAN,  Nomor:  17/KPU- TMB-033.680764 /  

I I I / 2 011 ,  d i  Media  Massa  dan  Media  Elek t r o l i k ;

8.4 . Bahwa  sesua i  Surat  Tergugat ,  Nomor:  270/37 /KPU-

TMB/V/2011  tanggal  2 Mei  2011,  Per iha l :  Pemberi tahuan ,  

yang  di tu j ukan  kepada  Para  Penggugat  a  quo,  te l ah  

te rnya ta  Par ta i  Pol i t i k  dan/a tau  Gabungan  Par ta i  

Pol t i k  Pengusung  Para  Penggugat  a  quo  t idak  mencukupi  

ATAU  t idak  memenuhi  persyara tan  15%  ( l ima  belas  

persen)  dukungan minimal  suara  sah sebagai  persyara tan  

bakal  calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

dalam Pemilukada  Kabupaten  Tambrauw Tahun 2011 ,  yang  

dapat  d i r i n c i  sebaga i  ber i ku t :  

a. Jumlah  Suara  Sah Selu ruh  Par ta i  Pol i t i k  Pemi lu  Tahun  

2009  di  Kabupaten  Tambrauw:    4.876  Suara  Sah;

b. Dukungan  Pero lehan  Suara  Sah 15% ( l ima  be las  persen)  

dar i  pero lehan  suara  DPRD Kabupaten  Tambrauw has i l  

Pemi lu  Tahun  2009  (sesuai  Model  EB 1 DPRD Kab/Kota)  

= 4.876  Suara  Sah X 15% ( l ima  belas  persen)  = 731,  4  

atau  sama dengan 731  Suara  Sah (Dukungan Minimal ) ;

c . Sedangkan  Par ta i  Pol i t i k  dan/a tau  Gabungan  Par ta i  

Pol i t i k  Pengusung Para  Penggugat  memi l i k i  suara  sah  

has i l  Pemi lu  Tahun 2009 SETELAH Para  Penggugat  a quo 

melakukan  perbaikan  dan penambahan berkas  dan  te l ah  

di l akukan  ver i f i k a s i  admin is t r a s i  dan  fac tua l  u lang  

oleh  Terguga t ,  namun hanya  memi l i k i  460 (empat  ratus  

enam puluh)  Suara  Sah,  yang  dapat  d ih i t ung  dan 

di r i n c i ,  sebaga i  ber i ku t :

NO PARTAI POLITIK SUARA SAH KETERANGAN
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1. PARTAI  DEMOKRAT

(PD)

339 PEROLEHAN 2 
KURSI 

DI  DPRD 
KABUPATEN 
TAMBRAUW

2. PARTAI  

HATI  NURANI RAKYAT

(PARTAI  HANURA)

8 TIDAK ADA 
PEROLEHAN 
KURSI DI  DPRD 
KABUPATEN 
TAMBRAUW

3. PARTAI

 GERAKAN INDONESIA 
RAYA 

(PARTAI  GERINDRA)

39 TIDAK ADA 
PEROLEHAN 
KURSI DI  DPRD 
KABUPATEN 
TAMBRAUW

4. PARTAI  NASIONAL 
BENTENG KERAKYATAN 

INDONESIA

(PNBKI)

35 TIDAK ADA 
PEROLEHAN 
KURSI DI  DPRD 
KABUPATEN 
TAMBRAUW

5. PARTAI  AMANAT 
NASIONAL

(PAN)

1 TIDAK ADA 
PEROLEHAN 
KURSI DI  DPRD 
KABUPATEN 
TAMBRAUW

6. PARTAI  KEADILAN DAN 
PERSATUAN INDONESIA

(PKPI )

9 TIDAK ADA 
PEROLEHAN 
KURSI DI  DPRD 
KABUPATEN 
TAMBRAUW

7. PARTAI  BULAN BINTANG

(PBB)

28 TIDAK ADA 
PEROLEHAN 
KURSI DI  DPRD 
KABUPATEN 
TAMBRAUW

8. PARTAI  

DEMOKRASI KEBANGSAAN

(PDK)

3 TIDAK ADA 
PEROLEHAN 
KURSI DI  DPRD 
KABUPATEN 
TAMBRAUW

9. PARTAI  MATAHARI 
BANGSA

2 TIDAK ADA 
PEROLEHAN 
KURSI DI  DPRD 
KABUPATEN 
TAMBRAUW
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(PMB)

10
.

PARTAI  KARYA 
PERJUANGAN

(PKP)

2 TIDAK ADA 
PEROLEHAN 
KURSI DI  DPRD 
KABUPATEN 
TAMBRAUW

11
.

PARTAI  PERSATUAN 
DAERAH

(PPD)

2 TIDAK ADA 
PEROLEHAN 
KURSI DI  DPRD 
KABUPATEN 
TAMBRAUW

12
.

PARTAI  

PEDULI  RAKYAT 
NASIONAL

(PPRN)

3 TIDAK ADA 
PEROLEHAN 
KURSI DI  DPRD 
KABUPATEN 
TAMBRAUW

TOTAL SUARA SAH 460

Suara  Sah

TIDAK 
MENCUKUPI  
DUKUNGAN 

MINIMAL SUARA 
SAH, YAITU:  
731 SUARA.

9. Bahwa  te l ah  te rnya ta ,  d ida lam  Gugatan  Para  Penggugat  

ha laman:  5 ( l ima ) ,  Para  Penggugat   a quo  juga  menuntu t  

da lam  bentuk  ”DALAM PROVISI” .  Para  Penggugat  menuntu t  

”DALAM PROVISI”  padaha l  dida lam  Hukum Acara  Perad i l an  

Tata  Usaha  Negara  t idak  mengenal  is t i l ah  ”Tuntutan  

Provis i ” ,  yang  ada  hanya  ”Permohonan  Penundaan  

Pelaksanaan  Keputusan  TUN”  (V ide .  Sura t  Ketua  Muda 

MARI  Urusan  Lingkungan  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  

Nomor:  052/Td .TUN/ I I I / 1 992  tangga l  24  Maret  1992,  yang  

di tu j ukan  kepada  Para  Ketua  PTUN dan  PT.TUN Selu ruh  

Indones ia )  ;

KEBERATAN TERHADAP SURAT PENETAPAN HAKIM TUNGGAL A QUO

Bahwa  sebe lum  Tergugat  mengura i kan  alasan- alasan  kebera tan  

te rhadap  Sura t  Penetapan  Hakim Tungga l  a quo,  maka Tergugat  

ing in  menegaskan  te r l eb i h  dahu lu  bahwasanya:  Tergugat  secara  

tegas  dan  keras  menolak  Penetapan  a  quo  Nomor:  
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24/G.TUN/PEN/2011/PTUN.JPR tanggal  10 Mei  2011 ,  dengan  dasar  

dan alasan  hukum,  sebaga i  ber i ku t :

a. Bahwa Hakim Tungga l  a quo pada tangga l  9 Mei  2011 te lah  

menghubung i  Tergugat  dan  meminta  pen je lasan  mela lu i  

Telp .  Selu la r  (HP)  semata- mata  ber tu j uan  hanya  ” sekedar  

untuk  memenuhi  syarat ”  Surat  Edaran  Mahkamah Agung RI ,  

Nomor:  2  Tahun  2001  tanggal  30  Apri l  2001  berka i t an  

dengan  akan  di te t apkan  penangguhan/penundaan  Sura t  

Keputusan  yang  diguga t  ya i t u  pihak  Tergugat  

diber i t ahukan  ter leb ih  dahulu  melalu i   te lepon   untuk  

dimintakan  in formasi  dan  penje lasan  ;

b. Bahwa  Tergugat  te l ah  menyelesa i kan  tahapan  Pemi lukada  

Kabupaten  Tambrauw tahun  2011  sete lah  dike lua r kan  Sura t  

Keputusan  a quo  pada  tangga l  2 Mei  2010,  yakn i  Tahapan  

Pencabutan  dan  Penetapan  Nomor  Urut  Pasangan  Baka l  

Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  pada  

tanggal  5  Mei  2011 ,  sedangkan  Surat  Penetapan  Hakim 

Tunggal ,  Nomor:  24/Pen/2011 /PTUN.JPR  dike luarkan  pada  

tanggal  10  Mei  2011  ;

c. Bahwa  Tergugat  sebaga i  Penye lenggara  Pemi lukada  

Kabupaten  Tambrauw  tahun  2011  da lam  melaksanakan  

keg ia tan  penye lenggaraan  pemi l i han  umum mengacu  pada  

Tahapan,  Program,  dan Jadwal  yang  te lah  di te t apkan  oleh  

Tergugat  da lam  Rapat  Pleno  dan  d i t uangkan  dalam  Sura t  

Keputusan  Tergugat ,  sedangkan  dalam  perkara  a  quo,  

t idak  terdapat  penetapan  penundaan  Hakim  Tunggal  

te rhadap  Sura t  Keputusan  KPU Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

15/Kpts /KPU- TMB-033.680764/2011  tanggal  11  Apri l  2011  

ten tang  Perubahan  Atas  Keputusan  KPU  Kabupaten  

Tambrauw,  Nomor:  13/Kpts /KPU- TMB-033.680764/2011  

tentang  Tahapan,  Program,  dan  Jadwal  Penyelenggaraan  

Pemil ihan  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011  ;
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d. Bahwa apab i l a  Tergugat  membaca  Gugatan  Para  Penggugat  

dibuat  ter tanggal  6  Mei  2011  berdasarkan  Surat  Kuasa  

Khusus te tanggal  4  Mei  2011  sebaga imana  yang  te rdapa t  

da lam  Sura t  Gugatan  a  quo,  yang  te rnya ta  ”berbeda”  

dengan  Sura t  Kuasa  Khusus  yang  d ise rahkan  dan  

dipe r l i h a t k an  pada  pers idangan  pada  har i  Senin ,  tangga l  

23 Mei  2011,  yakn i  te r t u l i s  te r t angga l  ”Jakar ta ,  09 Mei  

2011” ,  maka  Hakim  Tungga l  a  quo  te l ah  menetapkan  

penundaan  terhadap  Surat  Keputusan  a  quo  berdasarkan  

Sura t  Gugatan  yang  t i dak  sah  secara  hukum dalam perkara  

in i .  Oleh  karena  i tu ,  didalam  perkara  in i  t idak  

terdapat  pelanggaran  berkai tan  dengan  t idak  

di laksanakannya  Surat  Penetapan  Penundaan  a  quo,  baik  

secara  yur id is  maupun  adminis t ra t i f  terhadap  

Tergugat .  ;

Singka tnya ,  sega la  ura ian  ten tang  dasar  dan  alasan  hukum 

Dalam  Ekseps i  dan  Dalam  Jawaban  Pokok  Perkara  te rsebu t  

d ia tas  ada lah  bagian  yang  tak  te rp i sahkan  dar i  dasar  dan  

alasan  hukum kebera tan  te rhadap  Penetapan  Penundaan  a quo ;

PERMOHONAN

Berdasarkan  dasar  dan  alasan  hukum,  baik  d i  Dalam Ekseps i  

maupun Dalam Pokok  Perkara  te rmasuk  pula  Kebera tan  te rhadap  

Penetapan  Penundaan  a  quo  te rsebu t  d ia tas ,  maka  mohon 

k i ranya  Bapak  Hakim  Tungga l  yang  memer iksa  dan  mengadi l i  

perka ra  in i  berkenaan  memutuskannya  dengan  AMAR PUTUSAN,  

sebaga i  ber i ku t :

MENGADILI  :

DALAM EKSEPSI  :

- Menyatakan  mener ima  dan  mengabulkan  Ekseps i  Tergugat  

untuk  se lu ruhnya ;
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- Menyatakan  Gugatan  Para  Penggugat  t i dak  dapat  d i te r ima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan  MENOLAK  gugatan  Para  Penggugat  untuk  

se lu ruhnya  atau  set i dak - t i daknya  menyatakan  Gugatan  

Para  Penggugat  TIDAK  DAPAT  DITERIMA;

- Mencabut  Penetapan  Penundaan,  Nomor:  

24/PEN/2011/PTUN.JPR  tangga l  10  Mei  2011;

- Menghukum  Para  Penggugat  untuk  membayar  semua  biaya  

yang  t imbu l  da lam  perkara  in i  ;

Atau ,  Ex Aequo Ex Bono;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

gugatannya ,  Para  Penggugat  te l ah  mengajukan  bukt i - bukt i  

te r t u l i s  berupa  fo tokop i  sura t - sura t  bermete ra i  cukup  yang  

dibe r i  tanda  P- 1  sampai  dengan  P- 28,  dengan  per inc i an  

sebaga i  ber i ku t :  

1. P–1 

:   

Formul i r  sura t  penca lonan  (Mode l  B- KWK.KPU 

PARTAI  POLITIK) ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

2. P–2 

:   

Formul i r  Sura t  pernya taan  kesepakatan  bersama 

anta ra  par ta i  po l i t i k  peser ta  pemi l i han  umum 

dalam  penca lonan  pasangan  ca lon  Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  (Mode l  BI - KWK.KPU 

PARTAI  POLITIK) ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - -

Halaman  47  da r i  105
PUTUSAN No.  24 /G.TUN/2011 /PTUN.JPR

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 47



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. P–3 

:   

Formul i r  sura t  pernya taan  par ta i  Pol i t i k  

dan/a tau  gabungan  par ta i  po l i t i k  t i dak  akan  

menar i k  penca lonan  atas  pasangan  ca lon  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  (Model  B2-

KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. P–4 

:   

Chek l i s t  ke lengkapan  berkas  admin is t r a s i  ca lon  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Tambrauw  tahun  2011  yang  d ia j ukan  oleh  ca lon  

parpo l / gabungan  parpo l  has i l  pemi lu  leg i s l a t i v e  

tahun  2009  (Model  B4- KWK.KPU PARTAI  POLITIK) ,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

5. P–5 

:   

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Tambrauw Nomor:  

270/13 /KPU- TMB/I I / 2011  per i ha l  lega l i t a s  

rekomendas i  d i tu j u kan  kepada  ketua  par ta i  buruh  

di  Jakar ta ,  sausapor  14  Februar i  2011  (Mode l  

B5- KWK.KPU  PARTAI  POLITIK) ,  ( fo t okop i  sesua i  

dengan 

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. P–6 

:   

Ver i f i k a s i  admin is t r a s i  fac tua l  te rhadap  par ta i  

po l i t i k  pengusung  baka l  pasangan  ca lon  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  di  Kabupaten  

Tambrauw  tahun  2011- 2016  oleh  KPU Kabupaten  

Tambrauw  (Mode l  B6- KWK.KPU  PARTAI  POLITIK ,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

7 P–7 

:   

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum  Kabupaten  

Tambrauw Nomor:  11/Kpts /KPU- Kab- 033.680764 /2011  

Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  

Persy ra tan  Sebaga i  Peser ta  Pemi l i han   Umum 

Kepala  Daerah  Dan Waki l  Kepala  Daerah  Kabu
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paten  Tambrauw tahun  2011  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Tambrauw  (Mode l  B7- KWK.KPU  PARTAI  

POLITIK ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

8. P–8 

:   

Komis i  Pemi l i han  Umum  Kabupaten  Tambrauw 

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum  Kabupaten  

Tambrauw  Nomor:  14.Kpts /KPU- Kab.TMB-

033.680764/2011  ten tang  pencabutan  dan/a tau  

pembata lan  atas  keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  11/Kpts /KPU- Kab.Tmb-

033.680764/2011 ,  ten tang  penetapan  pasangan  

ca lon  yang  memenuhi  persyara tan  sebaga i  peser ta  

pemi l i han  umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Tambrauw tahun  2011  (Mode l  B8-

KWK.KPU  PARTAI  POLITIK) ,  ( fo t okop i  sesua i  

dengan 

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. P–9 

:   

Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum  Kabupaten  

tambrauw  Nomor:  17/Kps t /KPU- Kab.Tmb-

033.680764/2011  ten tang  penetapan  pasangan  

ca lon  yang  memenuhi  persyara tan  sebaga i  peser ta  

pemi l i han  umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Tambrauw  tahun  2011  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Tambrauw  (Mode l  B9-

KWK.KPU  PARTAI  POLITIK) ,  ( fo t okop i  sesua i  

dengan 

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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10. P–10 

:   

Komis i  pemi l i han  Umum  Kabupaten  Tambrauw.  

Keputusan  Komis i  pemi l i han  Umum  Kabupaten  

Tambrauw  pengumuman  Nomor:  17/KPU- TMB-

033.680764/ I I I / 2 011  berasa l  dar i  Komis i  

pemi l i han  Umum Kabupaten  Tambrauw  d i t u j u kan  

kepada  se lu ruh  Warga  negara  Republ i k  Indones ia  

yang  berdomis i l i  d i  Wi layah  Kabupaten  Tambrauw 

(Mode l  B10- KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  ( fo t okop i  

sesua i  dengan  

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

11. P–11 

:   

Badan  pengawas  Pemi l i han  Umum  Republ i k  

Indones ia  Ber i t a  Acara  Kla r i f i k a s i (Mode l  B11-

KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

12, P–12 

:   

Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Buruh  (DPP- Par ta i  Buruh)  Nomor:  116A/S- KEP/DPP-

PARTAI  BURUH/XI /2010  ten tang

penetapan  saudara  GERZON JITMAU,  S.H. ,  MM 

sebaga i  ca lon  Bupat i  Kabupaten  Tambrauw 

Prov ins i  papua  Bara t  dar i  PARTAI  BURUH,(Mode l  

B12- KWK.KPU PARTAI  POLITIK) ,  ( fo t okop i  sesua i  

dengan 

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. P–13 

:   

 Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  PARTAI  

BURUH  Nomor:  120A/S- KEP/DPP- PARTAI  

BURUH/XI /2010  ten tang  susunan  kepengurusan  

Dewan  Pimpinan  Cabang  Par ta i  Buruh  Kabupaten  

Tambrauw  Prov ins i  Papua  d i t e t apkan  di  Jakar ta  

pada  tangga l  16  Nopember  2010, (Mode l  B13-

KWK.KPU  PARTAI  POLITIK) ,  ( fo t okop i  sesua i  

dengan 

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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14. P–14 

:   

Dewan  Pimpinan  Cabang  Par ta i  Buruh  Kabupaten  

Tambrauw  (DPC- Par ta i  Buruh)  Nomor:  001/SP/DPC-

TMR/PARTAI  BURUH/XI /2010  per iha l  Sura t  

Rekomendas i ,  Sausapor  02  November  2010, (Mode l  

B14- KWK.KPU PARTAI  POLITIK) ,  ( fo t okop i  sesua i  

dengan 

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. P–15 

:   

 Dewan   Pengurus   Daerah   Par ta i   Buruh  

Prov ins i  Papua  Bara t  Nomor:  017/DPD/PB/ IX /2010  

per i ha l  rekomendas i  untuk  di te t apkan  sebaga i  

ca lon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  

Tambrauw  per iode  2011- 2016,  Manokwar i  9 

Nopember  2010, (Mode l  B15- KWK.KPU  PARTAI  

POLITIK) ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. P–16 

:   

 Hasi l  pendaf t a r an  pasangan  baka l  ca lon  Bupat i  

dan  waki l  Bupat i  Kabupaten  Tambrauw dan  par ta i  

pengusung  di  KPU Kabupaten  Tambrauw tangga l  11  

Februar i  2011  puku l  12.00  WIT,  (Model  B16-

KWK.KPU  PARTAI  POLITIK) ,  ( fo t okop i  sesua i  

dengan 

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. P–17 

:   

Komis i  Pemi l i han  Umum Prov ins i  Papua  Bara t  

pemenuhan  persya ra tan  pero lehan  kurs i  d i  DPRD 

15  % o leh  Par ta i  Pol i t i k  dan  15  % akumulas i  

pero lehan  suara  sah  par ta i  po l i t i k / g abungan  

par ta i  po l i t i k  has i l  pemi lu  di  Kabupaten  

Tambrauw  2009  , (Mode l  B17- KWK.KPU  PARTAI  

POLITIK) ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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18. P–18 

:   

Koal i s i  Nusanta ra  ca lon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  daerah  Kabupaten  Tambrauw  (GERZON 

JITMAU,  SH,  MM dan  ANTON TIT IT ,  S.Pd)  per i ode  

2011- 2016  Nomor:  B- 004/KONAS-TMB/04.2011  

per i ha l  laporan  kr im ina l  pe langgaran  Pemi lukada  

Kabupaten  Tambrauw  Prov ins i  Papua  Bara t  tahun  

2011  di tu j u kan  kepada  KAPOLDA  PAPUA  di  

Jayapura ,  Jayapura  03  Mei  2011,  (Model  B18-

KWK.KPU  PARTAI  POLITIK) ,  ( fo t okop i  sesua i  

dengan 

fo tokop inya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. P–19 

:   

Koal i s i  Nusanta ra  ca lon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  daerah  Kabupaten  Tambrauw  (GERZON 

JITMAU,  SH,  MM dan  ANTON TIT IT ,  S.Pd)  per i ode  

2011- 2016  Nomor:  B- 005/KONAS-TMB/04.2011  

per i ha l  laporan  pelanggaran  dan  mohon penundaan  

agenda  Pemi lukada  Kabupaten  Tambrauw  Prov ins i  

Papua Bara t  d i tu j ukan  kepada  Ketua  Panwaslukasa  

Kabupaten  Tambrauw  di  Fef ,FEF  03  Mei  2011,  

(Mode l  B19- KWK.KPU PARTAI  POLITIK) ,  ( fo t okop i  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

20. P–20 

:   

Tim  Kual i s i  par ta i  pendukung  GERZON ANTON 

Nomor:  003/SP/T IMKONAS/TMB/04/2011  per i ha l  

k la r i f i k a s i  yang  di tu j u kan  kepada  Ketua  Komis i  

Pemi l i han  Umum  Prov ins i  Papua  Bara t  d i  

Manokwar i ,  Sorong  03  Mei  2011,  (Mode l  B20-

KWK.KPU  PARTAI  POLITIK) ,  ( fo t okop i  sesua i  

dengan as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - -
21. P–21 

:   

Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Buruh  Nomor:  058/S- KEP/DPD-PARTAI  BURUH/IV/2010  

ten tang  Susunan  kepengurusan  Dewan  Pimpinan  

Cabang  Par ta i  Buruh  Kabupaten  Tambrauw 

di te t apkan  di  Jakar t a  pada  tangga l  14  Apr i l  

2010,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
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22. P–22 

:   

Pendaf ta ran  organ isas i  Nomor:  220/73 /2011  pada  

Pemer in tah  Kabupaten  Tambrauw  kanto r  kesa tuan  

bangsa  pol i t i k  dan  per l i n dungan  masyaraka t  o leh  

DPC Par ta i  Buruh  Pimpinan  ELISABETH J.  HOWAY, 

S.H. ,  d i t e t apkan  di  Tambrauw  pada  tangga l  12  

Januar i  2011,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - -

23. P–23 

:   

Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Buruh  Nomor:  047  B/S- KEP/DPD-PARTAI  

BURUH/I I I / 2 011  ten tang  Susunan  Kepengurusan  

Dewan  Pimpinan  Daerah  Par ta i  Buruh  Prov ins i  

Papua  Bara t ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - -

24. P–24 

:   

Krono log i s  hi l angnya  Ber i t a  Acara  Par ta i  Buruh  

dan  ind i kas i  KPUD  Kabupaten  Tambrauw 

menggaga lkan  penca lonan  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

pasangan  GERSON JITMAU,  S.H. ,MM –  ANTON TITIT ,  

S.pd  di tu j u kan  Kepada  Yth .  Bapak  Ketua  KPUD 

Prov ins i  papua  Bara t  d i  Manokwar i ,  d i t e t apkan  

di  tambrauw 9 Mei  2011,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

25. P–25 

:   

Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Daerah  Par ta i  

Buruh  Nomor:  009/S- KEP/DPD-PARTAI  

BURUH/I I I / 2 011  ten tang  Susunan  Kepengurusan  

Dewan  Pimpinan  Cabang  (DPC- Par ta i  Buruh)  

Kabupaten  tambrauw,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya )  ; - - - - -

26. P–26 

:   

Akta  Pendi r i an  Par ta i  Buruh  oleh  Mahr i t a  Paul i n  

Runtu la l o ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  fo tokop inya )  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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27. P–27 

:   

Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  

Buruh  9DPP  –  PARTAI  BURUH)  Nomor:  130/S-

KEP/DPP- PARTAI  BURUH/I I I / 2 011  ten tang  pembekuan  

Susunan  Kepengurusan  dan  Pengangkatan  Care take r  

Dewan  Pimpinan  Daerah  (DPD)  par ta i  Buruh  

Prov ins i  Papua  Bara t ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. P–28 

:   

Penegasan  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Tambrauw  dar i  DPP  Par ta i  Buruh,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  as l i nya )  ; - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa d isamping  mengajukan  bukt i - bukt i  sura t  

te rsebu t ,   Para  Penggugat  juga  te l ah  mengajukan  4  (empat )  

orang  saks i  d i  pers idangan  yang  member i kan  kete rangannya  di  

bawah jan j i  yang  pada pokoknya  menerangkan  sebaga i  ber i ku t :

Saks i :  1.  ELIZABETH J.  HOWAY, S.E.  ;

- bahwa  Jabatan  saks i   da lam DPC Par ta i  Buruh  Kabupaten  

Tambrauw  ada lah  Ketua  DPC  Par ta i  Buruh  Kabupaten  

Tambrauw  berdasarkan  Sura t  Keputusan  tangga l  16  

Nopember  2010 ;

- bahwa  Sekre ta r i s  DPC Par ta i  Buruh  Kabupaten  Tambrauw 

ada lah  Yusak  Para ibabo  ;

- bahwa  se la i n  Par ta i  Buruh  ada  lag i  Par ta i  Pendukung  

Para  Penggugat  ya i t u :  Par ta i  Demokra t ,  Par ta i  Ger ind ra  

dan Par ta i  Hanura  ;

- bahwa Par ta i - Par ta i  yang  mendukung  Para  Penggugat  yang  

mendapat  kurs i  d i  Dewan  Perwak i l an  Rakyat  Kabupaten  

Tambrauw  adalah  Par ta i  Demokra t  2  (dua)  kurs i  dan  

Par ta i  Buruh  1 (sa tu )  kurs i  ;

- bahwa saks i  mengetahu i  proses  ke lua rnya  Sura t  Keputusan  

tangga l  27  Apr i l  2011  ya i t u  KPU Kabupaten  Tambrauw 

membawa sura t  te rsebu t  kepada  DPP Par ta i  Buruh  untuk  

menentukan  s ikap  dan  t i dak  ada  lag i  Sura t  Keputusan  

sete lah   tangga l  27 Apr i l  2011 ;
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- bahwa di  DPP Par ta i  Buruh  t i dak  ada kepengurusan  ganda,  

d imana  Ktua  DPP Par ta i  Buruh  ya i t u  H.  SONNY PUDJI  

SASONO, S.H. ,  M.M.  dan Sekre ta r i s  Jendera l  ya i t u  MARKUS 

SION ;

- bahwa  saks i  mengetahu i  ka lau  di  DPC Par ta i  Buruh  

Kabupaten  Tambrauw  ada  kepengurusan  ganda  dar i  Ketua  

Korwi l  bag ian  Timur  (JOSAFAT KOWAI)  DPP Par ta i  Buruh  

dengan  adanya  fom dalam bentuk  Ber i t a  Acara  te r t angga l  

27 Apr i l  2011 ;

- bahwa saks i  be lum pernah  membaca Sura t  Keputusan  Nomor:  

11  te r t angga l  23  Februar i  2011  dan  mengetahu i  Sura t  

Keputusan  te rsebu t  ada mela lu i  Media  massa ;

- bahwa  DPC Par ta i  Buruh   Kabupaten  Tambrauw  se la l u  

diundang  KPU kabupaten  Tambrauw dalam Rapat  Pleno  ;

Saks i :  2.  C.A.  ALFREDO NGAMELUBUN, S.H.  ;

- bahwa   saks i  ada lah  Ketua  Pani t i a  Pengawas  (PANWAS) 

Kabupaten  Tambrauw;

- bahwa  wewenang  Panwas  ada lah  mengawasi  tahapan  

pelksanaan  Pemi lukada  d ian ta ranya  tahapan  Pendaf ta ran  

pemi l i h ,  tahapan  Penca lonan ,  tahapan  Kampanye,  tahapan  

Pemungutan  Suara  dan  tahapan  Ver i f i k a s i  has i l  

Pemi lukada  ;

- bahwa berka i t an  dengan  Penca lonan  pendaf ta r an  di l akukan  

2 tahapan  ya i t u :  Calon  Perorangan  pendaf ta ran  tangga l  7  

sampai  dengan  12  Januar i  2011  dan  t i dak  ada  yang  

mendaf ta r  ser ta  Calon  yang  dida f t a r  o leh  par ta i  Pol i t i k  

d i l akukan  tangga l  6 sampai  dengan  11 Pebruar i  2011:  ada  

7 ( tu j uh )  Calon  Pasangan  yang  mendaf ta r  ;

- bahwa Para  Penggugat  diusung  oleh  Par ta i  Pol i t i k  yang  

memi l i k i  kurs i  d i  DPRD ya i t u  par ta i  Demokra t  2  (dua)  

kurs i  dan  Par ta i  Buruh  1  (sa tu )  kurs i  ser ta  par ta i  

po l i t i k  Non Si te  ;
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- bahwa para  Penggugat  seharusnya  memenuhi  syara t  sebaga i  

Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  daerah  Kabupaten  

Tambrauw  karena  memi l i k i  3  ( t i ga )  kurs i  yang  bera r t i  

te l ah  memenuhi  syara t  15 % dukungan  ;

- bahwa  dalam  Sura t  Keputusan  Nomor:  11  tangga l  23 

Pebruar i  2011  Para  Penggugat  te lah  lo l os  ver i f i k a s i  

tanpa  didukung  oleh  par ta i  Buruh,  d imana  Par ta i  Buruh  

pada waktu  i t u  mendukung  Pasangan Pet rus  Pangal i l a  ;

- bahwa  Sura t  Keputusan  Nomor:  11  tangga l  23  Pebruar i  

2011  digan t i k an  oleh  Sura t  Keputusan  Nomor:  14  tangga l  

21 maret  2011  karena  Masalah  admin is t r a s i  be lum lengkap  

dar i  Para  Calon  Pasangan  ;

- bahwa  Panwas  t i dak  pernah  d iundang  dalam  Rapat  Pleno  

berka i t an  dengan  Sura t  Keputusan  Nomor:  11,  Sura t  

Keputusan  Nomor:  13 dan Sura t  Keputusan  Nomor:  14 ;

- bahwa  ada  laporan  yang  di te r ima  Panwas  baik  secara  

te r t u l i s  maupun  l i s an  berka i t an  dengan  Pelanggaran  

Pemi lukada  Kabupaten  Tambrauw  dar i  Calon  maupun  dar i  

Par ta i  Pol i t i k  ;

- bahwa  kemudian  Panwas  ada  menyura t  3  ( t i ga )  ka l i  

sebe lum  penetapan  dan  2  (dua)  ka l i  sete lah  penetapan  

berka i t an  dengan  laporan - laporan  te rsebu t  kepada  KPU 

Kabupaten  Tambrauw ;

- bahwa  saks i  tahu  ada  anggota  KPU Kabupaten  Tambrauw 

di l apo rkan  Ke POLDA Papua  dan  tembusannya  disampaikan  

pula  kepada  Panwas ;

- bahwa  Ins tans i  yang  berwenang  mencata t  Par ta i - Par ta i  

Pol i t i k  d i  Wi layah  Kabupaten  dan  Kota  adalah  

Kesbanpo l  ;

- bahwa Dewan Pimpinan  Cabang Par ta i  Buruh  yang  te rda f t a r  

pada  Kanto r  Kesatuan  Bangsa  Pol i t i k  Dan  Per l i ndungan  

Masyaraka t  (Kesbanpo l - L inmas)  Kabupaten  Tambrauw ada lah  

Ketua  El i sabe th  Howay,SE. ,  sebaga i  Ketua  DPC ;
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Saks i :  3.  JOSEFAT KUWAY, S.Sos.  ;

- bahwa   Jabatan  saks i  da lam  DPP par ta i  Buruh  ada lah  

Ketua  Koord inas i  Wi layah  (KORWIL)  Indones ia  bag ian  

Timur  ;

- bahwa saks i  tahu  ka lau  DPP par ta i  Buruh  ada mendukung  3 

( t i ga )  kand ida t  Calon  Kepala  daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Tambrauw ;

- bahwa  d i  In te rna l  Par ta i  Buruh  dimungk inkan  melakukan  

dukungan  ganda  kepada   Kandida t  Calon  Kepala  daerah  dan  

Waki l  Kepala  Daerah  ;

- bahwa  saks i  hanya  tahu  Kepengurusan  DPC Par ta i  Buruh  

Kabupaten  Tambrauw  yang  d ip imp in  oleh  El i zabe th  J.  

Howay ;

- bahwa  ada  dar i  Pengurus  KPU  Kabupaten  Tambrauw 

mendatang i  DPP Par ta i  Buruh  te r t angga l  27  Apr i l  2011,  

agar  DPP Par ta i  Buruh  menentukan  s ikap  s iapa  yang  akan  

didukungnnya  ;

- bahwa keputusan  f i na l  DPP Par ta i  Buruh  tangga l  27 Apr i l  

2011  ada lah  mendukung  Para  Penggugat  sebaga i  Calon  

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Tambrauw ;

- bahwa  dalam  Ber i t a  Acara  tangga l  27  Apr i l  2011,  

Sekre ta r i s  Jendera l  t i dak  menandatangan i  sura t  te r sebu t  

karena  t i dak  ada ko lom tanda tangannya  ;

Saks i :  4.  MELKIANUS PAULUS KIOATA TAWER, S.H.  ;

- bahwa  saks i  ada lah  Sekre ta r i s  Kual i s i  Nusanta ra  Para  

Penggugat  ;

- bahwa  tugas  Sekre ta r i s  Kual i s i  ada  3  bagian  ya i t u :  

berka i t an  dengan  Admin is t r a s i  menyangkut  pers i apan  

kampaye,  melakukan  Sosia l i s a s i  dan  melakukan  

Konso l i das i  ;
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- bahwa sesua i  Dekla ras i  tangga l  11  Pebruar i  2011  ada  5 

Par ta i  Pol i t i k  ba ik  yang  memi l i k i  kurs i  dan  Non  Si t  

ya i t u  :  par ta i  Demokra t  2  (dua)  kurs i ,  par ta i  Buruh  1  

(sa tu )  kurs i ,  Par ta i  Ger ind ra ,  Par ta i  Hanura  dan  

PBNKI  ;

- bahwa saks i  se la l u  mengiku t i  semua tahapan- tahapan  yang  

dia l kukan  KPU Kabupaten  Tambrauw ;

- bahwa Para  Penggugat  seharusnya  lo l os  ver i f i k a s i  karena  

te l ah  memenuhi  kouta  15 % dukungan  ;

- bahwa  dida lam  Sura t  Keputusan  Nomor:  11  tangga l  23  

Pebruar i  2011  ada  5  Pasangan  yang  lo l os  ver i f i k a s i  

d ian ta ranya  Para  Penggugat  ;

- bahwa  dida lam  Sura t  Keputusan  Nomor:  11  tangga l  23  

Pebruar i  2011,  Para  Penggugat  t i dak  d idukung  oleh  

Par ta i  Buruh  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  

jawabannya,  Tergugat  te lah  mengajukan  bukt i - bukt i  te r t u l i s  

berupa  fo tokop i  sura t - sura t  bermete ra i  cukup  yang  dibe r i  

tanda  T- 1  sampai  dengan  T- 66,  dengan  per inc i an  sebaga i  

ber i ku t :  
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1. T–1 

:   

Sura t  Keputusan  KPU Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

15/Kp ts /KPU- TMB-033.680764 /2011  tangga l  11 

Apr i l  2011 ten tang  Perubahan  Atas  Keputusan  KPU 

Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  13/Kp ts /KPU- TMB-

033.680764/2011  ten tang  Tahapan,  Program,  dan  

Jadwal  Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Tambrauw  Tahun  2011  dan  Sura t  Keputusan  KPU 

Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  16/Kp ts /KPU- TMB-

033.680764/2011  tangga l  11  Apr i l  2011  ten tang  

Penetapan  Har i  dan  Tangga l  Pemungutan  Suara  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Tambrauw Tahun 2011,  ( fo t okop i  

sesua i  dengan  

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. T–2 

:   

Sura t  Penghi tungan  Suara  Sah  dan  Penetapan  

Pero lehan  Kurs i  Par ta i  Pol i t i k  Peser ta  Pemi lu  

Anggota  DPRD Kabupaten /Ko ta  Dalam  Pemi l i han  

Umum  Tahun  2009,  Prov ins i :  Papua  Bara t ,  

Kabupaten :  Tambrauw.  (Mode l  EB  1  DPRD 

Kab/Kota ) ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  fo tokop inya ,  

leges  di  PN sessua i  dengan as l i )  ; - - -

3. T–3 

:   

Formul i r  MODEL  B-  KWK.KPU  PARTAI  POLITIK ,  

Yai tu :  Sura t    Penca lonan ,  Tangga l  8  Februar i  

2011 ,   ( fo t okop i  sesua i  dengan  fo tokop inya ,  

leges  di  PN  sessua i  dengan  

as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. T–4 

:   

Formul i r  MODEL B1  -  KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  

Yai tu :  Sura t  Pernya taan  Kesepakatan  Bersama 

Antara  Par ta i  Pol i t i k  Peser ta  Pemi lu  Dalam 

Penca lonan  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  Dan 

Waki l  Kepala  Daerah , Tangga l  8  Februar i  2011 ,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  fo tokop inya ,  leges  d i  

PN sessua i  dengan as l i )   ; - - - - - - - - - -
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5. T–5 

:   

Formul i r  MODEL B2  –  KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  

Yai tu :  Sura t  Pernya taan  Par ta i  Pol i t i k  Dan/Atau  

Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  Tidak  Akan  Menar i k  

Penca lonan  Atas  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  

Dan  Waki l  Kepala  Daerah ,  Tangga l  8  Februar i  

2011 ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  fo tokop inya ,  

leges  di  PN  sessua i  dengan  

as l i )    ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. T–6 

:   

Formul i r  MODEL B  -  KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  

Yai tu :  Sura t    Penca lonan ,  Nomor:  

001/X .1 /SP /KTB/ I I / 2 011 ,Tangga l  11  Februar i  

2011 ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  fo tokop inya ,  

leges  di  PN  sessua i  dengan  

as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

7. T–7 

:   

Formul i r  MODEL B1  -  KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  

Yai tu :  Sura t  Pernya taan  Kesepakatan  Bersama 

Antara  Par ta i  Pol i t i k  Peser ta  Pemi lu  Dalam 

Penca lonan  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  Dan 

Waki l  Kepala  Daerah ,  Tangga l  11  Februar i  2011 ,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  fo tokop inya ,  leges  d i  

PN sessua i  dengan as l i )  ; - - -

8. T–8 

:   

Formul i r  MODEL B2  –  KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  

Yai tu :  Sura t  Pernya taan  Par ta i  Pol i t i k  Dan/Atau  

Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  Tidak  Akan  Menar i k  

Penca lonan  Atas  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  

Dan  Waki l  Kepala  Daerah ,  Tangga l  11  Februar i  

2011,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  fo tokop inya ,  

leges  di  PN  sessua i  dengan  

as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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9. T–9 

:   

Formul i r  MODEL B  -  KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  

Yai tu :  Sura t    Penca lonan ,  Nomor:  02/GAB-

P/TAM/I I / 2011 ,  Tangga l  10  Februar i  2011 ,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  fo tokop inya ,  leges  d i  

PN  sessua i  dengan  

as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

10. T–10 

:   

Formul i r  MODEL B1  -  KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  

Yai tu :  Sura t  Pernya taan  Kesepakatan  Bersama 

Antara  Par ta i  Pol i t i k  Peser ta  Pemi lu   Dalam 

Penca lonan  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  Dan

Waki l  Kepala  Daerah ,  Tangga l  10  Februar i  2011,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  fo tokop inya ,  leges  d i  

PN sessua i  dengan as l i )  ; - - - - - - - - - - - -

11. T–11 

:   

Formul i r  MODEL B2  –  KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  

Yai tu :  Sura t  Pernya taan  Par ta i  Pol i t i k  Dan/Atau  

Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  Tidak  Akan  Menar i k  

Penca lonan  Atas  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  

Dan  Waki l  Kepala  Daerah ,  Tangga l  10  Februar i  

2011 ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  fo tokop inya ,  

leges  di  PN  sessua i  dengan  

as l i )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. T–12 

:   

Sura t  Rekomendas i  DPP  Par ta i  Buruh ,  Nomor:  

AB. I I I . 0 95 /DPP  -  Par ta i  Buruh/V I I / 2 010  Tangga l  

14 Ju l i  2010,  Per iha l :  Rekomendas i  Calon  Kepala  

Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Tambrauw,  Per iode  2011 – 2016,  ( fo t okop i  sesua i  

dengan  fo tokop inya ,  leges  di  PN sessua i  dengan  

as l i )  ; - - - - - - - - - - -
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13. T–13 

:   

Sura t  Keputusan  DPP  Par ta i  Buruh,  Nomor:  

116A/S- KEP/DPP- Par ta i  Buruh/X I / 2010  tangga l  15 

November  2010,  ten tang :  Penetapan  Saudara  

Gerzon  J i tmau ,  SH,  MM.,  sebaga i  Calon  Bupat i  

Kabupaten  Tambrauw  Prov ins i  Papua  Bara t  dan  

Anthon  Ti t i t ,  S.Pd. ,  sebaga i  Calon  Waki l  Bupat i  

Kabupaten  Tambrauw  Prov ins i  Papua  Bara t  dar i  

Par ta i  Buruh ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. T–14 

:   

Sura t  Keputusan  DPP  Par ta i  Buruh,  Nomor:  

120A/S- KEP/DPP- Par ta i  Buruh/X I / 2010 ,  Tangga l  16 

November  2010  ten tang  Susunan  Kepengurusan  DPC 

Par ta i  Buruh  Kabupaten  Tambrauw Prov ins i  Papua,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya )  ; - - - - - - - - - - -

15. T–15 

:   

Sura t  Rekomendas i  DPC Par ta i  Buruh  Kabupaten  

Tambrauw  (Ketua :  El i zabe th  J.  Howay,  S.E  dan  

Sekre ta r i s :  Yusak  Para ibabo) ,  Nomor:  

001/SP/DPC- TMR/Par ta i  Buruh/X I / 2010 ,  Tangga l :  

02  November  2010,  Per iha l :  Sura t  Rekomendas i ,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. T–16 

:   

Sura t  Keputusan  DPP  Par ta i  Buruh,  Nomor:  

134A/S- Kep/DPP- Par ta i  Buruh / I I / 2 011  tangga l  2 

Februar i  2011  ten tang  Penetapan  Saudara  Pet rus  

Pangal i l a  Yembra  sebaga i  Calon  Bupat i  

Kabupaten   Tambrauw  Saudara  Drs .  Er i ck  Mayor ,  

M.Si . ,

sebaga i  Calon  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Tambrauw 

Prov ins i  Papua  Bara t  dar i  Par ta i  Buruh,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  as l i nya )  ; - - - - - - - -

17. T–1  7 

:   

Sura t  Keputusan  DPP Par ta i  Buruh,  Nomor:  135/S-

Kep/DPP- Par ta i  Buruh / I I / 2 011  tangga l  7 Februar i  

2011  ten tang  Susunan  Kepengurusan  DPC Par ta i  

Buruh  Kabupaten  Tambrauw Prov ins i  Papua  Bara t ,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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18. T–18 

:   

Sura t  DPP Par ta i  Buruh ,  Nomor:  AB. I I I . 2 18A /DPP-

Par ta i  Buruh / I I / 2 011  tangga l  19  Februar i  2011,  

Per iha l :  Penegasan  ten tang  Lega l i t a s  

Rekomendas i  Kepala  Daerah  Daerah  Kabupaten  

Tambrauw,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - -

19. T–19 

:   

Sura t  Rekomendas i  DPC Par ta i  Buruh  Kabupaten  

Tambrauw  (Ketua :  Jon ias  Ti tus  Ohoiner  dan  

Sekre ta r i s :  Maike l  Mayor ) ,  Nomor:  

001/DPC/PBKT/ I I / 2 011 ,  Tangga l :  11  Februar i  

2011,  Per iha l :  Sura t  Rekomendas i ,  ( fo t okop i  

sesua i  dengan as l i n ya )  ; -

20. T–20 

:   

Sura t  Keputusan  KPU Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

11/Kp ts /KPU- Kab.Tmb- 033.680764 /2011  tangga l  3 

Maret  2011  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  

Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  Peser ta  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Tambrauw Tahun 2011,  ( fo t okop i  

sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. T–21 

:   

PENGUMUMAN KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

11/KPU- TMB-033.680764 / I I I / 2 011  Tangga l  3  Maret  

2011,  mela lu i  RRI  Sorong,  ( fo t okop i  sesua i  

dengan fo tokop inya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. T–22 

:   

Kl i p i ng  Koran  Har ian  Radar  Sorong,  Har i  Rabu,  

tangga l  23 Februar i  2011,  Judu l  Ber i t a :  ”Par ta i  

Buruh  Akui  Adanya  Rekomendas i  Ganda” ,  ( fo t okop i  

sesua i  dengan as l i n ya )  ; - - - - - - - - -

23. T–23 

:   

Ber i t a  Acara  Pleno  KPU Prov ins i  Papua  Bara t ,  

Nomor:  04/BA/KPU- PB/2011  tangga l  16  Maret  2011  

ten tang  Rapat  Pleno  Pemer iksaan  Berkas  Calon  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Maybra t  dan  

Kabupaten  Tambrauw,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Halaman  63  da r i  105
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24. T–24 

:   

Sura t  Keputusan  KPU Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

14/Kp ts /KPU- Kab.Tmb- 033.680764 /2011  tangga l  21 

Maret  2011

ten tang  Pencabutan  dan/a tau  Pembata lan  Atas  

Sura t  Keputusan  KPU Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

11/Kp ts /KPU- Kab.Tmb- 033.680764 /2011  ten tang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  

Persyara tan  Sebagai  Peser ta  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Tambrauw  Tahun  2011,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. T–25 

:   

Pengumuman  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

14/KPU- TMB-033.680764 / I I I / 2 011  Tangga l  21 Maret  

2011,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. T–26 

:   

Sura t  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

270/19 /KPU- TMB/I I I / 2 011  tangga l  21  Maret  2011,  

Per iha l :  Pember i t ahuan ,  yang  di t u j u kan  kepada  

Pasangan  Baka l  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw,  ( fo t okop i  

sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

27. T–27 

:   

Kl i p i ng  Koran  Har ian  Radar  Sorong,  pada  har i  

Selasa ,  tangga l  22 Maret  2011,  berka i t an  dengan  

Pengumuman  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

14/KPU- TMB-033.680764 / I I I / 2 011  Tangga l  21 Maret  

2011,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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28. T–28 

:   

Kl i p i ng  Koran  Har ian  Papua Bara t  Pos,  pada har i  

Selasa ,  tangga l  22 Maret  2011,  berka i t an  dengan  

Pengumuman  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

14/KPU- TMB-033.680764 / I I I / 2 011  Tangga l  21 Maret  

2011.  Dan;  Kl ip i ng  Koran  Har ian  Papua  Bara t  

Pos,  pada  har i  Selasa ,  tangga l  22  Maret  2011,  

Judu l  Ber i t a :  ”KPU Tambrauw Bata l kan  SK Nomor:  

11  Tahun  2011” ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

29. T–29 

:   

Sura t  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

270/29 /KPU- TMB/IV /2011  tangga l  19  Apr i l  2011,  

Per iha l :  Pember i t ahuan ,  d i tu j ukan  kepada:  

Pasangan  Baka l  Calon  Kepala  Daerah  Gerzon  

J i tmau ,  SH,  MM dan  Waki l  Kepala  Daerah  Anthon  

Ti t i t ,  S.Pd  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

30. T–30 

:   

Sura t  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

270/30 /KPU- TMB/IV  /2011  tangga l  19  Apr i l  2011,  

Per iha l :   Pember i t ahuan ,  d i t u j u kan

kepada:  Pimpinan  DPD  Parpo l  Golkar  Kab.  

Tambrauw ser ta  Par ta i  Pengusung  Pasangan  Baka l  

Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kab.  Tambrauw  Tahun  2011  ( Gabr ie l  Assem,  SE,  

M.Si  dan  Yohanes  Yembra,  S.Sos) ,  ( fo t okop i  

sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

31. T–31 

:   

Formul i r  MODEL B  -  KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  

Yai tu :  Sura t    Penca lonan ,  Nomor:  SP-

007/Xe/KONAS-TMB/03.2011  Tangga l  25 Maret  2011,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  fo tokop inya ,  leges  d i  

PN  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Halaman  65  da r i  105
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32. T–32 

:   

Formul i r  MODEL B1  -  KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  

Yai tu :  Sura t  Pernya taan  Kesepakatan  Bersama 

Antara  Par ta i  Pol i t i k  Peser ta  Pemi lu  Dalam 

Penca lonan  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  Dan 

Waki l  Kepala  Daerah  Tangga l  25  Maret  2011,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  fo tokop inya ,  leges  d i  

PN sesua i  dengan as l i n ya )  ; - - - - - - - -

33. T–33 

:   

Formul i r  MODEL B2  -  KWK,KPU PARTAI  POLITIK ,  

Yai tu :  Sura t  Pernya taan  Par ta i  Pol i t i k  Dan/Atau  

Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  Tidak  Akan  Menar i k  

Penca lonan  Atas  Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  

Dan Waki l  Kepala  Daerah  Tangga l  25  Maret  2011,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  fo tokop inya ,  leges  d i  

PN  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

34. T–34 

:   

Formul i r  MODEL  B-  KWK.KPU  PARTAI  POLITIK ,  

Yai tu :  Sura t    Penca lonan ,  Nomor:  031/TPP-

GY/TMB/IV /2011  Tangga l  8  Apr i l  2011 ,  ( fo t okop i  

sesua i  dengan  fo tokop inya ,  leges  d i  PN sesua i  

dengan 

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

35. T–35 

:   

FORMULIR  MODEL B1  -  KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  

YAITU:  SURAT  PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA 

ANTAR  PARTAI  POLITIK  PESERTA  PEMILU  DALAM 

PENCALONAN PASANGAN CALON KEPALA  DAERAH DAN 

WAKIL  KEPALA  DAERAH Tangga l  8  Apr i l  2011,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  fo tokop inya ,  leges  d i  

PN  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

36. T–36 

:   

FORMULIR  MODEL B2  –  KWK.KPU PARTAI  POLITIK ,  

YAITU:  SURAT PERNYATAAN PARTAI  POLITIK  DAN/ATAU 

GABUNGAN PARTAI   POLITIK   TIDAK  AKAN  MENARIK 

PENCALONAN  ATAS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL  KEPALA 

DAERAH Tangga l  8  Maret  2011,  ( fo t okop i  sesua i  

dengan  fo tokop inya ,  leges  di  PN sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

37. T–37 

:   

Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Admin is t r a s i  dan  

Factua l  Terhadap  Par ta i  Pol i t i k  Pengusung  Bakal  

Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  d i  Kabupaten  Tambrauw Tahun  2011  – 2016  

Oleh  KPU Kabupaten  Tambrauw,  tangga l  27  Apr i l  

2011,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

38. T–38 

:   

Sura t  Di rek tu r  Tata  Negara  Di t j en  Admin is t r a s i  

Hukum Umum Kementer i an  Hukum dan Ham RI ,  Nomor:  

AHU.4.HM.02.03 .12 ,  tangga l  29  September  2010,  

Per iha l :  Permohonan  Pengumumam da lam  Ber i t a  

Negara  RI ,  d i t u j u kan  kepada  Di rek tu r  Utama 

Perusahaan  Umum Perce takan  Negara  RI ,  ( fo t okop i  

sesua i  dengan  

fo tokop inya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

39. T–39 

:   

Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  KPU Kabupaten  Tambrauw 

ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  Yang Memenuhi  

Persyara tan  Sebagai  Peser ta  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Tambrauw  Tahun  2011,  Nomor:  17/BA/ I I I / 2 011  

tangga l  2  Mei  2011,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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40. T–40 

:   

Sura t  Keputusan  KPU Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

17/Kp ts /KPU- Kab.Tmb- 033.680764 /2011  tangga l  02 

Mei  2011  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  Yang 

Memenuhi  Persyara tan  Sebagai  Peser ta  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Tambrauw Tahun  2011,  ( fo t okop i  sesua i  

dengan 

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

41. T–41 

:   

PENGUMUMAN KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

17/KPU- TMB-033.680764 / I I I / 2 011 ,  ( fo t okop i  

sesua i  dengan as l i n ya )  ; - - -

42. T–42 

:   

Sura t  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

270/37 /KPU- TMB/V/2011  tangga l  2  Mei  2011,  

Per iha l :  Pember i t ahuan ,  yang  di t u j u kan  kepada  

Pasangan  Baka l  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011:  

Gerzon  J i tmau,  SH,  MM.,  dan Anton  Ti t i t ,  S.Pd. ,  

( fo t okop i  sesua i

dengan 

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

43. T–43 

:   

KLIPING  Koran  Har ian  Radar  Sorong ,  pada  har i  

Selasa ,  tangga l  03  Mei  2011,   berka i t an  dengan  

PENGUMUMAN KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

17/KPU- TMB-033.680764 / I I I /  2011,  ( fo t okop i  

sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

44. T–44 

:   

KLIPING Koran  Har ian  Papua Bara t  Pos,  pada har i  

Selasa ,  tangga l  03  Mei  2011  berka i t an  dengan  

PENGUMUMAN KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

17/KPU- TMB-033.680764 / I I I  /2011 ,  ( fo t okop i  

sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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45. T–45 

:   

Sura t  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

270/36 /KPU- TMB/IV /2011  tangga l  4  Mei  2011,  

Per iha l  Pember i t ahuan ,  yang  di tu j u kan  kepada:  

Pasangan  Kandida t  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011:  

J immy  Demianus  I j i e ,  SH dan  Regina  Yekwan,  

S.Pd,  M.Si ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

46. T–46 

:   

Sura t  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

270/36 /KPU- TMB/IV /2011  tangga l  4  Mei  2011,  

Per iha l  Pember i t ahuan ,  yang  di tu j u kan  kepada:  

Pasangan  Kandida t  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011:  

Drs .  Menase Paa,  M.Si  dan Paska l i s  Baru ,  S.Pd. ,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

47. T–47 

:   

Sura t  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

270/36 /KPU- TMB/IV /2011  tangga l  4  Mei  2011,  

Per iha l  Pember i t ahuan ,  yang  di tu j u kan  kepada:  

Pasangan  Kandida t  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011:  

Gabr ie l  Assem,  SE,  M.Si  dan  Yohan is  Yembra,  

S.Sos. ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

48. T–48 

:   

Sura t  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

270/36 /KPU- TMB/IV /2011  tangga l  4  Mei  2011,  

Per iha l  Pember i t ahuan ,  yang  di tu j u kan  kepada:  

Pemer in tah  Daerah  Kabupaten  Tambrauw,  ( fo t okop i  

sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

49. T–49 

:   

Sura t  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

270/36 /KPU- TMB/IV /2011  tangga l  4  Mei  2011,  

Per iha l  Pember i t ahuan ,  yang
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di tu j ukan  kepada:  Ketua  Panwaslu  Kabupaten  

Tambrauw,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

50. T–50 

:   

Sura t  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

270/36 /KPU- TMB/IV /2011  tangga l  4  Mei  2011,  

Per iha l  Pember i t ahuan ,  yang  di tu j u kan  kepada:  

Bapak  KAPOLRES Sorang,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

51. T–51 

:   

Sura t  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

270/36 /KPU- TMB/IV /2011  tangga l  4  Mei  2011,  

Per iha l  Pember i t ahuan ,  yang  di tu j u kan  kepada:  

Ketua  DPR, ( fo t okop i  sesua i  dengan as l i nya )  ;

52. T–52 

:   

Sura t  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

270/36 /KPU- TMB/IV /2011  tangga l  4  Mei  2011,  

Per iha l  Pember i t ahuan ,  yang  di tu j u kan  kepada:  

Kepala  Kejaksaan  Sorong,  ( fo t okop i  sesua i  

dengan 

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

53. T–53 

:   

Ber i t a  Acara  Rapat  Pleno  KPU Kabupaten  Tambrauw 

ten tang  Pencabutan  dan  Penetapan  Nomor  Urut  

Pasangan  Calon  yang  memenuhi  persyara tan  

sebaga i  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011,  Nomor:  

18/BA/V/2011  tangga l  5  Mei  2011,  ( fo t okop i  

sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

54. T–54 

:   

Sura t  Keputusan  KPU Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

19/Kp ts /KPU- Tmb-033.680764/2011  tangga l  5  Mei  

2011  ten tang  Penetapan  Nomor  Urut  Pasangan  

Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Dalam  Pemi lu  

Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Tambrauw  Tahun  2011,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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55. T–55 

:   

Pera tu ran  KPU Nomor:  13  tahun  2010  ten tang  

Pedoman Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  

Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  as l i nya )  ; - - - - - - - - - -

56. T–56 

:   

Sal i nan  Putusan  Hakim  Tungga l  pada  Pengadi l an  

Tata  Usaha  Negara  Jayapura  (PTUN  JAYAPURA),  

da lam  Perkara  Nomor:  58/G/2010 /PTUN.JPR,  

tangga l  27  Januar i  2011,  ( fo t okop i  sesua i  

dengan 

as l i nya ) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

57. T–57 

:   

Sal i nan  Putusan  Maje l i s  Hakim  Banding  pada  

Pengad i l an  Tingg i  Tata  Usaha  Negara  Makassar  

(PT.TUN  MAKASSAR),  da lam  Perkara  Nomor:  

16/B .TUN/2011 /PT.TUN.MKS,  tangga l  11  Apr i l  

2011,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

58. T–58 

:   

Tanda  Ter ima  dar i  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  

berupa : ”Check  L is t ”  Kelengkapan  Berkas  

Admin is t r a s i  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011  

Yang  Dia jukan  Oleh  Calon  dar i  Parpo l /Gabungan  

Parpo l  Hasi l  Pemi lu  Leg is l a t i f  Tahun  2009,  

tangga l  10  Februar i  2011.A tas  nama  Pasangan  

Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah:Gabr i e l  Asem,  SE,  M.Si  dan  Yohan is  

Yembra,  S.Sos . ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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59. T–59 

:   

Tanda  Ter ima  dar i  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  

berupa : ”Check  L is t ”  Kelengkapan  Berkas  

Admin is t r a s i  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011  

Yang  Dia jukan  Oleh  Calon  dar i  Parpo l /Gabungan  

Parpo l  Hasi l  Pemi lu  Leg is l a t i f  Tahun  2009,  

tangga l  11  Februar i  2011.A tas  nama  Pasangan  

Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah:Gerzon  J i tmau ,  SH,  MM dan  Anton  Ti t i t ,  

S.Pd. ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

60. T–60 

:   

Tanda  Ter ima  dar i  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  

berupa : ”Check  L is t ”  Kelengkapan  Berkas  

Admin is t r a s i  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011  

Yang  Dia jukan  Oleh  Calon  dar i  Parpo l /Gabungan  

Parpo l  Hasi l  Pemi lu  Leg is l a t i f  Tahun  2009,  

tangga l  11  Februar i  2011.A tas  nama  Pasangan  

Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah:Pe t rus  P.  Yembra  dan  Drs .  Er ick  Mayor ,  

M.Si ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

61. T–61 

:   

Sura t  Keputusan  DPP Par ta i  Buruh,  Nomor:  058/S-

KEP/DPP- Par ta i  Buruh / IV /2010  tangga l  14  Apr i l  

2010  ten tang  Susunan  Kepengurusan  DPC Par ta i  

Buruh  Kabupaten  Tambrauw. ,  ( fo t okop i  sesua i  

dengan 

fo tokop inya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

62. T–62 

:   

Sura t  Pendaf ta ran  Organ isas i  Kanto r  Kesatuan  

Bangsa  Pol i t i k  Dan  Per l i ndungan  Masyaraka t ,  

Nomor:  220/73 /2011  tangga l  12  Januar i  2011,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya )  ; - - - - - - - - - - - - - - -
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63. T–63 

:   

Sura t  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

270/13 /KPU- TMB/I I / 2011 ,  tangga l  14  Februar i  

2011,  Per iha l :  Lega l i t a s  Rekomendas i ,  yang  

di tu j ukan  kepada:  Ketua  Par ta i  Buruh  (DPP 

Par ta i  Buruh) ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  as l i nya )  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

64. T–64 

:   

Akta  Notar i s  dan PPAT MAHRITA PAULIN RUNTULALO,  

SH. ,  Akta  :  Pernya taan  Keputusan  Rapat .  

(Perubahan  Anggaran  Dasar  Rumah Tangga  Par ta i  

Buruh)  Nomor    :  07.Tangga l  :  31  Mei  2010,  

( fo t okop i  sesua i  dengan  

fo tokop inya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

65. T–65 

:   

Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Admin is t r a s i  dan  

Factua l  Terhadap  Par ta i  Pol i t i k  Pengusung  

Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011  –  2016,  

tangga l  15  Apr i l  2011 ,  te rhadap  DPP Par ta i  

Kedaula tan .  Yang  d i  tanda  tangan i  o leh  Ketua  

Umum  dan  Sekre ta r i s  Jendera l  DPP  Par ta i  

Kedaula tan ,  ( fo t okop i  sesua i  dengan  

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - -

66. T–66 

:   

Ber i t a  Acara  Ver i f i k a s i  Admin is t r a s i  dan  

Factua l  Terhadap  Par ta i  Pol i t i k  Pengusung  

Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011  –  2016,  

tangga l  15  Apr i l  2011 ,  te rhadap  DPP Par ta i  

Pemuda  Indones ia  (DPP  PPI) .  Yang  di  tanda  

tangan i  o leh  Ketua  dan  Sekre ta r i s  Jendera l  DPP 

Par ta i  Pemuda  Indones ia , ,  ( fo t okop i  sesua i  

dengan 

as l i nya )  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Tergugat  t i dak  mengajukan  saks i  

walaupun  te l ah  diber i kan  kesempatan  untuk  mengajukan  saks i ;

Menimbang,  bahwa Para  Pihak  te l ah  mengajukan  kes impu lan  
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dipers i dangan  tangga l  6 Mei  2011;

Menimbang,  bahwa untuk  mempers ingka t  putusan  in i  sega la  

sesuatu  yang  te rmuat  da lam  ber i t a  acara  pers idangan  

merupakan  bagian  yang t i dak  te rp i sahkan  dar i  putusan  in i ;  

Menimbang,  bahwa  Para  Pihak  menyatakan  t i dak  ada  lag i  

yang  dikemukakan  dan se lan ju t nya  mohon putusan  dalam perkara  

in i .  Oleh  karena  i t u ,  Hakim  Tungga l  mengambi l  putusan  

berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  hukum  sebaga imana  

diu ra i kan  ber i ku t  in i ;  

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu juan  gugatan  Para  

Penggugat  adalah  sebaga imana  diu ra i kan  dalam duduk  sengketa  

in  casu  ;  

Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Para  Penggugat  te r t angga l  

6  Mei  2011,  Tergugat  te l ah  mengajukan  jawabannya  te r t angga l  

25  Mei  2011,  yang  mana  dida lam  jawaban  te rsebu t  te rmuat  

mengenai  ekseps i   ;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  dalam  jawaban  Terguga t  

te rnya ta  memuat  ekseps i ,  maka  sebe lum  memper t imbangkan  

ten tang  pokok  sengke ta ,  te r l eb i h  dahu lu  Hakim  akan  

memper t imbangkan  mengenai  ekseps i - ekseps i  te rsebu t  ;

DALAM  EKSEPSI  :

Menimbang,  bahwa ekseps i  yang  disampaikan  oleh  Terguga t  

pada pokoknya  adalah  sebaga i  ber i ku t   :

A. HAKIM  TUNGGAL A  QUO  TIDAK  MEMPUNYAI  KEWENANGAN 
MEMERIKSA  GUGATAN  YANG  DIAJUKAN  PARA  PENGGUGAT;

Sesua i  dengan  fak ta - fak ta  hukum  yang  sesungguhnya ,  

bahwasanya  dalam permasa lahan  pokok  perkara  in i  ada lah :
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1. Terdapat  dukungan  ganda/pencalonan  ganda da lam 

Pemi l i han  Kepala  Daerah  dalam  rangka  memi l i h  ca lon  

Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  pada  pemi l i han  umum Kepala  

Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw tahun  

2011  dar i  Dewan Pimpinan  Pusat  (DPP)  Parta i  Buruh yang  

sama,  dan  di tanda  tangan i  o leh  Ketua  Umum  dan  

Sekre ta r i s  Jendera l  yang  sama;

2. Terdapat  3  ( t iga )  Pengurus  DPC Parta i  Buruh  Kabupaten  

Tambrauw yang  berbeda  dalam  menandatangan i   Formul i r  

Model  B,  B1,  B2.  KWK.KPU  PARPOL. ;

Bahwa benar ,  awalnya  Tergugat  melakukan  k la r i f i k a s i  dengan  

cara  menyura t i  Pengurus  DPP Par ta i  Buruh  dengan  sura t  nomor :  

270/13 /KPU- TMB/I I / 2011  te r t angga l  14 Februar i  2011,  Per iha l :  

Lega l i t a s  Rekomendas i ;

Akhi rnya ,  Par ta i  Buruh  sesua i  Sura t  Keputusan ,  Nomor:  

11/Kp ts /KPU- Kab.033 .680764 /2011  tangga l  3 Maret  2011  ten tang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  

Peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011,  berada  pada  Pasangan  Bakal  

Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  atas  nama:  

Pet rus  Y.  Pangal i l a  dan  Drs .  Er ick  Mayor ,  M.Si . ,  dengan  

per t imbangan  hukum  ”pada  saat  i tu”  ada lah  Surat  dukungan 

terakhi r  dan  serta  terdapat  penegasan  lega l i t as  dukungan  

Rekomendasi  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw dar i  DPP Parta i  

Buruh d i t u j u kan  kepada  Pasangan  Baka l  Calon  Kepala  Daerah  

dan  Waki l  Kepala  Daerah  atas  nama:  Pet rus  Y.  Pangal i l a  dan  

Drs .  Er i ck  Mayor ,  M.Si . ,  sebaga imana  yang  diu ra i kan  te rsebu t  

d ia tas ,  sebaga imana  sesua i  dengan  is i  Surat  DPP Parta i  

Buruh,  Nomor:  AB. I I I . 2 18A/DPP  -  Parta i  Buruh  / I I / 2 011  

tanggal  19 Februar i  2011 ;

Bahwa karena  adanya  Keberatan  dar i  berbagai  Pasangan  Bakal  
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Calon  Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  

Tambrauw  tahun  2011 ,  maka  Tergugat  bersama- sama  KPU 

Kabupaten  Maybra t  mengadakan  Rapat  Pleno  bersama  KPU 

Prov ins i  Papua  Bara t  da lam  rangka  eva luas i  dan  pemer iksaan  

Berkas  Calon  Bupat i  dan Calon  Waki l  Bupat i  Kabupaten  Maybra t  

dan  Kabupaten  Tambrauw,  yang  jun t r ungnya  Terguga t  

mengeluarkan  Surat  Keputusan ,  Nomor:  14/Kp ts /KPU- Kab.Tmb-

033.680764/2011  tangga l  21  Maret  2011  ten tang  Pencabutan  

Dan/Atau  Pembata lan  Atas  Sura t  Keputusan  KPU  Kabupaten  

Tambrauw,  Nomor:  11/Kpts /KPU- Kab.033 .680764/2011  ten tang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  

Peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011,  dan  se lan ju t nya  melakukan  

ver i f i k a s i  admin is t r a s i  dan  fac tua l  u lang  te rhadap  5 ( l ima)  

Par ta i  po l i t i k  yang  bermasa lah .  Akhi rnya ,  pada  tangga l  27  

Apr i l  2011,  Tergugat  melakukan  ver i f i k a s i  admin is t r a s i  dan  

fac tua l  u lang  te rhadap  Pengurus  DPP Par ta i  Buruh;

Bahwa  secara  hukum,  t i ndakan  Tergugat  da lam  melakukan  

ver i f i k as i  adminis t ras i  dan  factua l  ulang  pada  tangga l  27 

Apr i l  2011  terhadap  Pengurus  DPP Parta i  Buruh  berka i tan  

dengan  masalah  pencalonan  ganda  oleh  Pengurus  DPP Parta i  

Buruh  sendir i  in  casu  Ketua  Umum yang  sama dan  berkai tan  

dengan 3 ( t iga )  Pengurus  DPC Parta i  Buruh Kabupaten  Tambrauw 

yang berbeda  ser ta  mempert imbangkan  lega l i t a s  dukungan  yang  

dibe r i k an  Pengurus  DPP Par ta i  Buruh  yang  di l akukan  Terguga t  

ada lah  kewenangan  yang  dibe r i k an  oleh  Pera tu ran  Perundang-

undangan  dalam hal  in i  Pera tu ran  KPU Nomor:  13  Tahun  2010,  

o leh  karena  i t u ,  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  in  

casu  Hakim  Tungga l  a  quo  t idak  berwenang  untuk  menguj i  

keabsahan Tergugat  dalam melaksanakan kewenangannya  te rsebu t  

karena  ha l  te rsebu t  merupakan  masalah  in te rna l  Par ta i  Buruh  

yang  bersangku tan ;

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT A QUO KABUR  ATAU TIDAK TERANG 
(EXCEPTIO  OBSCUUR  LIBELI )  ;

Adapun  dasar  dan  alasan  hukum Tergugat  mengajukan  ekseps i  

in i  mengacu pada fak ta - fak ta  hukum,  sebaga i  ber i ku t :
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1. Alasan  Gugatan  a  quo  Tidak  Jelas   ;

Bahwa  apab i l a  Tergugat  mengut ip  alasan  gugatan  Para  

Penggugat  a quo  halaman  3 ( t i ga )  yang  mendal i l k an :  ”Bahwa  

Keputusan  Tergugat  a quo adalah  sangat  merug ikan  bag i  Para  

Penggugat ,  karena  bertentangan  dengan Peraturan  Perundang-

undangan  dan  te lah  dike luarkan  secara  sewenang- wenang 

seh ingga  Para  Penggugat  berkepen t i ngan  untuk  mengajukan  

Gugatan  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  in i  sesuai  dengan  

ketentuan  Pasal  53  ayat  (2 )  huruf  a dan b UU No.  5 tahun  

1986  Jo.  UU  No.  9  Tahun  2004 ” ;

Yang  per l u  digar i s  bawahi  da lam  Alasan  Gugatan  a  quo  

ada lah  sebaga i  ber i ku t :

Keputusan  Tergugat  a  quo  :

1.1 . bertentangan  dengan  Peraturan  Perundang- undangan   

dan te lah  dike luarkan  secara  sewenang- wenang ;

1.2 . sesuai  dengan ketentuan  Pasal  53  ayat  (2 )  huruf  a   

dan b UU No.  5 tahun 1986 Jo.  UU No.  9 Tahun 2004 ;

Bahwa,  te rnya ta  Para  Penggugat  te l ah  menyimpulkan  

bahwasanya  Keputusan  a  quo  ber ten tangan  dengan  

Pera tu ran  Perundang- undangan  ”DAN” sewenang- wenangnya  

Tergugat  a  quo.  Bahwa  penggunaan  kata  ”DAN” d is i n i  

d ia r t i k an  Keputusan  a  quo  ber ten tangan  dengan  kedua  

hal  te rsebu t ;

Selan ju t nya ,  apab i l a  Tergugat  mel iha t  dan  membaca 

secara  seksama dan  te l i t i  i s i  dar i  ketentuan  Pasal  53  

ayat  (2 )  huruf  a dan b UU No.  5 tahun 1986  Jo.  UU No.  
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9  Tahun  2004 yang  te rakh i r  d i rubah  dengan  Undang-

Undang No.  51 Tahun 2009  tentang  Perubahan Kedua Atas  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Tentang  Peradi lan  

Tata  Usaha Negara ,  te lah  te rnya ta  keten tuan  Pasa l  53  

huru f  a  dan  b  te lah  te r j ad i  perubahan  sebaga imana  

di tegaskan  pada  Nomor:   35,  d isebu tkan  sebaga i  

ber i ku t :

Keten tuan  Pasal  53  diubah  seh ingga  berbuny i  sebaga i  

ber i ku t  ;

1) Orang  atau  badan  hukum perda ta  . . . . . . . . . . d s t n ya  ;

2) Alasan- alasan  yang  dapat  d igunakan  dalam  gugatan  

sebaga imana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1 )  ada lah :

a. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  i t u  

bertentangan  dengan  Peraturan  Perundang- undangan  

yang  ber laku ;

b. Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  diguga t  i t u  

bertentangan  dengan  asas- asas  umum pemerintahan  

yang  baik ;

Dar i  ura ian  fak ta - fak ta  hukum te rsebu t  d ia tas ,  

maka te rgambar  secara  hukum,  te l ah  te rnya ta  Para  

Penggugat  da lam  Gugatan  a  quo,  t i dak  secara  

cermat  dan  te l i t i  ;

a. Mengut ip  secara  benar  alasan- alasan  Gugatan  menuru t  

undang- undang  yang  ber l aku  dalam  perkara  in i ;

b. Para  Penggugat  te lah  te rnya ta  menggunakan  Pasal  53  

huru f  b  UU No.  5  tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  
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Usaha  Negara ,  yang sudah digant i  atau  direv is i  da lam 

UU No.  9  Tahun  2004  ten tang  Perubahan  Atas  UU No.  5  

Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  yang  

mana yang  te rakh i r  te l ah  di rubah  dengan  Undang- Undang 

No.  51 Tahun 2009 tentang  Perubahan Kedua Atas  Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradi lan  Tata  Usaha  

Negara .

2. Antara  Posi ta  dan  Pet i tum  Gugatan  a  quo  berto lak   

belakang .  

Bahwa konsekuens i  hukum te rhadap  Angka  Romawi  I I I  ten tang  

alasan  gugatan  a quo  halaman  3 ( t i ga ) ,  maka  ”seharusnya”  

Para  Penggugat  da lam  ura ian  harus  di l akukan  secara  

cermat ,  je l as  dan te l i t i  d ida lam Posi t a  Gugatan  dalam hal  

menguj i  obyek gugatan  in  l i t i s  ada lah  bertentangan dengan  

Peraturan  Perundang- undangan dan te lah  dike luarkan  secara  

sewenang- wenang,  ter l epas  persoalan  hukum alasan- alasan  

hukum Pasal  53  huruf  b te lah  digant i  atau  direv is i  atau  

dengan  perka taan  la i n ,  ter l epas  persoalan  hukum keten tuan  

Pasal  53 Ayat  (2 )  UU No.  5 tahun  1986  yang  menyebutkan  3 

( t i ga )  a lasan- alasan  Gugatan ,  yang  mana  te l ah  digan t i  

atau  d i rev i s i  menjad i  2  (dua)  alasan- a lasan  Gugatan  

te rhadap  Keputusan  Tata  Usaha Negara  dalam UU No.  9 Tahun  

2004  Jo.  UU  No.  51  Tahun  2009;

Ar t i nya  dalam  perkara  a  quo,  seharusnya  Para  Penggugat  

mengungkapkan  secara  fak ta - fak ta  pe langgaran  hukum dan  

mengura ikan  secara  cermat ,  je l as  dan  te rpe r i n c i  bag ian  

mana  dalam  obyek  gugatan  adalah   bertentangan  dengan  

PASAL-PASAL  dar i  Peraturan  Perundang- undangan,  baik  

bers i fa t  prosedur / fo rmal  atau  mater i i l / s ubs tans ia l  dan 

oleh  karena  i tu  te lah  dike luarkan  secara  sewenang- wenang;  

I ron i snya ,  Para  Penggugat  da lam  Pos i ta  Gugatan   po in  1  
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(sa tu )  sampai  dengan  poin  10  (sepu luh ) ,  t idak  ada  satu  

pun dal i l  Para  Penggugat  a  quo  yang  secara  te rpe r i n c i ,  

je l as  dan  tegas  mengura ikan  dan  melakukan  PENGUJIAN 

te rhadap   ketentuan  Pasal  53  ayat  (2 )  huruf  a  dan b UU 

No.  5  tahun  1986  Jo.  UU No.  9  Tahun 2004  Jo UU No.  51  

Tahun  2009   te rhadap  obyek  gugatan  berka i t an  dengan  

fak ta - fak ta  pe langgaran  hukum.  Akan  te tap i ,  pada  bagian  

Pet i t um  Gugatan  Para  Penggugat  a quo  langsung,  menuntu t :

point  2  (dua) :  ”Menyatakan  Bata l  atau  t i dak  sah  

Keputusan  Tata  Usaha  Usaha  Negara  Nomor:  17/Kpts /KPU-

Kab.Tmb- 033.680764 /2011  ten tang  Penetapan  Pasangan  

Calon  yang  memenuhi  Persyara tan  Sebagai  Peser ta  

Pemi l i han  Umum Kepala  Umum Daerah  dan  Waki l  Kepala  

daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011”  ;

Point  3  ( t iga ) :  ”Memer in tahkan  Terguga t  untuk  mencabut  

Keputusan  Tata  Usaha  Usaha  Negara  Nomor:  17/Kpts /KPU-

Kab.Tmb- 033.680764 /2011  ten tang  Penetapan  Pasangan  

Calon  yang  memenuhi  Persyara tan  Sebagai  Peser ta  

Pemi l i han  Umum Kepala  Umum Daerah  dan  Waki l  Kepala  

daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011  dan  se lan ju t nya  

memer in tahkan  Tergugat  menerb i t kan  Keputusan  yang  

menetapkan  Penggugat  sebaga i  sa lah  satu  Pasangan  Calon  

yang  memenuhi  Persyara tan  Pemi l i han  Umum Kepala  daerah  

Kabupaten  Tambrauw  tahun  2011” ;

3. Antara  Ident i t as  Para  Penggugat  dengan Posi ta  Gugatan  a   
quo  Sal ing  Pertentangan  ;

Bahwa iden t i t a s  Para  Penggugat  pada  bagian  awal  gugatan  a 

quo  te l ah  disebu tkan  secara  benar ,  ya i t u :  Gerzon  Ji tmau,  

SH,  MM dan  Anton  Ti t i t ,  S.Pd ,  yang  da lam  hal  in i  

member ikan  Sura t  Kuasa  Khusus  bermate re i  cukup  te r t angga l  

4  Mei  2011  kepada:  DR.  Muchta r  Pakpahan,  SH,  MA.,  

Hotmara ja  B.  Nainggo lan ,  SH. ,  James  Simanjun tak ,  SH. ,  

Budiyono ,  SH. ,  Yohannes  Dar tha  Pakpahan,  SH. ,  Sabinus  Moa,  
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SH. ,  Advokat  dar i  Law  Off i ce  Muchta r  Pakpahan  & 

Assoc ia tes ,  berkedudukan  di  Ja lan  Tanah  Tingg i  I I  No.  44  

B,  Johar  Baru ,  Jakar t a  Pusat ,  untuk  se lan ju t nya  disebu t  

sebaga i :  PARA PENGGUGAT;

Akan  te tap i ,  apab i l a  Tergugat  ”mengut ip  poin  1  (satu )  

Posi ta  Gugatan  a  quo”,  yang  mendal i l k an :  ”Bahwa  Para  

Penggugat  adalah  Calon  Bupat i  Kabupaten  Tambrauw  yang  

berpasangan  dengan  Calon  Waki l  Bupat i  Sdr.  Anton  Ti t i t ,  

S.Pd”  ;

Bahwa anta ra  Iden t i t a s  Para  Penggugat  dan  Poin t  1  (sa tu )  

Pos i ta  Gugatan  a  quo,  maka  tergambar  secara  hukum,  

bahwasanya :

a. Ternya ta  nama Calon  Waki l  Bupat i  Sdr.  Anton Ti t i t ,  

S.Pd  yang  dimaksudkan  dalam Posi ta  po in  1  (sa tu )  

ada lah  berbeda  dengan  Anton  Ti t i t ,  S.Pd  yang  

dimaksudkan  dalam  Iden t i t a s  Para  Penggugat ;

b. Bahwa  Para  Penggugat  yang  terd i r i  dar i  2  (dua)  

orang ya i t u  Calon  Bupat i  Kabupaten  Tambrauw yang  

berpasangan  dengan  Calon  Waki l  Bupat i  Sdr .  Anton  

Ti t i t ,  S.Pd.  ;

c. Dalam perkara  a  quo  te rdapa t  2  (dua)  Calon  Kepala  

Daerah  dan  1  (sa tu )  Calon  Waki l  Kepala  Daerah  ;

  Dengan  demik ian ,  te rbuk t i  secara  hukum gugatan  Para  

Penggugat  a  quo  ada lah  sa l i ng  per ten tangan  antara  

Ident i t as  Para  Penggugat  dengan  Posi ta  Gugatan  yang  

jun t r ungnya  Gugatan  a  quo  semakin  t i dak  je l as ;

4. Surat  Kuasa  Khusus  Para  Penggugat  a  quo  t idak  je las   ;
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Bahwa  tangga l  pembuatan  Surat  Gugatan  a  quo  ter tu l i s  

tanggal  6 Mei  2011  karena  mengacu  pada  Surat  Kuasa Khusus  

tanggal  4  Mei  2011 ,  yang  lengkapnya  seper t i  yang  te r t u l i s  

d ida lam  Gugatan  a  quo  pada  halaman  1  (sa tu ) :

Yang  da lam  hal  in i  member ikan  Surat  Kuasa  Khusus 

bermatere i  cukup ter tanggal  4 Mei  2011  kepada:  DR.  Muchtar  

Pakpahan,  SH,  MA.,  Hotmara ja  B.  Nainggo lan ,  SH. ,  James  

Simanjun tak ,  SH. ,  Budiyono ,  SH. ,  Yohannes  Dar tha  Pakpahan,  

SH. ,  Sabinus  Moa,  SH. ,  Advokat  dar i  Law  Of f i ce  Muchtar  

Pakpahan  & Assoc ia tes ,  berkedudukan  di  Ja lan  Tanah  Tingg i  

I I  No.  44  B,  Johar  Baru ,  Jakar ta  Pusat ,  untuk  se lan ju t nya  

disebu t  sebaga i :  PARA  PENGGUGAT ;

Akan  te tap i ,  pada  pers idangan  per tama,  pada  har i  Senin  

tanggal  23  Mei  2011  d i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura ,  te l ah  te rnya ta  Sura t  Kuasa  Khusus  yang  

dise rahkan  oleh  Para  Penggugat  a  quo  mela lu i  Kuasanya  

te r t u l i s :  ”Jakar ta ,  09  Mei  2011” .  ;

Oleh  karena  i t u ,  secara  hukum te lah  te rbuk t i  bahwasanya  

Gugatan  Para  Penggugat  a  quo  mela lu i  Kuasanya  sebe lumnya  

”mendahulu i”  mendaf ta r kan  gugatan  a  quo  di  Kepani t e r aan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  ”tanpa  ada  Surat  

Kuasa  Khusus  tanggal  4  Mei  2011”  atau  set i dak - t i daknya  

dalam  perkara  in i  ”terdapat  perbedaan”   anta ra  ”Surat  

Kuasa  Khusus ter tanggal  09  Mei  2011”  yang  dise rahkan  dan  

dipe r l i h a t k an  pada  Pers idangan  yang  te rbuka  untuk  umum 

pada  har i  Senin ,  tangga l  23  Mei  2011  ” dengan  apa  yang  

disebutkan  dalam gugatan  a  quo” .  Dengan  demik ian ,  secara  

hukum  pula  sesua i  fak ta  hukum  pers idangan ,  terbukt i  

Gugatan  Para  Penggugat  a  quo  t idak  sah  terdaf ta r  di  

Kepani te raan  Pengadi lan  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  dan  

dis idangkan  oleh  Hakim  Tunggal  a  quo. ;
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Bahwa,  ber t i t i k  to l ak  dar i  sega la  ura ian  DASAR dan  ALASAN 

HUKUM yang  kebenarannya  t i dak  dapat  d isangka l  lag i ,  apa lag i  

d idukung  dengan  ala t  bukt i  authen t i k ,  maka  mohon  k i ranya  

Bapak  Hakim Tungga l  yang  memer iksa  dan mengadi l i  perka ra  in i  

menyatakan  bahwa  gugatan  Para  Penggugat  a  quo  dinyatakan  

t idak  dapat  di te r ima  (Nie t  Onvakel i j ke  Verklaard )  ;

Menimbang,  bahwa  ekseps i - ekseps i  yang  d ia jukan  oleh  

Tergugat  yang  te ru ra i  d ia tas  menuru t  Hakim yang  mengadi l i  

perka ra  a quo ,  te rmasuk  dalam penger t i a n  ekseps i  abso lu t  dan 

ekseps i  la i nnya  sebaga imana  dia tu r  da lam Pasa l  77  ayat  (1 )  

dan  (3 )  Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun   1986  Jo.   Undang-

Undang  Nomor  :  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  ;  

Menimbang,  bahwa o leh  karena  dalam jawabannya  Terguga t  

memuat  ten tang  ekseps i ,  maka  sebe lum  mempert imbangkan  

ten tang  pokok  sengke ta  a  quo ,  te r l eb i h  dahu lu  Hakim  akan  

memper t imbangkan  ekseps i - ekseps i  te r sebu t ,  karena  

berdasarkan  keten tuan  Pasa l  77  ayat  (1 )  Undang- Undang  

Nomor  :  5 Tahun 1986 Jo.  Undang- Undang Nomor  :  51 Tahun 2009  

pada  in t i n ya  menentukan  bahwa  te rhadap  ekseps i  kewenangan  

mengadi l i  dapat  d ipu tus  sewaktu - waktu ,  sedangkan  te rhadap  

keten tuan  Pasa l  77  ayat  (3 )  menentukan  bahwa  te rhadap  

ekseps i  la i n  yang  t i dak  mengenai  kewenangan  pengad i l an  hanya  

dapat  d ipu tus  bersama dengan pokok  sengketa  ;   

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i - ekseps i  te rsebu t  

Hakim berpendapat  seper t i  yang  te ru ra i  d i  bawah in i  ;   

Ekseps i  Tergugat  ke – 1 :     Hakim  Tungga l  A  quo  Tidak   

Mempunyai  Kewenangan  Memer iksa  Gugatan  

Yang Dia jukan  Para  Penggugat  ;

Menimbang,  bahwa pada in t i n ya  ekseps i  ke  -  1 Tergugat  a  

quo  yang  pada pokoknya  mengura ikan  bahwa Hakim Tungga l  t i dak  

berwenang  mengadi l i  sengketa  in  l i t i s  karena  berka i t an  

dengan  masalah  in t e r na l  Par ta i  Pol i t i k  ( in  casu  Par ta i  
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Buruh)  ;  bahwa  dengan  kata  la i n  yang  dimaksudkan  dalam 

ekseps i  te rsebu t  memuat  t i dak  berwenangnya  Pengad i l an  Tata  

Usaha  da lam memer iksa ,  mengadi l i ,  memutus  dan  menyelesa i kan  

sengketa  in  l i t i s  ;  bahwa  te rhadap  ekseps i  a  quo ,  Hakim 

Tungga l  mempert imbangkannya  sebaga i  ber i ku t  ;

Menimbang,  bahwa Pasal  16 ayat  (1 )  Undang- Undang Nomor:  

4  Tahun  2004  Tentang  Kekuasaan  Kehak iman  menentukan  bahwa 

Pengad i l an  t i dak  boleh  menolak  untuk  memer iksa ,  mengadi l i ,  

dan  memutus  suatu  perkara  yang  dia j ukan  dengan  dal i l  bahwa 

hukum t i dak  ada  atau  kurang  je l as ,  mela inkan  waj ib  untuk  

memer iksa  dan mengadi l i n ya  ;

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  keputusan  ta ta  

usaha  negara  menuru t  keten tuan  Pasal  1 angka  9 Undang- Undang 

Nomor:  9 Tahun  2004 Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

ada lah  :

“sua tu  penetapan  te r t u l i s  yang  dike lua rkan  oleh  Badan  
atau  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  yang  ber i s i k an  t i ndakan  
hukum  ta ta  usaha  negara  yang  berdasarkan  pera tu ran  
perundang- undangan  yang  ber laku ,  yang  bers i f a t  konkre t ,  
ind i v i d ua l ,  dan  f i na l  yang  menimbulkan  ak iba t  hukum bag i  
seseorang  atau  badan  hukum  perda ta ”   ;

dan te rhadap  penger t i an  Tergugat  te rmuat  da lam Pasal  1 angka  

( 12)  menentukan  bahwa :

“ Tergugat  ada lah  badan  atau  pejaba t  ta ta  usaha  negara  
yang  mengeluarkan  keputusan  berdasarkan  wewenang  yang  ada  
padanya  atau  yang  di l impahkan  kepadanya ,  yang  d iguga t  
o leh  orang  atau  badan  hukum  perda ta ”  ;

Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  KPU  menuru t  

keten tuan  Pasal  1  angka  (6 )  Undang- Undang  Nomor  :  22  Tahun  

2007  Tentang  Penye lenggara  Pemi lu  ada lah  lembaga  

penye lenggara  Pemi lu  yang  bers i f a t  nas iona l ,  te tap ,  dan  

mandi r i ,  sedangkan   dalam  angka  (7 )  a  quo memberikan  

pengert ian  KPU  Prov ins i  dan  KPU  Kabupaten /Ko ta  ada lah  

penye lenggara  Pemi lu  di  Prov ins i  dan Kabupaten /Ko ta ;
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Menimbang,  bahwa  eks is t ens i  KPU /  KPU Prov ins i  /  KPU 

Kabupaten /Ko ta  ada lah  sebaga i  penye lenggara  Pemi lu  yang  

membantu  tugas  pemer in tahan  sebaga i  lembaga  independen  dalam 

mensukseskan  berbaga i  penye lenggaraan  Pemi lu  dan  te rhadap  

Tegugat  in  casu  ada lah  KPU  Kabupaten  Tambrauw  yang  

melaksanakan  rangka ian  keg ia tan  PILKADA  di  Kabupaten  

Tambrauw ;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  KPU maupun  KPU Prov ins i  

dan  KPU Kabupaten /Ko ta  menyelenggarakan  tugas  pemer in tahan  

dib idang  penye lenggaran  Pemi lu ,  maka  menuru t  Hakim  yang  

mengadi l i  sengketa  in  l i t i s ,  Komis i  Pemi l i han  Umum ada lah  

Badan/Pe jaba t  Tata  Usaha Negara  yang  menyelenggarakan  urusan  

pemer in tahan  dib i dang  pemi l i han  umum;

Menimbang,  bahwa Pasal  2 huru f  (g )  Undang- Undang Nomor:  

5 Tahun 1986 Jo.  Undang- Undang Nomor  :  51 Tahun 2009 Tentang  

Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  pada  in t i n ya  menyatakan  bahwa 

keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum baik  di  pusat  maupun  di  

daerah  mengena i  has i l  pemi l i han  umum t i dak  te rmasuk  dalam 

penger t i an  keputusan  ta ta  usaha  negara ,  penger t i an  mana 

dipe r t egas  lag i  dengan  Sura t  Edaran  Mahkamah Agung  Nomor:  8  

Tahun 2005;

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  obyek  sengketa  dalam 

perkara  in  l i t i s ,  adalah  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Tambrauw   Nomor  :  17/Kp ts /KPU- Kab.Tmb-

033.680764/2011 ,  tangga l  2  Mei  2011  Tentang  Penetapan  

Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  Peser ta  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Tambrauw Tahun  2011,  yang  pada  pokoknya  is i  ob jek  

sengketa  a  quo  melampi rkan  3  ( t i ga )  Pasangan  Calon  

Bupat i /Wak i l  Bupat i  Kabupaten  Tambrauw  yang  dinya takan  

memenuhi  syara t  untuk  di t e t apkan  sebaga i  ca lon  Bupat i /Wak i l  

Bupat i  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011,  sedangkan  Para  

Penggugat  t i dak  di l amp i r kan  nama- namanya  karena  menuru t  
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Tergugat ,  Para  Penggugat  t i dak  memenuhi  syara t  15% dar i  

dukungan  Par ta i  Pol i t i k  ;  bahwa t i ndakan  Tergugat  te rsebu t  

menuru t  Para  Penggugat  te l ah  merug ikan  Para  Penggugat  karena  

te rhadap  Par ta i  buruh  te lah  di l akukan  ver i f i k a s i  

admin is t r a s i  dan fak tua l  tangga l  27 Apr i l  2011 di  DPP Par ta i  

Buruh  dan  dalam  penentuan  te rhadap  dukungan  ganda  a  quo ,  

te l ah  di t e t apkan  Para  Penggugat l ah  yang  di te t apkan  oleh  

Par ta i  Buruh  ;  bahwa  te rnya ta  objek  sengketa  merupakan  

bentuk  t i ndakan  admin is t r a t i f  ;  bahwa  pada  in t i n ya  objek  

sengketa  bukan  merupakan  penetapan  has i l  Pemi lukada ,  akan  

te tap i  merupakan  sa lah  satu  penetapan  dalam  proses  

pentahapan  Pemi lukada  ;  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  penetapan  yang  d i t e rb i t k an  

oleh  Terguga t  (KPU  Kabupaten  Tambrauw)  sangat  je l as  

merupakan  penetapan  memenuhi  unsur  Keten tuan  Pasa l  1 angka  9  

Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  berupa  :  penetapan  te rsebu t  berben tuk  

te r t u l i s  ;  d i t e rb i t k an  oleh  Penye lenggara  Pemi lukada  ;  

ber i s i k an  t i ndakan  hukum ;  bers i f a t  konkr i t ,  ind i v i dua l  dan  

f i na l  ;  ser ta  te l ah  mengak iba tkan  ak iba t  hukum bag i  Para  

Penggugat  ;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  obyek  sengketa  bukan  

merupakan  k las i f i k a s i  yang  d imaksud  oleh  keten tuan  Pasal  2 

huru f  (g )  Undang- Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  Jo.  Undang-

Undang  Nomor  :  9  Tahun  2004  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jo.  Sura t  Edaran  Mahkamah Agung Nomor  :  8 Tahun 2005,  

maka obyek  sengke ta  yang  di te r b i t k an  oleh  Terguga t  te rmasuk  

keputusan  ta ta  usaha  negara  sebaga imana  dimaksud  dalam 

keten tuan  Pasal  1  angka  (9 )  Undang- Undang  9  Tahun  2004  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  ;  bahwa  Tergugat  ada lah  

Penye lenggara  Pemi lukada  di  Kabupaten  Tambrauw  Prov ins i  

Papua  Bara t  yang  merupakan  bag ian  yur id i k s i  dar i  PTUN 

Jayapura  (Keten tuan  Pasal  54 ayat  (2 )  Undang- Undang PERATUN) 

seh ingga  sengketa  a  quo  dapat  d ipe r i k sa  dan  dipu tus  oleh  

Pengad i l an  Tata  Usaha Negara  Jayapura ;
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Menimbang,  bahwa  te rhadap  pernya taan  Tergugat  yang  

disampaikan  dalam  konk lus i nya  te r t angga l  6  Jun i  2011  hal  

mana  mengura i kan  ten tang  Putusan  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Jayapura  Nomor  :  35/G/2010 /PTUN.JPR  tangga l  18  

Nopember  2010,  yang  da lam  per t imbangannya  mengura ikan  

ten tang  kewenangan  mengadi l i  atas  sengketa  in te rna l  Par ta i  

Pol i t i k  (Par ta i  Barnas)  dimana  oleh  Maje l i s  Hakim  a  quo  

dinya takan  bukan  menjad i  kewenangan  Pengadi l an  untuk  

memer iksa  dan  mengadi l i n ya ,  menuru t  Hakim  Tungga l  a  quo 

ada lah  dal i l  ekseps i  ( in  l i t i s  da lam konk lus i )  sangat  t i dak  

berdasar ,  karena  Tergugat  t i dak  mencermat i  keten tuan  yang  

menjad i  aturan  tekn i snya  sebaga i  dasar  per t imbangan  Maje l i s  

Hakim ;  bahwa j i ka  dice rmat i  keten tuan  Pera tu ran  KPU Nomor  :  

68  Tahun  2009  ten tang  Pedoman Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Dan  Waki l  Kepala  Daerah ,  

sebaga i  dasar  per t imbangan  Putusan  te rsebu t  t i dak  d i t emukan  

satu  Pasa lpun  yang  secara  at r i bu t i f ,  de lega t i f  maupun mandat  

yang  dibe r i k an  kepada  Penye lenggara  Pemi lukada  untuk  

melakukan  k la r i f i k a s i  berupa  ver i f i k a s i  admin i s t r a s i  maupun 

fak tua l  sebaga i  mana  yang  d ia tu r  dalam  keten tuan  Pasal  61  

Pera tu ran  KPU Nomor  13  Tahun  2010,  seh ingga  t i dak  dapat  

d i j ad i kan  landasan  yur i d i s  bag i  Maje l i s  Hakim  a  quo  untuk  

menguj i nya  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  ekseps i  Terguga t  yang  

menyatakan  bahwa  Hakim  Tungga l  t i dak  berwenang  mengadi l i  

perka ra  in  l i t i s  d ipe r t imbangkan  demik ian  ;  da lam keten tuan  

Pasal  98 dan 99 Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986 Jo.  Undang-

Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha 

Negara  menentukan  :

Pemeriksaan  Dengan Acara  Cepat
Pasal  98
(1 )  

Apabi l a  te rdapa t  kepent i ngan  penggugat  yang  cukup  
mendesak  yang  harus  dapat  d is impu l kan  dar i  a lasan- alasan  
permohonannya ,  penggugat  da lam  gugatannya  dapat  memohon 
kepada  Pengad i l an  supaya  pemer iksaan  sengke ta  
dipe rcepa t ;
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(2 ) Ketua  Pengad i l an  da lam  jangka  waktu  empat  be las  har i  
sete lah  di te r imanya  permohonan  sebaga imana  dimaksud  
dalam ayat  (1 )  mengeluarkan  penetapan  ten tang  dikabu l kan  
atau  t i dak  dikabu l kannya  permohonan  te rsebu t ;

(3 )  Terhadap  penetapan  sebaga imana  dimaksud  dalam  ayat  (2 )  
t i dak  dapat  d igunakan  upaya  hukum;

Pasal  99
(1 )  

Pemer iksaan  dengan  acara  cepat  d i l akukan  dengan  Hakim 
Tungga l ;

(2 )  

Dalam hal  permohonan  sebaga imana  dimaksud  dalam Pasa l  98  
ayat  (1 )  d ikabu l kan ,  Ketua  Pengad i l an  dalam jangka  waktu  
tu j uh  har i  sete lah  dike lua r kannya  penetapan  sebaga imana  
dimaksud  dalam Pasal  98 ayat  (2 )menentukan  har i ,  tempat ,  
dan  waktu  s idang  tanpa  mela lu i  prosedur  pemer iksaan  
pers i apan  sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasal  63;

(3 )  

Tenggang  waktu  untuk  jawaban  dan  pembukt i an  bag i  kedua  
belah  p ihak ,  masing- masing  di ten tukan  t i dak  meleb ih i  
empat  be las  har i ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  sengketa  a  quo  Ketua  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  te lah  menerb i t kan  

Penetapan  Acara  Cepat  maupun  Penetapan  Hakim  Tungga l  yang  

memer iksa ,  mengadi l i  dan  memutus  sengketa  in  casu  

sebaga imana  yang  dimaksudkan  dalam keten tuan  Pasa l  98 dan 99  

Undang- Undang  PERATUN,  oleh  karenanya  menuru t  Hakim  tungga l  

yang  mengadi l i  sengketa  in  l i t i s ,  ob jek  sengketa  merupakan  

Keputusan  Tata  Usaha  Negara ,  te rdapa t  kepent i ngan  Para  

Penggugat ,  d i t e rb i t k an  oleh  KPU Kabupaten  Tambrauw  sebaga i  

Tergugat  yang  masuk  dalam  Yur id i k s i  PTUN  Jayapua,  dan  

dipe r i k sa  dengan  acara  cepat ,  maka te rhadap  ekseps i  Tergugat  

yang  menyatakan  bahwa  Hakim  Tungga l  a  quo  t i dak  mempunya i  

kewenangan  memer iksa  gugatan  yang  d ia j ukan  oleh  Para  

Penggugat  t i dak l ah  berdasar  dan  te rhadap  ekseps i  te r sebu t  

d inya takan  t i dak  d i t e r ima  ;

Ekseps i  Tergugat  ke  –  2
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:
                                                                                         

Gugatan  Para  Penggugat  A quo  Kabur  Atau  

Tidak  Terang  (excep t i o  obscuur  l i be l i )  ;

Menimbang,  bahwa ekseps i  Tergugat  ke- 2  yang  menyatakan  

bahwa gugatan  Para  Penggugat  a  quo  kabur  atau  t i dak  te rang  

disusun  dengan  mengura ikan  ket i dak  je l asan  gugatan  a  quo 

dar i  sudut  pandang  (1 )  a lasan  gugatan  a quo  t i dak  je l as ;  (2 )  

anta ra  pos i t a  dan  pet i t um  gugatan  a  quo  ber to l ak  be lakang ;  

(3 )  anta ra  iden t i t a s  Para  Penggugat  dengan  pos i t a  gugatan  a  

quo  sa l i ng  per ten tangan  dan;  (4 )  sura t  kuasa  khusus  Para  

Penggugat  a  quo  t i dak  je l as ,  d ipe r t imbangkan  oleh  Hakim 

Tungga l  sebaga i  ber i ku t  :

Menimbang,  bahwa keten tuan  mengena i  ekseps i  d ia tu r  pada  

Pasal  77  Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  

Nomor  51  Tahun  2009  Tentang   Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  

yang  menentukan  bahwa :

Pasal  77

1) Ekseps i  ten tang  kewenangan  abso lu t  Pengad i l an  
dapat  d ia j ukan  set i ap  waktu  se lama  pemer iksaan ,  
dan  meskipun  t i dak  ada  ekseps i  ten tang  kewenangan  
abso lu t  Pengad i l an  apab i l a  Hakim  mengetahu i  ha l  
i t u ,  ia  karena  jaba tannya  waj ib  menyatakan  bahwa  
Pangad i l an  t i dak  berwenang  mengadi l i  sengketa  yang  
bersangku tan  ;

2) Ekseps i  ten tang  kewenangan  re la t i f  Pengad i l an  
dia jukan  sebe lum  disampaikan  jawaban  atas  pokok  
sengketa ,  dan  ekseps i  te rsebu t  harus  dipu tus  
sebe lum  pokok  sengketa  diper i k sa  ;

3) Ekseps i  la i n  yang  t i dak  mengena i  kewenangan  
Pengad i l an  hanya  dapat  d ipu tus  bersama  dengan  
pokok  sengketa  ;

Menimbang,  bahwa yang  dimaksud  dengan  ekseps i  la i n  
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dalam  prak tek  hukum acara  d i  perad i l an  ta ta  usaha  negara  

ada lah  ekseps i  yang  berka i t an  dengan  anta ra  la i n  :  tenggang  

waktu  ( l ewat  waktu /be lum  waktunya  =  kada lua rsa /p r ematu r ) ,  

perka ra  sama  yang  te l ah  berkekua tan  hukum te tap  seh ingga  

berdasarkan  asas  nebis  in  idem perka ra  i t u  t i dak  dapat  

d iad i l i  lag i  maupun t i dak  adanya  kepent i ngan  Penggugat  da lam 

mengajukan  gugatan  sengketa  ta ta  usaha  negara  ;

Menimbang,  bahwa dalam ekseps i  ke- 2 angka  (1) ,  (2 ) ,  (3 )  

dan  (4 )  yang  merupakan  in t i  da l i l  ekseps inya  te rnya ta  

Tergugat  t i dak  memi l i k i  dasar  maupun  a lasan  hukum  yang  

layak ,  bahwa sete lah  Hakim Tungga l  mencermat i  secara  seksama 

alasan  yang  mendasar i  Tergugat  mengajukan  ekseps i  a  quo 

ada lah  hal - ha l  yang  berka i t an  dengan  pokok  perkara  maupun 

hukum acara  dan t i dak  berdasarkan  keten tuan  Pasal  77 Undang-

Undang  Nomor  5  Tahun  1986  Jo.  Undang- Undang  Nomor  51  Tahun  

2009  sebaga i  landasan  yur i d i s  da lam  mengajukan  ekseps i  dan  

te rhadap  ekseps i  a quo  menuru t  Hakim Tungga l  adalah  ekseps i  

yang  t i dak  memuat  ha l  eksept i f  o leh  karenanya  te rhadap  

ekseps i  te rsebu t  patu t l ah  untuk  di to l a k  ;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  ekseps i  Tergugat  te l ah  

dipe r t imbangkan  dan  dinya takan  t i dak  dapat  d i  te r ima  maupun  

di to l ak ,  maka  Hakim  Tungga l  se lan ju t nya  akan  

memper t imbangkan  pokok  sengketanya  ;

DALAM  POKOK  SENGKETA :

Menimbang,  bahwa  yang  dimin takan  Para  Penggugat  untuk  

diba ta l kan  atau  dinya takan  t i dak  sah  o leh  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Jayapura  ada lah  berupa  Sura t  Keputusan  Komis i  

Pemi l i han  Umum Kabupaten  Tambrauw   Nomor  :  17/Kpts /KPU-

Kab.Tmb- 033.680764 /2011 ,  tangga l  2  Mei  2011  Tentang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  

Peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Dan Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Tambrauw Tahun 2011 (buk t i  P- 9 = T- 40)  ;

Menimbang,  bahwa  gugatan  Para  Penggugat  yang  

dida f t a r kan  pada  tangga l  6  Mei  2011  yang  dipe r i k sa  dengan  
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acara  cepat  pada  in t i n ya  menyatakan  bahwa  Terguga t  da lam 

menerb i t kan  objek  sengke ta  te l ah  melanggar  atu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  khususnya  Pasal  59  ayat  (2 )  Undang-

Undang  Nomor  12  Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Atas  Undang  

Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemer in tahan  Daerah ,  

seh ingga  Para  Penggugat  meminta  agar  ob jek  sengketa  in  l i t i s  

dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah  oleh  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Jayapura  ;  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  dal i l - da l i l  gugatan  Para  

Penggugat ,  Terguga t  membantahnya  mela lu i  jawaban  te r t angga l  

25  Mei  2011  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa Pengad i l an  

Tata  Usaha Negara  t i dak  berwenang  untuk  memer iksa ,  mengadi l i  

dan  menyelesa i kan  sengke ta  a  quo ,  o leh  karena  i t u  Tergugat  

meminta  agar  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  

menyatakan  gugatan  Para  Penggugat  dinya takan  t i dak  dapat  

d i te r ima  ;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  da l i l  gugatannya ,  

Para  Penggugat  te l ah  menyampaikan  bukt i  sura t  yang  

bermete ra i  cukup  ber tanda  P -  1  sampai  dengan  P -  28  dan  4 

(empat )  orang  saks i  ya i t u ,  El i sabe th  J.  Howay,  SE. ,  J.  A.  

Al f r edo  Ngamelubun,SH. ,  Yosafa t  Kuway,S .Sos . ,  ser ta  

Melk ianus  Paulus  T.  Tawer ,SH. ,  te lah  member ikan  kete rangan  

dibawah  jan j i  ;  sedangkan  Tergugat  untuk  menguatkan  dal i l -

da l i l  bantahannya  te l ah  menyampaikan  bukt i  sura t  yang  

bermate ra i  cukup  ber tanda  T- 1 sampai  dengan  T- 66 namun t i dak  

mengajukan  saks i  walaupun  te lah  dibe r i k an  kesempatan  untuk  

i t u  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  gugatan  Para  Penggugat ,  Jawaban  

Tergugat ,  bukt i  -  bukt i  Sura t ,  Keterangan  Saks i  yang  

dihad i r kan  d i  pers i dangan ,  dan  Kes impu lan  Para  Pihak ,  maka 

Hakim  berkes impu lan  bahwa  yang  menjad i  in t i  pokok  

permasa lahan  dian ta ra  Para  Pihak  ada lah  :  

1. Apakah  penerb i t an  obyek  sengke ta  a  quo  sudah  sesua i  
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dengan  keten tuan  Pera tu ran  Perundang- undangan  yang  

ber l aku  ?  ;

2. Apakah  Tergugat  da lam menerb i t kan  obyek  sengke ta   a quo 

sudah  sesua i  dengan   Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  Yang 

Baik?  ;

Menimbang,  bahwa untuk  menguj i  apakah  obyek  sengketa  in  

l i t i s  sudah  sesua i  dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  

belaku  dan  t i dak  ber ten tangan  dengan  Asas- Asas  Umum 

Pemer in tahan  Yang  Baik ,  maka  Hakim  akan  menguj i nya  dengan  

Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2007  Tentang  Penye lenggara  

Pemi l i han  Umum,  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2008  Tentang  

Perubahan  Kedua  Atas  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  

Tentang  Pemer in tahan  Daerah  sebaga i  aturan  dasarnya  dan  

Pera tu ran  Komis i  Pemi l i han  Umum Nomor  13  Tahun  2010  Tentang  

Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  Dan  Waki l  Kepala  Daerah  sebaga i  pera tu ran  tekn i s  

te rb i t n ya  obyek  sengketa  a quo ;

Menimbang,  bahwa te rhadap  a la t  bukt i  sura t ,  kete rangan  

saks i  yang  dia jukan  dalam  pers idangan  maupun  fak ta - fak ta  

hukum  yang  te rungkap  dipers i dangan ,  maka  Hakim  akan  

memper t imbangkannya  sesua i  dengan  keten tuan  Pasal  107  

Undang- Undang- Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  

Atas  Undang- Undang Nomor  5 Tahun 1986  Tentang  Perad i l an  Tata  

Usaha  Negara  yang  mana  Hakim  menentukan  beban  pembukt i an ,  

apa  yang  harus  dibuk t i k an  ser ta  pen i l a i an  pembukt i an  yang  

ada  re levans inya  dengan  sengke ta  Tata  Usaha  Negara  

sebag imana  dibawah in i ;  

Menimbang,  bahwa Par ta i  Buruh  merupakan  Par ta i  Pol i t i k  

yang  te lah  di t e t apkan  berdasarkan  Keputusan  Menter i  Hukum 

Dan HAM Republ i k  Indones ia  Nomor  M.HH-10.AH.11 .01  Tahun  2010  

Tangga l  10  Agustus  2010  Tentang  Pengesahan  Perubahan  

Anggaran  Dasar /Anggaran  Rumah Tangga  Dan  Susunan  Pengurus  

Dewan  Pimpinan  Pusat  Par ta i  Buruh   ;  bahwa  berdasarkan  

Keputusan  a quo ,  te lah  mengangkat  H.  Sonny  Pudj i sasono ,  SH. ,  
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MM.,  sebaga i  Ketua  Umum dan  Tiwow  Marcus  Wenas  sebaga i  

Seker ta r i s  Jendera l  DPP Par ta i  Buruh  (v i de  bukt i  T- 38) ;

Menimbang,  bahwa Para  Penggugat  te l ah  mendaf ta r kan  di r i  

sebaga i  baka l  Calon  Bupat i  dan  Waki l  Bupat i  Kabupaten  

Tambrauw per iode  2011  – 2016 mela lu i  gabungan  Par ta i  Pol i t i k  

ya i t u  Par ta i  Golkar ,  Par ta i  Buruh ,  Par ta i  Hanura ,  PNBKI  dan  

Par ta i  Ger ind ra  Kabupaten  Tambrauw sebaga imana  yang  te r t uang  

dalam  Sura t  Penca lonan ,   Sura t  Pernya taan  Kesepakatan  

Bersama Antar  Par ta i  Pol i t i k  Peser ta  Pemi lu  Dalam Penca lonan  

Kepala  Daerah  Dan  Waki l  Kepala  Daerah  MODEL B1  –  KWK.KPU 

Par ta i  Pol i t i k  dan  Sura t  Pernya taan  Par ta i  Pol i t i k  dan/a tau  

Gabungan  Par ta i  Pol i t i k  Tidak  Akan  Menar i k  Penca lonan  Atas  

Pasangan  Calon  Kepala  Daerah  Dan Waki l  Kepala  Daerah  MODEL 

B2  –  KWK.KPU Par ta i  Pol i t i k ,  masing- masing  te r t angga l  11  

Pebruar i  2011 (v ide  bukt i  P- 1 = T- 6,  P- 2 = T- 7,  P- 3 = T- 8) ;

Menimbang,  bahwa  pada  tangga l  2  Maret  2011  Tergugat  

te l ah  menetapkan  Keputusan  KPU Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  

11/Kp ts /KPU- Kab.Tmb- 033.680764 /2011  tangga l  3  Maret  2011  

ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  

Sebaga i  Peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan  Waki l  

Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011,  yang  pada 

in t i n ya  melo loskan  Para  Penggugat  sebaga i  Calon  Bupat i  dan  

Waki l  Bupat i  Kabupaten  Tambrauw  untuk  iku t  da lam  PILKADA 

tahun  2011  ;   bahwa  keputusan  a  quo  mendapat  banyak  

kebera tan  dar i  berbaga i  p ihak  dan  sa lah  satunya  dar i  Para  

Penggugat  yang  pada  in t i n ya  member ikan  kebera tan  karena  

Tergugat  da lam  menerb i t kan  keputusan  nomor  :  11/Kp ts /KPU-

Kab.Tmb- 033.680764 /2011  tangga l  3  Maret  2011  a  quo  t i dak  

t ransparan  yang  mengak iba tkan  hi l angnya  dukungan  beberapa  

dukungan  Par ta i  Pol i t i k  (buk t i  P- 7 = T- 20) ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  kebera tan  yang  ada  maka 

pada  tangga l  17  Maret  2011  KPU Prov ins i  Papua  Bara t ,  KPU 

Kabupaten  Maybra t  dan  Terguga t  te l ah  mengadakan  rapa t  p leno  

yang  menghas i l kan  keputusan  untuk  melakukan  ver i f i k a s i  u lang  

te rhadap  berkas  penca lonan  dimaksud  ;  bahwa  berdasarkan  
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has i l  rapa t  a quo ,  Terguga t  te l ah  menerb i t k an  Keputusan  KPU 

Kabupaten  Tambrauw  Nomor:  14/Kpts /KPU- Kab.Tmb-

033.680764/2011  tangga l  21  Maret  2011  ten tang  Pencabutan  

dan/a tau  Pembata lan  Atas  Sura t  Keputusan  KPU  Kabupaten  

Tambrauw,  Nomor:  11/Kpts /KPU- Kab.Tmb- 033.680764/2011  ten tang  

Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  

Peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011 ;  bahwa  se lan ju t nya  untuk  

menata  ulang  jadwal  tahapan  PILKADA pasca  di te r b i t k annya  

Keputusan  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  14/Kpts /KPU-

Kab.Tmb- 033.680764 /2011  tangga l  21  Maret  2011  a  quo ,  maka 

Tergugat  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  KPU Kabupaten  Tambrauw,  

Nomor:  15/Kpts /KPU- TMB-033.680764/2011  tangga l  11 Apr i l  2011 

ten tang  Perubahan  Atas  Keputusan  KPU Kabupaten  Tambrauw,  

Nomor:  13/Kpts /KPU- TMB-033.680764/2011  ten tang  Tahapan,  

Program,  dan  Jadwal  Penye lenggaraan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw Tahun 2011  

(buk t i  P- 8 = T- 24 Jo.  bukt i  T- 1)  ;

Menimbang,  bahwa  pada  in t i n ya  dalam  menerb i t kan  

Keputusan  KPU  Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  14/Kpts /KPU-

Kab.Tmb- 033.680764 /2011  tangga l  21 Maret  2011  Tergugat  te lah  

membata lkan  keputusan  nomor  11/Kpts /KPU- Kab.Tmb-

033.680764/2011  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  Yang 

Memenuhi  Persyara tan  Sebagai  Peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  dan Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw Tahun 2011  

dengan  berbaga i  a lasan  yang  pada  pokoknya  te rhadap  sura t  

penca lonan  yang  dise rahkan  oleh  Para  Kandida t  (Para  Calon  

Bupat i /Wak i l  Bupat i )  Kabupaten  Tambrauw di  ver i f i k a s i  u lang ,  

d imana  yang  te rdapa t  dukungan  ganda  harus  dapat  d ise lesa i kan  

te ru tama  pada  dukungan  ganda  berdasarkan  adanya  kepungurusan  

ganda  di  t i ngka t  Dewan Pimpinan  Cabang  atau  sebutan  la i n  di  

Kabupaten  Tambrauw ;

Menimbang,  bahwa  dengan  demik ian  te rhadap  Sura t  dar i  

Komis i  Pemi l i han  Umum Kabupaten  Tambrauw Nomor  :  270/13 /KPU-

TMB/I I / 2011  tangga l  14  Pebruar i  2011  per iha l  Rekomendas i ,  

sebaga i  mana yang  te lah  di j awab  oleh  Dewan Pimpinan  Pusat  

Par ta i  Buruh  mela lu i  sura t  Nomor  :  AB. I I I . 2 18A /DPP  Par ta i  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 94



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh / I I / 2 011  tangga l  19 Pebruar i  2011 (buk t i  T- 18)  dianggap  

gugur  demi  hukum sete lah  te rb i t n ya  Keputusan  KPU Kabupaten  

Tambrauw  Nomor:  14/Kpts /KPU- Kab.Tmb- 033.680764/2011  tangga l  

21  Maret  2011  ten tang  Pencabutan  dan/a tau  Pembata lan  Atas  

Sura t  Keputusan  KPU Kabupaten  Tambrauw,  Nomor:  11/Kpts /KPU-

Kab.Tmb- 033.680764 /2011  ten tang  Penetapan  Pasangan  Calon  

Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  Peser ta  Pemi l i han  Umum 

Kepala  Daerah  dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw 

Tahun 2011 ;

Menimbang,  bahwa dengan  t i dak  ber l akunya  bukt i  T- 18  a  

quo  maka  Terguga t  harus  memula i  kembal i  untuk  melakukan  

ver i f i k a s i  secara  admin is t r a s i  dan fak tua l  dengan  berpedoman 

pada  keten tuan  Pasa l  61  Pera tu ran  KPU Nomor  :  13  Tahun  

2010 ;

Menimbang,  bahwa  Para  Penggugat  menyatakan  bahwa 

Tergugat  te lah  melanggar  keten tuan  Pasal  59 ayat  (2 )  Undang-

Undang  Nomor  12  Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  

Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemer in tahan  

Daerah  ;  bahwa pada  pokoknya  Para  Penggugat  berda l i h  bahwa 

te rhadap  Sura t  Penca lonan  yang  dise rahkan  kepada  Tergugat  

sete lah  dipe rba i k i  ada lah  sah  te rmasuk  Par ta i  Buruh  ( in  casu  

yang  menjad i  in t i  gugatan  Para  Penggugat )  ;  bahwa  Dewan 

Pimpinan  Cabang  Par ta i  Buruh  Kabupaten  Tambrauw  te l ah  

member ikan  3  ( t i ga )  rekomendas i  kepada  3  ( t i ga )  pasangan  

ca lon  Bupat i /Wak i l  Bupat i  Kabupaten  Tambrauw  pada  PILKADA 

tahun  2011  a quo  ya i t u  kepada  Gabr ie l  Asem dan  Pasangannya,  

Pet rus  P.  Yembra  dan  Pasangannya,  ser ta  kepada  Para  

Penggugat  sebaga imana  yang  te r t uang  dalam  Model  B- KWK.KPU 

Par ta i  Pol i t i k ,  Model  B1- KWK.KPU Par ta i  Pol i t i k  dan  Model  

B2- KWK.KPU Par ta i  Pol i t i k  (v i de  bukt i  P- 1 = T- 6,  P- 2 = T- 7,  

P- 3 = T- 8 ;  bukt i  T- 3,  T- 4,  T- 5 dan bukt i  T- 9,  T- 10,  T- 11) ;

Menimbang,  bahwa se lan ju t nya  te rhadap  berkas  penca lonan  

yang  pernah  dinya takan  lo l os  ver i f i k a s i  fak tua l  d imana  Para  

Penggugat  d inya takan  lo l os ,  te lah  d i l akukan  perba ikan  o leh  

Para  Penggugat  dan  te lah  menambah  jumlah  Par ta i  Pol i t i k  
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menjad i  13  Par ta i  Pol i t i k  ( te rmasuk  Par ta i  Buruh)  

sebaga imana  yang  dibuk t i k an  o leh  Tergugat  d ipe rs i dangan  

(v i de  bukt i  T- 31,  T- 32 dan bukt i  T- 33) ;

Menimbang,  bahwa  walaupun  Para  Penggugat  menyatakan  

bahwa Tergugat  te lah  melanggar  keten tuan  da lam Undang- Undang  

Nomor  12  Tahun  2008  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-

Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemer in tahan  Daerah ,  

namun  secara  tekn i s  pe laksanaan  PILKADA KPU Pusat  te l ah  

mengeluarkan  Pera tu ran  KPU Nomor  13  Tahun  2010  Tentang  

Pedoman  Tekn is  Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  Dan  Waki l  Kepala  Daerah  ;  dengan  demik ian  Hakim 

Tungga l  akan  meni la i  apakah  dalam  dukungan  ganda  yang  

disebabkan  oleh  adanya  kepengurusan  ganda  di  t i ngka t  

Kabupaten  Tambrauw khusus  pada  Par ta i  Buruh  te l ah  di l akukan  

proses  maupun  prosedur  penye lesa ian  secara  admin i s t r a t i f  

sebaga imana  ber i ku t  in i  ;

Menimbang,  bahwa sete lah  Hakim Tungga l  mencermat i  fak ta  

pers i dangan ,  te rnya ta  benar  adanya  dukungan  ganda  yang  

berasa l  dar i  kepengurusan  ganda  ya i t u  :  (1 )  dukungan  kepada  

Gabr ie l  Assem,  SE. ,  M.Si /Yohanes  Yembra,  S.Sos. ,  berasa l  

dar i  Dewan Pimpinan  Cabang Par ta i  Buruh  Ketua  Ignas ius  Baru ,  

Seker ta r i s  Mar inus  Hae,  SH. ,  Jo.  Sura t  Rekomendas i  DPP 

Par ta i  Buruh  Nomor  :  AB. I I I . 0 95 /DPP  -  Par ta i  Buruh/V I I / 2 010  

Tangga l  14 Ju l i  2010 (v i de  bukt i  T- 12)  ;  (2 )  dukungan  kepada  

Para  Penggugat  berasa l  dar i  Dewan  Pimpinan  Cabang  Par ta i  

Buruh  Ketua  El i sabe th  J.  Howay,  SE. ,  Seker ta r i s  Yusak  

Para ibabo  Jo.  Sura t  Keputusan  DPP Par ta i  Buruh  Nomor  :  

116A/S- KEP/DPP- Par ta i  Buruh /X I / 2010  tangga l  15 Nopember  2010  

(v i de  bukt i  P- 21  Jo.  P- 12  =  T- 13)  ;  (3 )  dukungan  kepada  

Pet rus  P.  Yembra  dan  Drs .  Er ick  Mayor ,  M.Si . ,  berasa l  dar i  

Dewan  Pimpinan  Cabang  Par ta i  Buruh  Ketua  Jon ias  Ti tus  

Ohoiner . ,  Seker ta r i s  Maike l  Mayor  Jo.  Sura t  Keputusan  DPP 

Par ta i  Buruh  Nomor  :  134A/S- Kep/DPP- Par ta i  Buruh / I I / 2 011  

tangga l  2 Februar i  2011  (v ide  bukt i  T- 17 Jo.  T- 16)  ;

Menimbang,  bahwa  dalam  jawabannya  Terguga t  menyatakan  

bahwa  te l ah  te r j ad i  dukungan  ganda  dar i  DPC Par ta i  Buruh  
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bahwa d i  t i ngka t  Pusatpun  te l ah  member i kan  3 ( t i ga )  dukungan  

dar i  DPP Par ta i  Buruh  yang  sama pada  3  ( t i ga )  kand ida t  ;  

bahwa te rhadap  dukungan  ganda,  KPU te l ah  melakukan  t i ndakan  

ver i f i k a s i  admin is t r a s i  maupun fak tua l  berdasarkan  keten tuan  

Pasal  61  Pera tu ran  KPU Nomor  13  Tahun  2010  pada  beberapa  

Par ta i  Pol i t i k  ya i t u  Par ta i  Kedaula tan ,  Par ta i  Pemuda 

Indones ia  dan Par ta i  Buruh  ;

Menimbang,  bahwa Keten tuan  Pasal  61 Pera tu ran  KPU Nomor  

13 Tahun 2010 menentukan  bahwa :

Pasal  61

(1 )  

Apabi l a  da lam  proses  pene l i t i a n  admin i s t r a s i  te rhadap  
sura t  penca lonan  d i t emukan  dokumen sebuah  par ta i  po l i t i k  
memi l i k i  2  (dua)  atau  leb ih  kepengurusan  yang  masing-
masing  mengajukan  baka l  pasangan  ca lon ,  d i l akukan  
pene l i t i a n  menyangkut  keabsahan  kepengurusan  par ta i  
po l i t i k  te rsebu t  kepada  pimpinan  pusat  par ta i  po l i t i k  
yang  bersangku tan ;

(2 )   Dalam  pene l i t i a n  keabsahan  pengurus  par ta i  po l i t i k  
sebaga imana  dimaksud  pada  ayat  (1 ) ,  KPU Prov ins i  atau  
KPU  Kabupaten /Ko ta  melakukan  k la r i f i k a s i  dengan  
berpedoman  pada  anggaran  dasar /anggaran  rumah  tangga  
par ta i  pol i t i k  yang  bersangku tan ;

(3 )  

Apabi l a  te rdapa t  2  (dua)  atau  leb ih  kepengurusan  par ta i  
po l i t i k  d i  t i ngka t  pusat ,  maka  keabsahan  kepengurusan  
pusat  par ta i  po l i t i k  te rsebu t  mengacu  kepada  Keputusan  
Menter i  Hukum dan  Hak  Asas i  Manusia  Republ i k  Indones ia  
ten tang  pengesahan  kepengurusan  par ta i  po l i t i k  te r sebu t  
yang  masih  ber laku ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keten tuan  a  quo  Tergugat  

sebaga i  badan  ta ta  usaha  negara  seharusnya  mencermat i  

pent i ngnya  t i ndakan  fak tua l  j i ka  te r j ad i  dukungan  ganda  yang  

dia jukan  oleh  Par ta i  Pol i t i k  ( in  casu  Par ta i  Buruh  Kabupaten  

Tambrauw) ;  bahwa baromete r  pe laksanaan  keten tuan  Pasa l  61  a  

quo ,  j i k a  te l ah  te r j ad i  dukungan  ganda  yang  disebabkan  oleh  

adanya  kepengurusan  ganda ;
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Menimbang,  bahwa  t i ndakan  Tergugat  yang  melakukan  

ver i f i k a s i  admin is t r a s i  dan  fak tua l  te rhadap  DPP Par ta i  

Buruh  pada  tangga l  27  Apr i l  2011  te lah  memenuhi  keten tuan  

Pasal  61  Pera tu ran  KPU Nomor  13 Tahun  2011  ;  bahwa t i ndakan  

Tergugat  in  casu  juga  di l akukan  pada  Par ta i  Pol i t i k  la i nnya  

yang  mempunya i  persoa lan  yang  sama pula  ;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fak ta  yang  te rungkap  

dipe rs i dangan ,  te rnya ta  Tergugat  menggunakan  has i l  

ver i f i k a s i  admin is t r a s i  dan  fak tua l  te rhadap  Par ta i  

Kedaula tan  maupun  Par ta i  Pemuda  Indones ia  Sebaga i  landasan  

penentuan  dukungan  te rakh i r  Par ta i  Pol i t i k  a quo ,  sedangkan  

te rhadap  Par ta i  Buruh  yang  berdasarkan  has i l  ver i f i k a s i ,  

t i dak  d igunakan  oleh  Tergugat  bahkan  t i dak  dipe r t imbangkan  

sama seka l i  ;

Menimbang,  bahwa menuru t  Tergugat  bahwa walaupun  te l ah  

ada  has i l  k la r i f i k a s i  yang  dibe r i k an  oleh  DPP Par ta i  Buruh  

kepada  Para  Penggugat ,  namun  karena  fo rm/d ra f  yang  

di tanda tangan i  o leh  DPP Par ta i  Buruh  hanya  dibubuh i  tanda  

tangan  Ketua  Par ta i  Buruh  sa ja  sedangkan  Sekre ta r i s  Jendera l  

Par ta i  Buruh  t i dak  iku t  menandatangan inya  ;  satu  dan  la i n  

ha l  Tergugat  juga  menyatakan  bahwa  te rhadap  berkas  

k la r i f i k a s i  a  quo  t i dak  dapat  menggugurkan  kepengurusan  

sebaga imana  dalam  Sura t  Keputusan  DPP Par ta i  Buruh  Nomor:  

135/S- Kep/DPP- Par ta i  Buruh / I I / 2 011  tangga l  7  Februar i  2011  

ten tang  Susunan  Kepengurusan  DPC Par ta i  Buruh  Kabupaten  

Tambrauw  Prov ins i  Papua  Bara t  yang  te lah  mengangkat  DPC 

Par ta i  Buruh  Kabupaten  Tambrauw  ya i t u  Ketua  Jon ias  Ti tus  

Ohoiner . ,  dan Seker ta r i s  Maike l  Mayor ;

Menimbang,  bahwa  se la i n  i t u  Tergugat  juga  berda l i l  

bahwa  kepada  Para  Penggugat  t i dak  dibua t  Sura t  Keputusan  

yang  baru  seh ingga  Tergugat  masih  menggunakan  sura t  

keputusan  lama,  karena  t i dak  pernah  diba ta l kan  oleh  DPP 

Par ta i  Buruh  baik  Rekomendas i  dukungan  maupun  te rhadap  

kepengurusan  yang  sah ;

Menimbang,  bahwa dalam pers idangan  tangga l  27  Mei  2011  

saks i  atas  nama El i sabe th  J.  Howay,  SE. ,  menyatakan  bahwa 
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yang  bersangku tan  ada lah  Ketua  Par ta i  Buruh  DPC Kabupaten  

Tambrauw yang  sah  berdasarkan  Sura t  Keputusan  Dewan Pimpinan  

Pusat  Par ta i  Buruh  Nomor:  058/S- KEP/DPD-PARTAI  BURUH/IV/2010  

ten tang  Susunan  kepengurusan  Dewan  Pimpinan  Cabang  Par ta i  

Buruh  Kabupaten  Tambrauw d i t e t apkan  di  Jakar ta  pada  tangga l  

14  Apr i l  2010  sebaga imana  yang  te l ah  dipe rbaharu i  dengan  

Sura t  Keputusan  Dewan  Pimpinan  Pusat  PARTAI  BURUH Nomor:  

120A/S- KEP/DPP- PARTAI  BURUH/XI /2010  ten tang  susunan  

kepengurusan  Dewan  Pimpinan  Cabang  Par ta i  Buruh  Kabupaten  

Tambrauw tangga l  16 Nopember  2010  (Buk t i  P- 21 Jo.  Bukt i  P- 13 

= bukt i  T- 14) ;  bahwa kete rangan  la i n  yang  d idapa tkan  sebaga i  

fak ta  pers i dangan  adalah  berdasarkan  kete rangan  saks i  atas  

nama  J.A .  Al f r edo  Ngamelubun,SH. ,  yang  merupakan  Ketua  

Pani t i a  Pengawas  Pi l kada  Kabupaten  Tambrauw yang  member ikan  

kesaks ian  dibawah  jan j i  yang  pada  in t i n ya  menyatakan  bahwa 

El i sabe th  J.  Howay,  SE. ,  adalah  Ketua  DPC Par ta i  Buruh  

Kabupaten  Tambrauw  berdasarkan  kepengurusan  yang  te rda f t a r  

pada  Kanto r  Kesatuan  Bangsa  Pol i t i k  Dan  Per l i ndungan  

Masyaraka t  Kabupaten  Tambrauw (Konf i rm .  Ber i t a  Acara  Sidang  

tangga l  27 Mei  2011 Jo.  Bukt i  P- 22)  ;

Menimbang,  bahwa dengan  demik ian  persoa lan  pokok  dalam 

sengketa  in  casu  sudah  semakin  je l as  ya i t u  apakah  t i ndakan  

Tergugat  yang  t i dak  mempert imbangkan  has i l  k la r i f i k a s i  DPP 

Par ta i  Buruh  dengan  berbaga i  a lasan  dapat  d ibenarkan  oleh  

atu ran  perundang- undangan  ?;   bahwa  t i ndakan  Tergugat  in  

l i t i s  sangat  berbeda  dengan  apa  yang  d i l akukannya  te rhadap  

Par ta i  Kedaula tan  dan  Par ta i  Pemuda Indones ia  yang  Tergugat  

akomodi r  da lam  berkas  Penca lonannya ,  sebaga imana  yang  

di te t apkannya  dalam objek  sengke ta  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  dal i l  Tergugat  yang  

menyatakan  bahwa t i dak  dimasukannya  Par ta i  Buruh  berdasarkan  

has i l  k la r i f i k a s i  dengan  DPP Par ta i  Buruh  d isebabkan  o leh  

Seker ta r i s  Jendera l  DPP Par ta i  Buruh  t i dak  tanda  tangan  

ada lah  t i dak  berdasar  hukum  karena  dra f / f o rm  yang  ada  

sebaga i  panduan  k la r i f i k a s i  a quo  d is i apkan  oleh  Terguga t  ;  

bahwa  j i k a  te rnya ta  Tergugat  merasa  ada  kekurangan  tanda  
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tangan  “Sek jend ”  DPP Par ta i  Buruh  seharusnya  Tergugat l ah  

yang  pro  akt i f  meminta  DPP Par ta i  Buruh  untuk  memperba ik i  

dra f / f o rm  d imaksud,  dan bukan  ber t i ndak  atas  kemauan send i r i  

member ikan  dukungan  Par ta i  Buruh  a quo  kepada  Pasangan  Calon  

la i n  ;  

Menimbang,  bahwa  dar i  bukt i  Para  Pihak ,  saks i  Para  

Penggugat  maupun  fak ta  hukum  se lama  pers idangan  t i dak  

didapa t i  satu  alasan  hukum yang  dapat  membenarkan  t i ndakan  

Tergugat  a quo ,  kecua l i  a lasan  yang  Tergugat  maksudkan  dalam 

konk lus i nya  ;  bahwa t i ndakan  Tergugat  yang  te lah  member i kan  

dukungan  Par ta i  Buruh  kepada  Pasangan  Calon  Bupat i /Wak i l  

Bupat i  Kabupaten  Tambrauw  pada  hal  te lah  di tempuh  dasar  

hukum sebaga imana  yang  dimaksudkan  dalam keten tuan  Pasa l  61  

Pera tu ran  KPU Nomor  13  Tahun  2010  merupakan  t i ndakan  yang  

cacat  admin is t r a s i  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  alasan  Tergugat  yang  

menyatakan  bahwa te rhadap  kepengurusan  DPC Par ta i  Buruh  atas  

nama El i sabe th  J.  Howay,  SE. ,  cs  te lah  digan t i  dengan  Sura t  

Keputusan  DPP  Par ta i  Buruh ,  Nomor:  135/S- Kep/DPP- Par ta i  

Buruh / I I / 2 011  tangga l  7  Februar i  2011  ten tang  Susunan  

Kepengurusan  DPC Par ta i  Buruh  Kabupaten  Tambrauw  Prov ins i  

Papua  Bara t  ya i t u  dengan  mengangkat  sdr .  Jon ias  Ti tus  

Ohoiner  sebaga i  ketua  dan  sdr .  Maike l  Mayor  sebaga i  

seker t a r i s  t i dak  dapat  d ibenarkan  o leh  hukum karena  t i dak  

dapat  d ibuk t i k an  lega l i t a s  pencata tan  sdr .  Jon ias  Ti tus  

Ohoiner  sebaga i  ketua  di  Kantor  Kesatuan  Bangsa,  Pol i t i k  dan  

Kesatuan  Bangsa  Kabupaten  Tambrauw sebaga imana  yang  dimi l i k i  

o leh  El i sab th  J.  Howay,  SE. ,  (v i de  bukt i  P- 22)  ;  bahwa 

sebe lum  menentukan  mana  yang  seharusnya  diakomodi r ,  

seharusnya  Tergugat  meminta  in fo rmas i  kepada  Pemer in tah  

Daerah  ( in  l i t i s  Kesbanpo l  l imas  Kab.  Tambrauw)  ten tang  

kepengurusan  yang  te rda f t a r  sah  di  Kabupaten  Tambrauw  ;  

bahwa  o leh  karena  Terguga t  t i dak  mempersoa lkan  masalah  

pendaf t a ran  a quo ,  maka Tergugat  d ianggap  te l ah  melaksanakan  

keten tuan  Pasal  15  Pera tu ran  KPU No.  13  Tahun  2010  dengan  

menerapkan  Pasal  61 a quo ;
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Menimbang,  bahwa dengan  demik ian  t i dak  ada alasan  hukum 

bag i  Tergugat  untuk  t i dak  mengiku t i  atu ran  perundangan-

undangan  yang  ber laku  ;  bahwa dengan  t i ndakan  Terguga t  yang  

t i dak  memasukan  Par ta i  Buruh  sebaga i  Par ta i  po l i t i k  yang  

mendukung  Para  Penggugat  sebaga imana  yang  di tuangkan  da lam 

rekomendas i  DPP Par ta i  Buruh   te r t angga l  27  Apr i l  2011  

ada lah  bentuk  pe langgaran  te rhadap  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  khususnya  pada  Pasa l  61  ayat  (1 )  dan  

(2 )  Pera tu ran  KPU Nomor  13 Tahun 2010 Tentang  Pedoman Tekn is  

Tata  Cara  Penca lonan  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Dan Waki l  

Kepala  Daerah   ;  bahwa  t i ndakan  a  quo  sudah  merupakan  

t i ndakan  yang  cacat  admin i s t r a s i  maupun cacat  prosedur  da lam 

menerb i t kan  objek  sengke ta  ;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  i t u  Hakim  berkeyak inan  

bahwa persoa lan  yang  dipersengke takan  da lam  sengke ta  a  quo 

t i dak  akan  te r j ad i  j i k a  se jak  awal  Terguga t  cermat  dan t i dak  

melanggar  atu ran  tekn i s  yang  ada ;

Menimbang,  bahwa o leh  karena  penerb i t an  obyek  sengke ta  

mengandung  cacat  admin is t r a s i  /  cacat  prosedura l  maka 

te rhadap  tun tu tan  Para  Penggugat  yang  memohon  agar  

Pengad i l an  menyatakan  bata l  Sura t  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  

Umum Kabupaten  Tambrauw  Nomor  :  17/KPTS/KPU- Kab.  Tmb-  

033.680764/2011  Tangga l  2  Mei  2011  Tentang  Penetapan  

Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  Peser ta  

Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Dan  Waki l  Kepala  Daerah  

Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011  dan  memer in tahkan  untuk  

mencabut  Keputusan  te rsebu t  ada lah  bera lasan  menuru t  hukum 

dan harus  dikabu l kan  untuk  se lu ruhnya  ;

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  gugatan  Para  Penggugat  

dikabu l kan  dalam sengketa  in  l i t i s ,  maka te rhadap  penetapan  

penundaan  Hakim  Tungga l  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Jayapura  Nomor  :  24/PEN/2011/PTUN.JPR  tangga l  10  Mei  2011  

harus  d iper t ahankan  sampai  perkara  in i  mempunyai  kekuatan  

hukum  te tap ;
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Menimbang,  bahwa  bukt i - bukt i  sura t  maupun  kete rangan  

saks i  yang  dia jukan  o leh  Para  Pihak  di  pers i dangan  yang  

t i dak  ada  re levans inya  dan  t i dak  di  per t imbangkan  dalam 

per t imbangan  hukum   a  quo ,  maka  menuru t  Maje l i s  Hakim 

harus lah  dikesampingkan  namun  te tap  menjad i  bag ian  dalam 

berkas  perkara  in  l i t i s  ;  

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  gugatan  Para  Penggugat  

dikabu l kan  untuk  se lu ruhnya ,  maka  biaya  yang  t imbu l  da lam 

perkara  in  casu  dibebankan  kepada  Tergugat  yang  besarnya  

akan  di te t apkan  dalam amar  putusan  in i  ;  

Memperhat i kan  keten tuan  Pasa l - Pasa l  da lam Undang- Undang  

Nomor  :  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-

Undang  Nomor  :  5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara ,  Pasa l  61  Pera tu ran  KPU Nomor  13  Tahun  2010,  ser ta  

Pera tu ran  Perundang- undangan  la i nnya  yang  bersangku tan  ;

M E N G A D I  L I      :

DALAM   PENUNDAAN   :

Menguatkan  Penetapan  Hakim  Tungga l  Pengad i l an  Tata  Usaha  

Negara  Jayapura  Nomor  24/PEN/2011/PTUN.JPR  Tangga l  10  Mei  

2011  Tentang  Penundaan  Daya Ber lakunya  Objek  Sengketa ;  

DALAM  EKSEPSI  :

- Menyatakan  ekseps i  Terguga t  Tentang  Kewenangan  Mengadi l i  

Tidak  Dapat  Di te r ima  ;

- Menolak  ekseps i  la i nnya  yang  dia j ukan  o leh  Tergugat  ;

DALAM  POKOK  SENGKETA :

1. Mengabulkan  gugatan  Para  Penggugat  untuk  se lu ruhnya  ;

2. Menyatakan  bata l  Keputusan  Komis i  Pemi l i han  Umum 

Kabupaten  Tambrauw  No.  17/KPTS/KPU- Kab.  Tmb-
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t t d Mat er ai +t t d

033.680764/2011  Tangga l  2 Mei  2011  Tentang  Penetapan  

Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  Persyara tan  Sebaga i  

Peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  Daerah  Dan Waki l  Kepala  

Daerah  Kabupaten  Tambrauw  Tahun  2011 ;  

3. Memer in tahkan  Tergugat  untuk  mencabut  Keputusan  

Komis i  Pemi l i han  Umum  Kabupaten  Tambrauw  No.  

17/KPTS/KPU- Kab.  Tmb-033.680764 /2011  Tangga l  2  Mei  

2011  Tentang  Penetapan  Pasangan  Calon  Yang  Memenuhi  

Persyara tan  Sebagai  Peser ta  Pemi l i han  Umum Kepala  

Daerah  Dan  Waki l  Kepala  Daerah  Kabupaten  Tambrauw 

Tahun  2011 ;

4. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  

sebesar  Rp.  262.000 , -  (Dua  Ratus  Enam Puluh  Dua 

Ribu  Rupiah)  ;

Demik ian  dipu tuskan  oleh  YUSUF NGONGO,  S.H. ,  Hakim 

Tungga l  Pengad i l an   Tata   Usaha  Negara  Jayapura  pada  har i  

Selasa,  7  Juni  2011 ,  putusan  mana diucapkan  pada  har i  in i  

juga ,  da lam  pers idangan  yang  te rbuka  oleh  Hakim  Tungga l  

te rsebu t   d i  atas ,   dan  diban tu  oleh  SUYADI,  S.H. ,  Pani te r a  

Penggant i  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jayapura  ser ta  

dihad i r i  o leh   Kuasa  Hukum Para  Penggugat  dan  Kuasa  Hukum 

Tergugat  ;

PANITERA PENGGANTI,       HAKIM TUNGGAL
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   SUYADI,  S.H.  YUSUF NGONGO,  S.H.   

Per inc i an  Biaya  Perkara :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -  

1

.

Biaya  Pendaf ta ran  Permohonan  

Gugatan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

30.000 , -

2

.

Biaya  

Panggi l an   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

210.000 , -

3

.

Matera i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

12.000 , -

4

.

Redaks i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rp

.

10.000 , -
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J U M L A H Rp
.

262.000 , -

      (Dua  Ratus  Enam Puluh  Dua 

Ribu  Rupiah)
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